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ABSTRAK 
 
Suyanto. S340908025. Implementasi Asuransi Syariah Setelah 
Keluarnya Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21 / DSN-MUI /X/ 2001 
Tentang pedoman Umum Asuransi Syariah Pada Kantor Cabang Asuransi 
Syariah Surakarta. 
Tesis: Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Asuransi syariah yang berdiri sejak tahun 1995 yang dalam 
pelaksanaanya dengan menggunakan konsep ta’awun, yang berarti perjanjian 
untuk saling tolong menolong antara semua pihak,baik antara peserta asuransi 
maupun antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi atau penanggung 
resiko. Bentuk tolong menolong tersebut dijabarkan dalam suatu akad,yang 
terkenal dengan akad yang sesuai dengan syariah yaitu akad yang tidak 
mengandung unsur-unsur ghoror,maysir,riba,zulum dan barang yang dilarang. 
Ada dua jenis akad dalam asuransi syariah yaitu akad tijaroh dan akad 
tabaru’. Akad tijaroh adalah akad yang bertujuan komersial dengan investasi 
secara mudharobah sedangkan akad tabaru’ adalah akad yang bertujuan kebajikan 
dengan cara memberikan bantuan kepada peserta lain yang kena musibah. akad 
inilah yang akan menentukan dari pada pelaksanaan asuransi syariah,karena 
dalam akad yang dibuat tersebut akan dapat diketahui asuransi apa yang diambil 
dan bagaimana cara membayar premi serta bagaimana apabila terjadi klaim.  
Pokok bahasan dalam penelitian ini adalah terbatas meliputi pelaksanaan 
asuransi syariah pada asuransi syariah cabang Surakarta sehingga metode 
penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, sosiologis non doktrinal 
dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan study pustaka dan study 
lapangan dengan tehnik wawancara dengan Kepala Kantor Cabang Asuransi 
Syariah Surakarta dan staff yang ditunjuk. Oleh karena belum adanya peraturan 
perundangan yang mengatur tentang asuransi syariah, dalam hal ini adalah hokum 
positif, maka dalam peleksanaannya, Kantor Cabang Asuransi Syariah Surakarta 
berpedoman pada fatwa DSN No.21/MUI/2001 tentang pedoman asuransi syariah. 
Faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan asurasni syariah 
Surakarta berupa faktor internal yang mendukung berasal dari perusahaan asuransi 
sendiri yaitu keunggulan pengelolaan dana premi dengan konsep tolong –
menolong dapat memenuhi tuntutan rasa keadilan dalam masyarakat, tetapi  
peserta masih kurang percaya diri terhadap pengelolaan premi asuransi syariah. 
Dan faktor eksternal yang mendukung dari masyarakat yaitu meningkatnya resiko 
dalam kehidupan, tetapi pemahaman dari masyarakat tentang asuransi syariah 
masih terlalu rendah. Disamping itu, dari pihak pemerintah juga menghambat 
karena belum adanya peraturan yang jelas tentang asuransi syariah. 
             Dengan uraian tersebut diatas sangat diharapkan pemerintah segera 
membuat aturan yang berupa Undang-undang untuk mengatur atau sebagai 
pedoman berasuransi syariah.di Indonesia. Karena kebanyakan masyarakat 
Indonesia adalah beragama islam. 
 
Kata kunci : Pelaksanaan Asuransi Syariah sangat ditentukan oleh akad : akad    
      Tijaroh dan Tabaru’   
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Artinya bahwa 
hanya dengan cara hidup berdasarkan agama Islam atau syari’at Allah yang 
terkandung dalam kitab al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka  manusia 
akan mendapat limpahan ridho-nya. Setiap orang yang mengintegrasikan dirinya 
kepada Islam wajib membentuk seluruh hidup dan kehidupannya berdasarkan 
syari’at iilahi yang tetuang dalam keduanya merupakan dua pilar kekuatan 
masyarakat Islam. Agama Islam merupakan suatu cara hidup dan tata sosial yang 
memiliki hubungan integral, utuh menyeluruh dengan kehidupan idealnya. Hal ini 
tergambar dalam dinamika hukum Islam yang merupakan suatu hukum yang serba 
komplek. 
Perwujudan syari’at Islam dewasa ini tidaklah semudah membalikkan 
telapak tangan. Era mekanisasi dan modernisasi telah menempatkan manusia 
menjadi bagian dari perkembangan yang penuh dengan kontroversi, tantangan dan 
persaingan yang menyebabkan munculnya nilai dan kebutuhan baru bagi mereka 
yang tidak lagi sekedar sederhana dalam mencapai kehidupanya. Eksistensi 
syari’at Islam yang konsisten / ajeg pada prinsip dan asasnya tidaklah harus statis, 
tetapi justru harus fleksibel dan dapat mereduksi perkembangan dan kemajuan 
kehidupan manusia. 
 xiv 
Untuk mewujudkan syari’ah dalam sistem pranata sosial masyarakat, 
perlu ijetihad dengan penggunaan penalaran dari para ulama dan para qadli, yang 
hasilnya tersusun secara sistematis di dalam fiqh Islam. Disamping itu fiqh Islam 
sebagai hasil pemikiran, pemahaman dan pengembangan ahli hukum Islam 
terhadap syariah, senantiasa akan berkembang menurut perkembangan 
masyarakat, waktu dan tempat di mana masyarakat Islam tersebut berada.1 
Namun dengan adanya fleksibilitas dalam syari’at Islam dan tuntutan 
bahwa hukum Islam harus senantiasa up to date dan dapat mereduksi 
perkembangan kehidupan umat manusia, bukan berarti atau dimaksudkan ajaran 
Islam, terutama fiqh ( hukum )nya tidak konsisten, mudah mengikuti arus zaman 
dan bebas menginterpretasikan al-Quran dan Sunnah sesuai kebutuhan hidup 
manusia, sehingga aktualisasi hukum Islam melalui pintu ijetihad dalam 
prakteknya dapat menggeser ke-qath’ian al Quran dan Sunnah hanya untuk 
memberikan legitimasi kepentingan manusia, baik politik, ekonomi, sosial, hukum 
dan lain sebagainya dengan dalih humanisme. 
Berdasarkan fenomena tersebut, penulis memandang bahwa 
pemahaman akan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum Islam memiliki urgensi 
yang tinggi sekali sebagai upaya untuk membentengi syari’at Islam yang 
kontemporer namun dalam proses pengistinbatan hukumnya tetap memperhatikan 
ruh-ruh syarai’atnya atau dengan bahasa lain tidak menggadaikan ke-qath’i-an 
syari’at Islam ( al Quran dan Sunnah ) hanya untuk dikatakan bahwa hukum Islam 
itu up to date dan tidak ketinggalan zaman. Dengan demikian kesempurnaan 
                                                 
1 Abdullah Gofar, Perundang-undangan Bidang Hukum Islam, Sosialisasi dan 
Pelembagaannya, artikel pada Mimbar Hukum No. 51 Thn. XII 2001 Maret-April, Al Hikmah dan 
DITBINBAPERA Islam, Jakarta, 2001, hlm. 16. 
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ajaran Islam tetap terjaga sebagaimana firman Allah dalam al-Quran Surat al-
Maidah ayat ( 3 ): 
É $YYƒÏŠ 4N»n=ó™M}$#  Nä3s9 
öäMŠÅÊu‘ur 
î ÓÉLyJ÷èÏR Nä3ø‹n=tæ MôJoÿøCr&
ur  Nä3oYƒÏŠ    Nä3s9 3 
Mù=yJø.r&tPöqu‹ø9$#  
Artinya: “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah 
Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi 
agama bagimu” 
Firman tersebut secara tegas menyatakan bahwa Islam adalah agama 
yang sempurna dan mempunyai sistem tersendiri dalam mengahdapi 
permasalahan kehidupan, baik yang bersifat materiiil maupun non materiiil. Oleh 
karena itu ekonomi sebagai satu aspek kehidupan, tentu juga sudah diatur oleh 
Islam. Hal ini bisa dipahami. Sebagai agama yang sempurna, mustahil Islam tidak 
dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi. Konsep yang dapat dijadikan 
sebagai acuan atau panduan bagi manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi. 
Haruslah diyakini, bahwa ekonomi Islam bukan hadir sebagai reakasi 
atas dominasi sistem ekonomi global yang sedang maupun pernah berjaya seperti 
kapitalisme dan sosialisme. Ekonomi Islam hadir sebagai bagian dari totalitas 
kesempurnaan Islam itu sendiri. Sehingga mampu membawa perubahan akan 
kemajuan disegala bidang kehidupan dunia, yang menyangkut bidang join 
venture, dagang dan alih tehnologi seiring dengan keinginan manusia untuk 
meningkatkan tarap hidup lebih baik yang dipengaruhi tingkat kemajuan tehnologi 
yang melanda seluruh dunia sangat berpengaruh disegala bidang khususnya di 
bidang ekonomi bisnis, hal ini ditandai dengan berbagai macam pembentukan 
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hubungan-hubungan ekonomi yang mengarah pada kondisi dalam dunia 
perdagangan, hampir setiap hari kita mendengar adanya kegiatan bisnis dengan 
melakukan transaksi yang dilakukan oleh para pengusaha baik yang dilakukan 
dalam suatu negara ataupun dilakukan antara negara, kegiatan bisnis sudah pasti 
yang diharapkan adalah keuntungan sesuai asas kesepakatan. Kesepakatan yang 
dibuat  oleh para pihak sudah pasti merupakan undang-undang  bagi mereka yang 
membuatnya, sebagaimana disebut dalam pasal 1338 ayat ( 1 ) KUH Perdata. 
Seiring dengan tingkatan kemajuan perekonomian dengan 
berkembangnya kegiatan industri dan perdagangan mendorong pula Perusahaan 
Asuransi  berkembang dengan pesat terbukti banyaknya perusahaan asuransi baru 
yang telah menjanjikan untuk memberikan perlindungan terhadap suatu resiko 
yang akan dialami  oleh tertanggung dengan berbagai produk perlindungan, dan 
hal ini tidak kalah menariknya dengan tingkat kemajuan keilmuan  keislaman di 
Indonesia ini juga mulai tumbuh dan berkembang Asuransi yang berlandaskan 
Islam yang disebut dengan Asuransi Syariah, Dengan demikian asuransi di 
Indonesia dibedakan dengan asuransi syariah dengan asuransi konvensional.. 
Perdagangan yang tidak terlepas dengan hubungan yang saling 
menguntungkan sudah pasti antara pihak yang telibat di dalamnya berkeinginan 
untuk mendapatkan perlindungan  dari ancaman resiko yang akan berakibat usaha 
menjadi rugi oleh karena segala kegiatan usaha sudah dapat dimungkinkan akan 
adanya suatu resiko, akan tetapi kapan akan waktu terjadinya resiko itu sudah 
barang tentu dalam hal ini tidak dapat diprediksi, dengan para pelaku usaha 
berupaya kepada pihak lain untuk ikut menjamin harta atau aset usaha mereka  
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agar apabila dikemudian hari terjadi sesuatu hal yang berakibat harta atau aset 
mereka mengalami kerusakan, musnah atau tidak dibayarnya hutang karena faktor 
diluar kemampuan manusia. 
Kemungkinan bahwa manusia akan menghadapi suatu kerugian atau 
suatu kehilangan sudah menjadi suatu masalah bagi setiap manusia selagi masih 
hidup didunia yang fana ini dan harus berusaha dengan tenaga dan pikiranya 
untuk mencukupi hidupnya, untuk memiliki kekayaan demi kelangsungan hidup. 
Harta kekayaan sebagai jerih payah ini tentu akan dipertahankan oleh setiap 
manusia supaya tidak hilang, rusak, tidak musnah dan sebagainya.2 
Kemungkinan akan kehilangan harta kekayaan bagi seseorang akan 
berjalan seiring dengan semakin banyaknya harta kekayaan orang itu.semakin 
makmur atau berlipat harta kekayaan seseorang sebagai hasil dari kamajuan atau 
perkembangan kehidupan moderen semakin dapat pula dibayangkan atau 
dirasakan bahwa kemungkinan akan kehilangan tersebut akan bertambah. Ini 
berlaku bukan hanya terhadap kehilangan atas barang / harta kekayaan tetapi juga 
atas jiwa manusia, kemungkinan atas sesuatu yang menimbulkan kerugian disebut 
resiko. Jadi manusia menghadapi sesuatu resiko apakah ini akan menjadi 
kenyataan, itu merupakan sesuatu yang belum pasti.3 
 
Untuk mengurangi kerugian yang timbul dari sesuatu akibat atau 
resiko sudah barang tentu kerugian-kerugian yang akan timbul sudah terlebih 
dahulu dipertanggungkan atau diasuransikan pada pihak lain, hal ini untuk 
                                                 
2 Djoko Prakoso, Hukum Asuransi Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta 2004, hlm. 13 
3 Ibid ,hlm 14 
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mengantisipasi apabila dikemudian hari terjadi sesuatu kerugian yang tidak tentu 
terjadi dan apabila peristiwa kerugian itu terjadi kapan waktu terjadinya belum 
bisa diprediksi sebelumnya, akan tetapi peristiwa yang menimbulkan kerugian itu 
sudah dapat diprediksi kemungkinan-kemungkinanya. 
Sebagaimana diatur didalam Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum 
Dagang” Asuransi atau pertanggungan “ adalah suatu perjanjian, dengan mana 
seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima 
suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, 
kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan ,yang mungkin 
dideritanya akibat suatu peristiwa yang tidak tentu. 
Pengertian Asuransi menurut Pasal 1 ayat (1) undang-undang no. 2 
Tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah  “ Asuransi atau pertanggungan 
adalah Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung 
mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk 
memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau 
kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada 
pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu 
peristiwa yang tidak pasti, atau utuk memberikan  suatu pembayaran yang 
didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. 
Dari definisi asuransi atau pertanggungan ternyata ada tiga unsur 
tentang pengertian asuransi, yaitu : 
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a. pihak tertanggung atau terjamin( Verzekering ) berjanji untuk membayar 
uang premi kepada penjaminatau penanggung ( verzekeraar ) sekaligus atau 
dengan berangsur-angsur. 
b. Pihak penjamin atau penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar 
sejumlah uang kepada npihak tertanggung,sekaligus atau berangsur apabila 
terlaksana unsur ke tiga 
c. Suatu peristiwa atau kejadianyang semua belum jelas akan terjadi 
Pengertian asuransi dalam konteks perasuransian menurut syariah atau 
asuransi Islam secara umum sebenarnya tidak jauh berbeda dengan asuransi 
konvensional. Diantara keduanya baik asuransi konvensional maupun asuransi 
syariah mempunyai persamaan yaitu perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai 
fasilitator hubungan struktural antara peserta penerima premi ( penanggung ) 
dengan peserta penerima pembayaran klaim ( tertanggung ). Secara asuransi 
umum, asuransi Islam atau sering diistilahkan dengan Takaful dapat digambarkan 
bahwa sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat islam 
dengan mengacu pada al-Qur’an dan Sunanh.4 Dewan Syariah Nasional dengan 
fatwanya, No 21/DSN.MUI/X/2001 memberikan pedoman umum asuransi syariah 
yaitu : Asuransi Syariah ( Ta’min, Takaful atau Tadhamun ) adalah usaha saling 
melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang / pihak melalui 
investasi dalam bentuk aset dan atau tabaru’ yang memberikan pola 
pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad ( perikatan ) yang 
                                                 
4 H.A.Djazuli dan Yadi Junwari. Lembaga-lembaga perekonomian umat ( sebuah 
pengenalan ) ,PT Raja Grafindo Persada, 2002 ,Jakarta, hlm 120 
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sesuai dengan syariah.sehingga untuk menjalankan asuransi tidak terlepas adanya 
akad.. 
Menurut hukum syarak akad berasal dari kata “ al-aqd “ yang berarti 
perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Sedangkan secara harfiah akad adalah 
suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syarak yang 
menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.  Ijab adalah pernyataan 
pihak pertama mengenai isi perikatan  yang diinginkan, sedang kobul adalah 
pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.5      
Menurut syamsul Anwar, istilah “ Perjanjian “ dalam bahasa Indonesia 
disebut “akad” dalam hukum Islam.6 Sedangkan menurut Gemala Dewi, 
setidaknya ada 2 ( dua ) istilah dalam al-Qur’an yang berhubungan dengan 
perjanjian yaitu “Alaqdu ( akad ) dan “al ahdu”( janji ). Pengertian akad secara 
bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan ( al-rabath ) maksudnya adalah 
menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya 
pada yang lainya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali 
yang satu.7 
                                                 
5 Munir Fuady, Hukum Kontrak Daari sudut Pandang Hukum Bisnis, Ctk Pertama, PT 
Citra Aditya Bakti, Bandun, 2003, hlm. 24-25 
6 Sa-yamsul Anwar dalam abdurrohman, Hukum Perjanjian Syariah Di Indonesia 
StudykomperatifTentang KHESFikih Muamalatdan KUH Perdata,  Mahkamah Agung Republik 
Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 14 
7 Gemala Dewi et al, Hukum Perikatan Islam Indonesia, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 
2005, hlm. 45.   
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Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip-prinsip syariah adalah tidak 
mengandung Ghoror ( ketidak jelasan ), maisir ( perjudian ), riba, zulum ( 
penganiayaan ), riswah ( suap dan barang haram dan maksiat ).8 
Asuransi syariah mempunyai beberapa padanan dalam bahasa arab 
diantaranya yaitu : (1) Takaful, (2 ) Ta’min, dan (3) Tadhamun. at-Ta’min dalam 
Ensiklopedia Hukum Islam disebut kan bahwa transaksi perjanjian antara dua 
pihak pihak yang satu berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada 
pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan 
perjanjian yang dibuat. Oleh karena itu, Herman Darmawi memberikan pengertian 
asuransi dari berbagai sudut pandang, yaitu dari sudut pandang ekonomi, hukum, 
bisnis, sosial ataupun berdasarkan pengertian matematika. Hal dimaksud 
merupakan bisnis yang unik, yang didalamnya terdapat kelima aspek tersebut.9 
Ketiga kata tersebut diatas, merupakan padanan dari pengertian asuransi syariah 
yang mempunyai makna saling tolong menolong, saling menanggung.10 
Takaful secara bahasa berasal dari kata yang berarti menolong 
,mengasuh, memelihara, memberi nafkah dan mengambil alih perkara seseorang. 
takaful dari pengertian fiqh mu’amalah adalah saling memikul resiko diantara 
sesama muslim sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung 
atas resiko yang lainya. Saling pikul resiko maksudnya adalah dilakukan atas 
                                                 
8 Abdurrahman,Hukum Asuransi Syariah, , Diktat Program Studi Ilmu Hukum Program 
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Solo, 2009, hlm127 
9 Herman Darmawi, Manajemen Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 2. 
10 Zainuddin ali ,Hukum Asuransi Syariah, Sinar Grafika, Jakarta, 2000,  hlm3 
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dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara, setiap orang mengeluarkan 
dana kebajikan yang ditujukan untuk menanggung resiko tersebut.11 
At ta’min berasal dari kata aman yang mempunyai makna memberi 
perlindungan, rasa aman dan bebas dari rasa takut. Firman Allah dalam Surat 
Quraisy ( 106 ) ayat 4 berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan 
kendala-kendala yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan dasar dimaksud.oleh 
karena itu, bila mengikatkan diri dengan nilai-nilai keimanan kepada Allah SWT 
maka rasa aman secara psikologis muncul jika kebutuhan dasar manusia terpenuhi 
untuk saat ini dan akan datang. Seseorang yang menta’minkan sesuatu berarti 
orang itu membayar atau menyerahkan sejumlah uang secara mencicil dengan 
maksud, ia atau ahli warisnya akan mendapat sejumlah uang sebagaimana 
perjanjian yang telah disepakat dan atau orang itu mendapat ganti rugi atas harta 
yang hilang. Singkat kata seorang mempertanggungkan ( menta’minkan ) hidup, 
rumah atau kendaraan yang dimilikinya. Tujuan pelaksanaan kesepakatan ta’min 
dimaksud adalah untuk menghilangkan rasa takut atau was-was dari sesuatu 
kejadian yang tidak dikehendaki yang akan menimpanya.seshingga dari adanya 
jaminan dimaksud, maka rasa takutnya hilang dan merasa terlindungi.12 
At- Tadhamun berasal dari kata dhamana yang berarti saling 
menanggung, hal dimaksud, bertujuan untuk menutupi kerugian atas suatu 
perinstiwa dan musibah yang dialami oleh seseorang. Hal ini dilakukan oleh 
seseorang yang menanggung untuk memberikan sesuatu kepada orang yang 
ditanggung berupa pengganti ( sejumlah uang atau barang ) karena adanya 
                                                 
11 Ibid ,hlm 4. 
12 Ibid ,hlm 5 
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musuibah yang menimpa tertanggung. Oleh karena itu makna dari kata tadhamun 
adalah saling menolong ( ta’awun ) yaitu semua kelompok warga masyarakat 
harus saling menolong saudaranya yang sedang ditimpa oleh musibah..13 
Pendirian asuransi yang menggunakan prinsip syariah di Indonesia 
merupakan suatu ketegasan bahwa Islam mempunyai sistem asuransi yang 
tentunya berbeda dengan asuransi konvensional lainya. Salah satu kiat yang 
dikembangkan takaful adalah prinsip tolong-menolong, yaitu setiap pemegang 
polis wajib memberikan derma untuk keperluan dana tolong menolong, serta dana 
pengembangan kegiatan pembinaan umat dan semua peserta disamping 
mendapatkan keuntungan pribadi ,juga mendapatkan keuntungan bersama, Oleh 
karena itu perlu diingat bahwa asuransi syariah takaful ini diawasi oleh suatu 
badan atau dewan pengawas syariah seperti Bank yang menggunakan prinsip 
syariah. Keberadaan dewan pengawas dipandang mutlak untuk mengawasi 
penggunaan dan pendistribusian dana yang diperoleh serta mensyahkan produksi 
yang akan dipasarkan serta tata cara pemasaran atau operasional di lapangan.14 
Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau 
lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung 
dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada 
tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang 
diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan 
di derita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk 
                                                 
13 Ibid, hlm 6 
14 Ibid ,hlm 7 
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memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya 
seorang yang dipertanggungkan.” 
Oleh karena pengertian asuransi tersebut di atas tidak mencerminkan 
keIslaman maka Dewan Syariah Nasional dengan fatwanya No. 21/ DSN-
MUI/X/2001 memberikan pedoman umum asuransi syariah yaitu: Asuransi 
syariah ( Ta’min, Takaful atau tadhamun adalah usaha saling melindungi dan 
tolong-menolong diantara sejumlah orang / pihak melalui investasi dalam 
bentuk asset atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk 
menghadapi resiko tertentu melalui akad ( perikatan ) yang sesuai dengan 
syariah. Sehingga untuk menjalankan asuransi tidak lepas adanya akad. 
Selanjutnya akan peneliti uraikan tentang kegiatan atau pelaksanaan Asuransi 
Syariah pada Kantor Asuransi Syariah Takaful Surakarta.Pelaksanaan Asuransi 
Syariah Takaful Surakarta terdapat dua hal yang belum sesuai dengan pedoman 
berasuransi sebagaimana yang disebutkan dalam Fatwa DSN Nomor : 21 /DSN-
MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Apakah Implementasi Asuransi Syariah pada Asuransi Syariah Takaful 
Surakarta telah sesuai dengan Fatwa DSN No: 21/MUI/21/2001 tentang 
Pedoman Umum Asuransi Syariah? 
2. kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan asuransi syariah pada 
Asuransi Syariah Takaful Surakarta? 
 xxv 
3. Upaya apakah yang seharusnya dilakukan agar asuransi syariah 
dilaksanakan dengan ideal dan sesuai dengan fatwa DSN Nomor : 21/DSN – 
MUI /X/2001 berlaku secara efaktif? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui apakah kegiatan usaha asuransi syariah pada Asuransi 
Syariah Takaful Surakarta tersebut telah sesuai dengan fatwa DSN nomor 
21/DSN-MUI/X/2001 
2. Untuk mengentahui apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan 
Asuransi Syariah pada cabang Surakarta 
3. Untuk mengetahui upaya yang seharusnya dilakukan agar asuransi syariah 
dapat dilaksanakan sesuai dengan fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001  
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi pengambil kebijakan dalam 
menjalankan asuransi syariah sehingga akan menghasilkan kebijakan yang 
optimal dalam mengatur perasuransian syariah di Indonesia.Disamping itu 
juga bermanfaat bagi peneliti untuk dapat menjelaskan teori yang sudah 
dipelajari diaplikasikan pada asuransi syariah 
2. Untuk memberi masukan kepada Pemerintah tentang apa yang menjadi 
hambatan pelaksanaan fatwa DSN Nomor : 21/DSN- MUI/X/2001. 
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3. Untuk menyusun Tesis guna memenuhi  persyaratan memperoleh  gelar S 2 
(Magester Hukum)  Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
B. Kajian Teori 
1. Pengertian Dan Ruang Lingkup Asuransi 
Dunia masa depan merupakan dunia yang lebih terbuka, terutama di 
bidang ekonomi. Keterbukaan juga akan membawa pengaruh di bidang hukum. 
Begitu juga hukum Indonesia akan mengalami perubahan-perubahan sesuai 
dengan tuntutan demokrasi dan budaya bangsa sebagai konsekuensi era reformasi. 
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Dalam hal ini, peranan hukum memang sangat besar dalam mengatur setiap 
hubungan hukum yang timbul baik antara indivindu dengan masyarakat dalam 
berbagai aspek kehidupan. 
Masyarakat senantiasa mengalami perubahan-perubahan. Perbedaan 
hanya terdapat pada sifat atau tingkat perubahan itu. Perubahan dapat kelihatan 
menonjol atau tidak, dapat atau lambat, dapt menyangkut soal-soal yang mendasar 
bagi masyarakat yang bersangkutan atau hanya perubahan yang kecil. Namun 
bagaimanapun sifat dan tingkat perubahan itu masyarakat senantiasa 
mengalaminya. 
Karena adanya hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, 
maka terjadinya perubahan dalam masyarakat akan membawa pengaruh terhadap 
adanya perubahan hukum. Perubahan dalam hukum dapat terjadi apabila dua 
unsurnya telah bertemu pada suatu titik singgung. Kedua unsur itu adalah keadaan 
baru yang timbul dan kesadaran akan perlunya perubahan pada masyarakat yang 
bersangkutan itu sendiri. Karena perubahan masyarakat pada hakekatnya adalah 
perubahan norma-norma.15 
Gambaran kerangka teoritik hukum dapat mengatakan bahwa bangsa 
Indonesia sebenarnya mempunyai norma ideal dalam hukumnya yaitu norma yang 
berdimensi transidental dan dimensi horizontal. Hukum Indonesia tidak semata-
mata mengandung dimensi horizontal bagi pengaturan seluruh aspek interaksi 
sosial, tetapi juga berdimensi transendental. Kesendirian dimensi horizontal 
dalam aktualitasnya akan melahirkan hukum yang memiliki potensi sekularistik 
                                                 
15 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 101. 
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dan sebaliknya jika hanya berdimensi transendental juga akan memiliki potensial 
theistik semata, atau dengan kata lain aktualisasi normatif dalam negara akan 
terpisah-pisah terutama dengan dimensi ltransendental.16 
Hukum menurut Van Apeldoorn adalah hukum yang terdapat di 
seluruh dunia, dimana ada masyarakat manusia. Hukum mempunyai dasar 
pandangan yang berlaku dalam persekutuan bangsa tentang apa yang 
diperbolehkan dan apa yang tidak, apa yang baik dan apa yang buruk. Oleh karena 
setiap bangsa mempunyai kebudayaannya sendiri, bangsa itu juga membentuk 
hukumnya sendiri yang kemudian menjadi darah dagingya. Jadi hukum adalah 
bagian dari kebudayaan.17 
Sedangkan menurut Utrecht, hukum menjadi bagian dari kebudayaan 
seperti halnya dengan agama, kesusilaan, adat istiadat dan kebiasaan yang 
masing-masing menjadi anasir dari kebudayaan. Oleh karena itu, hukum sebagai 
anasir kebudayaan juga akan memperlihatkan sifat dan corak kebudayaan yang 
bersangkutan, artinya sifat, corak, dan isi hukum ditentukan oleh sifat dan corak 
kebudayaan yang bersangkutan.18 
Sementara itu menurut Parsons, manusia itu di kontrol oleh informasi 
tertentu yang diterimanya dari sumber tertinggi yang di ultimate reality, yaitu 
yang mengalirkan nilai yang mengontrol manusia dan kehidupan manusia dalam 
masyarakat. Mengontrol manusia diartikan sebagai bekerjanya arus informasi 
tersebut terhadap manusia sehingga timbul kesadaran membedakan antara yang 
                                                 
16 Abdul Ghani Abdullah, Hukum Islam Dalam Sistem Masyarakat Indonesia, Mimbar 
Hukum No. 30 Thn. VIII 1997, hlm. 8. 
17 Van Apeldoorn LJ, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 19-20. 
18 Utrecht E, Pengantar dalam Hukum Indonesia, ichtiar, Jakarta, 1966, hlm. 8-12. 
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boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa dalam 
masyarakat dijumpai berbagai keharusan yang membatasi dan memimpin tingkah 
laku manusia. Lagi pula tidak semua keharusan yang berkerja atas diri manusia itu 
mempunyai kualitas yang sama.19  
Oleh karena itu hukum nasional haruslah berakar, berangkat dan 
diangkat dari hukum rakyat yang ada, sehingga hukum nasional Indonesia harus 
mengabdi kepada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia yang telah merdeka 
dan berdaulat. Salah satu hukum rakyat yang ada adalah hukum Islam. Hukum 
Islam telah banyak mempengaruhi hukum yang berlaku di tengah-tengah 
masyarakat Indonesia, sebagai contohnya adalah hukum asuransi syariah. 
 Diantara sebab-sebabnya adalah karena ± 90% penduduk di Indonesia 
adalah beragama Islam. Di samping besarnya penduduk yang beragama Islam, 
juga agama Islam berbeda dengan agama-agama lainnya yang hanya mengatur 
hubungan dengan Tuhan-nya. Tetapi Islam adalah agama yang mengatur seluk 
beluk kehidupan manusia di dunia ini, dan mengatur berbagai hubungan, baik 
hubungan manusia daengan Tuhan ( aqidah dan ibadah ) maupun hubungan 
manusia sesama manusia (muamalat) dalam bentuk aturan-aturan atau hukum-
hukum. 
Asuransi syariah adalah bagian daripada muamalah. Sebagaimana 
telah kita ketahui bahwa muamalah adalah bersifat terbuka artinya Allah hanya 
memberikan aturan yang bersifat garis besarnya saja yang selebihnya terbuka bagi 
para mujetahid untuk mengembangkannya melalui daya berpikir selama tidak 
                                                 
19 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1980 hlm. 63. 
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bertentangan dengan alquran dan al Hadist. Baik dalam al Quran maupun Hadist 
tidak menyebutkan secara nyata apa dan bagaimana berasuransi. Namun yang 
demikian bukan berarti berasuransi hukumnya haram di karenakan dalan hukum 
Islam memuat subtansi peasuransian secara Islami. 
Asuransi atau dalam bahasa Belanda “Verzekering” berarti 
Pertanggungan, yaitu suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung 
mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menrima suatu premi untuk 
memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau 
kehilangan keuntungan yang diharapkannya yang mungkin akan dideritanya 
karena suatu peristiwa yang tak tertentu.20  
Dalam suatu asuransi  berarti ada dua pihak, yaitu yang satu sanggup 
menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu 
kerugian, yang mungkin akan diderita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang 
semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan 
terjadinya.21 Sedangkan dalam bahasa Inggris, asuransi berasal dari kata 
Insurance yang mempunyai pengertian asuransi dan jaminan.22  
Suatu kontrak prestasi dari pertanggungan ini, pihak yang ditanggung 
itu, diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung. Uang 
tersebut akan tetap menjadi milik pihak yang menanggung, apabila kemudian 
ternyata peristiwa yang dimaksudkan itu tidak terjadi. 
                                                 
20 Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 109 
21 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia, PT. Intermasa, Jakarta, 1979, 
hkm. 112 
22 John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1990, 
hlm. 326.  
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Pengertian resmi dari asuransi disebutkan dalam Pasal 246 Kitab 
Undang-undang Hukum Dagang ( KUHD ) atau Wetboek van Koophandel, yang 
menyebutkan bahwa,”Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian 
dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang 
tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian 
kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang 
diharapakan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak 
tertentu”.Menurut Fuad Mohd Fachrudin yang dimaksud dengan asuransi adalah 
suatu perjanjian peruntungan.23 
Sementara itu Ali Ridlo berpendapat bahwa ketentuan Pasal 246 
KUHD hanya berlaku untuk asuransi ganti rugi, karena dari rumusan yang 
tercantum dalam Pasal tersebut hanya menyangkut kepentingan yang dapat dinilai 
dengan uang serta terbitnya kerugian yang dapat dihitung dan tidak meliputi 
asuransi jumlah.24 
Sedangkan pengertian Asuransi menurut Pasal 1 ayat ( 1 ) Undang-
indang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian adalah “Asuransi atau 
pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak 
penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi 
asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, 
kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab 
hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan di derita tertanggung, yang timbul 
                                                 
23 Fuad Mohammad Fachruddin, Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi, 
PT. Al-Ma’arif, Bandung, 1982, hlm. 201. 
24 Bagus Irawan, Aspek-aspek Hukum Kepailitan Perusahaan dan Asuransi, Alumni, 
Bandung, 2007, hlm. 101. 
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dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran 
yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan.” 
Dari definisi asuransi atau pertanggungan ternyata ada tiga unsur 
tentang pengertian asuransi, yaitu: 
a. Pihak tertanggung atau terjamin ( verzekering ) berjanji untuk membayar 
uang premi kepada penjamin atau penanggung ( verzekeraar ), sekaligus 
atau dengan berangsur-angsur. 
b. Pihak penjamin atau penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar 
sejumlah uang kepada pihak tertanggung, sekaligus tau berangsur apabila 
terkasana unsur ke 3. 
c. Suatu peristiwa atau kejadian yang semula belum jelas akan terjadi. 
Asuransi termasuk golongan untung-untungan, menurut Pasal 1774 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata ( Bugerlijk Wetboek ) yaitu Suatu 
persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai 
untung ruginya, baik semua pihak, maupun bagi sementara pihak, tergantung 
kepada suatu kejadian yang belum tentu, hal ini di tegaskan dalam Pasal 1774 
KUH Perdata yang menyebutkan:25   
a. Arti kata dari persetujuan untung-untungan, 
b. Tiga contoh dari persetujuan tersebut, yaitu: 
ke 1 : Asuransi 
ke 2 : Bunga untuk selama hidup seseorang ( lijferente ), juga 
dinamakan bunga  cagak hidup 
                                                 
25 Ibid, hlm. 2 
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ke 3 : perjudian atau pertaruhan 
Penyebutan tiga contoh ini adalah tepat, tetapi mengenai penyebutan 
arti kata adalah kurang tepat, karena disitu dikatakan, bahwa hasil dari 
pelaksanaan persetujuan berupa untung atau rugi tergantung pada peristiwa yang 
belum terjadi. 
Sebetulnya yang tergantung secara langsung ini, adalah pelaksanaan 
kewajiban pihak penjamin. Dan pelaksanaan ini berarti rugi si penjamin, 
sedangkan kalau kewajiban pihak penjamin tidak perlu dilaksanakan, berarti 
untung bagi si penjamin. 
Perbedaan asuransi dengan bunga untuk selama hidup seseorang ( 
lifronte ) sebagaimana diatur didalam Pasal 1775 KUH Perdata menyebutkan 
bunga cagak hidup dapat dilahitkan dengan suatu persetujuan atas beban atau 
cagak hidup itu diperoleh dengan suatu wasiat. Sedangkan perbedaan asuransi 
dengan perjudian dan pertaruhan dapat diambil contoh misalnya asuransi 
kecelakaan. 
Selain itu, asuransi mempunyai beberapa sifat dalam pertanggungan, 
yakni sebagai berikut:26 
a. Kontrak asuransi merupakan aleatory contract, yaitu dalam perjanjian 
jumlah yang dibayarkan tidak sama besarnya dengan banyaklah jumlah uang 
yang akan kita terima. 
                                                 
26 Abbas Salim, Asuransi dan Manajemen Risiko, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 
1998, hlm. 164. 
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b. Dalam pertanggungan tidak ada tawar-menawar untuk membuat perjanjian 
itu ( contract of adhesion ). Kontrak disusun oleh perusahaan asuransi, 
dimana kita menrima atau menolak kontrak tersebut ( to take it or life it ).  
c. Perjanjian asuransi merupakan kontrak yang unilateral ( unilateral contract 
), artinya perjanjian baku berlaku secara unilateral andaikata si tertanggung 
telah membayar premi, perusahaan asuransi harus melunasi ganti kerugian 
atau apa yang telah dijanjikan. 
d. Meskipun perusahaan asuransi telah berjanji untuk membayar ganti rugi, 
tapi tertanggung harus memenuhi syarat-syarat. 
e. Kontrak asuransi harus dibuat secara jujur. 
f. Kontrak asuransi merupakan kontrak of indermnity yang artinya kita tidak 
boleh mencari keuntungan dalam suatu kontrak asuransi.  
 
 
 
2. Teori-teori Bekerjanya Hukum di dalam Masyarakat 
Dalam bekerjanya sistem hukum perspektif ilmu sosial, Lawrence M 
Friedman menerangkan adanya 3 ( tiga ) unsur sistem hukum ( three element of 
legal system ) yang mempengaruhi bekerjanya hukum sebagai berikut:27 
a. Struktur hukum ( legal culture) 
Adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian 
yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Jelasnya 
                                                 
27 Lawrence M Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Nusamedia, Bandung,  
2009, hlm. 17 
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sruktur bagaikan foto diam yang menghentikan gerak ( a kind of still 
photograph, which frezes the action). Komponen struktur adalah kelembagaan 
yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam 
rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan 
untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap 
penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.28 
b. Subtansi hukum ( legal substance ) 
Adalah aturan, norma dan perilaku-perilaku nyata manusia yang 
berada dalam sistem itu. Substansi juga diartikan produk yang dihasilkan oleh 
orang yang berada dalam sistem itu, meliputi keputusan yang mereka 
keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Dilanjutkan bahwa substansi 
mencakup living law ( hukum yang hidup ) dan bukan hanya aturan-aturan 
yang ada dalam kitab undang-undang atau law books. Menurut Esmi Warssih, 
komponen substantive yaitu sebagaio output dari sitem hokum yang berupa 
perturan-perturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang 
mengatur maupun pihak yang diatur 29 
c. Kultur hukum ( legal culture ) 
Adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum berupa 
kepercayaan, nilai-nilai, pemikirannya serta harapannya. Pemikiran dan 
pendapat ini sedikit banyak menjadi penentu jalannya proses hukum. Jadi 
dengan kata lain kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan 
sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau 
                                                 
28 Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, PT Suryandaru Utama, 
Semarang,2005. hlm .30 
29 Ibid; hlm. 30 
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disalahgunakan. Tanpa kultur hukum maka sistem hukum itu sendiri menjadi 
tidak berdaya menjalankan fungsinya dalam masyarakat. Komponen kultur 
yaitu yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi 
bekerjanya hukum atau yang menurut Lawrence Meir Friedman disebut 
sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jabatan 
yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum 
seluruh warga masyarakat.30 
Dengan ilustrasi lain, Friedman menggambarkan ketiga unsur sistem 
hukum diatas sebagai berikut:31 
1. Struktur hukum diibaratkan sebagai mesin 
2. Substansi hukum diibaratkan produk yang dihasilkan atau apa yang dikerjakan 
mesin tersebut. 
3. Kultur hokum adalah apa atau siapa sajakah yang memutuskan untuk 
menghidupkan atau mematikan mesin tersebut serta memutuskan bagaimana 
mesin itu digunakan. 
Menurut Fuler, sebagai suatu sistem , hukum harus memenuhi 8 ( 
delapan ) asas atau principles nof legality atau delapan prinsip legalitas sebagai 
berikut : 
1)  Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, artinya ia tidak 
boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc. 
2) Peraturan-peratruran yang telah dibuat itu harus diumumkan 
3) Peraturan tidak boleh berlaku surut 
                                                 
30 Ibid 
31 Ibid 
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4) Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti 
5) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang 
bertentangan satu sama lain 
6) Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa 
yang dapat dilakukan. 
7) Peraturan tidak boleh sering diubah-ubah. 
8) Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan 
pelaksanaannya sehari-hari. 
Paul dan Dias mengajukan 5 ( lima ) syarat yang harus dipenuhi untuk 
mengefektifkan sistem hukum yaitu sebagai berikut : 
1) Mudah tidaknya makna aturan-aturan hukum itu untuk ditangkap dan 
dipahami. 
2) Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-
aturan hukum yang bersangkutan. 
3) Efisiensi dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum 
4) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah 
dijangkau dan dimasuki setiap warga masyarakat, melainkan juga harus 
cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa. 
5) Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan warga masyarkat 
bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya 
berdaya kemampuan yang efektif 
Selanjutnya sebelum memahami bagaimana fungsi hukum, ada 
baiknya dipahami terlebih dahulu bidang pekerjaan hukum. Sekurang-kurangnya 
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ada 4 (empat) bidang pekerjaan yang dilakukan oleh hukum seperti yang 
ditunjukkan Hoebel , sebagai berikut : 
i.  Untuk merumuskan hubungan-hubungan anggota masyarakat, untuk 
menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dibolehkan dan yang tidak 
dengan tujuan mempertahankan paling btidak integrasi minimal dari 
kegiatan-kegiatan orang-orang dan kelompok-kelompok dalam 
masyarakat. 
ii. Fungsi kedua mengalir dari keharusan untuk menjinakkan kekuatan 
mentah dan mengarahkan kekuatan yang demikian itu kepada 
pemeliharaan tatanan. Fungsi kedua ini meliputi pengalokasian kekuasaan 
dan penegasan tentang siapa boleh menggunakan paksaan untuk sebagai 
suatu hak prevelese yang diakui secara sosial, bersama-sama dengan 
pemilihan bentuk-bentuk sanksi fisik yang paling efektif digunakan 
mencapai tujuan-tujuan sosial dari hukum. 
iii. Ketiga adalah penyelesaian sengketa yang timbul dalam masyarakat. 
iv. Akhirnya, melakukan perumusan kembali hubungan-hubungan antara 
orang-orang dan kelompok-kelompok manakala kondisi kehidupan 
berubah 
Fungsi ini dijalankan untuk mempertahankan kemampuan beradaptasi 
32. Selain dari empat pekerjaan hukum tersebut diatas, secara sosiologis dapat 
dilihat adanya (dua) fungsi utama hukum yaitu: 
1. Kontrrol Sosial ( Sosial Control ) 
                                                 
32 Sacipto Raharjo, Ilmu Op. Cit, hlm. 168  
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Adalah fungsi hukum untuk mempengaruhi warga masyarakat agar 
bertingkah laku sejalan dengan apa yang telah digariskan sebagai aturan hukum, 
termasuk nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Termasuk dalam control sosial 
ini adalah : 
- Pembuatan norma-norma hukum, baik yang memberikan peruntukan maupun 
yang menentyukanhubungan antara orang dengan orang 
- Penyelesaian sengketa di dalam masyarakat 
- Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadi 
perubahan-perubahan social 
2.     Rekayasa Sosial (Social Engineering) 
Adalah penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib 
atau   keadaan sosial sebagaimana yang dikehendaki oleh pembuat hokum. 
Berbeda dengan fungsi control sosial yang lebih praktis yaitu untuk 
kepentingan waktu sekarang, maka fungsi rekayasa sosial dari hukum lebih 
mengarah pada pembahasan sikap dan perilaku masyarakat dimasa yang 
akan datang sesuai keinginan dengan keinginan pembuat peraturan.33 
Kiranya dapat dikatakan bahwa kaidah-kaidah hukum sebagai alat 
untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam 
perubahan-perubahan yang direncanakan ( intended change atau planed change). 
Dengan perubahan-perubahan yang dikehendaki dan direncanakan oleh warga-
warga masyarakat yang berperan sebagai pelopor masyarakat. 
                                                 
33 Ibid ; hlm.  38 
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Dalam masyarakat yang telah kompleks dimana birokrasi memegang 
peranan penting bagi tindakan-tindakan sosial, mau tidak mau harus mempunyai 
dasar hukum untuk sahnya. Dalam hal ini, maka hukum dapat merupakan alat 
yang ampuh untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial, walaupun secara 
tidak langsung. Oleh sebab itu apabila pemerintah ingin membentuk badan-badan 
yang berfungsi untuk mengubah masyarakat secara terencana, maka hukum 
diperlukan untuk membentuk badan tadi serta untuk menentukan dan membatasi 
kekauasaan . Dalam hal ini kaidah hukum mendorong  terjadinya perubahan-
perubahan sosial  dengan membentuk badan-badan yang secara langsung 
berpengaruh terhadap perkembangan-perkembangan dibidang sosial, ekonomi dan 
politik. 
Akan tetapi hasil yang positif tegantung pada kemampuan pelopor 
perubahan ( agent 0f change ) untuk membatasi kemungkinan-kemungkinan 
terjadinya disorganisasi ( suatu keadaan dimana kaidah-kaidah lama sudah tidak 
berlaku sedang kaidah baru belum terbentuk ) sebagai akibat dari peruibahan-
perubahan yang terjadi ( yang juga dapat dilakukan dengan mempergunakan 
hukum sebagai alat), untuk memudahkan proses reorganisasi, kemampuan untuk 
membatasi terjadinya disorganisasi selanjutnya tergantung pada suksesnya proses 
pelembagaan dari unsur-unsur baru yang menyebabkan terjadinya perubahan-
perubahan tersebut, Menurut Selo Sumarjan berhaasil tidaknya proses 
pelembagaan tersebut mengikuti formula sebagai berikut :34 
                                 ( Efektivfitas menanamkan – ( kekuatan yang menentang 
                                                 
34 Suryono Sukanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Rajawali, Jakarta, 1980.hlm.  111 
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Proses perkembangan     unsur-unsur                     dari masyarakat 
                                        Kecepatan menanam  unsur-unsur baru 
 
Yang dimaksud dengan efektifitas menanam adalah hasil yang positif 
dari penggunaan tenaga manusia.alat-alat, organisasi dan metode untuk 
menanamkan lembaga baru dalam masyarakat. Semakin besar kemampuan tenaga 
manusia, makin ampuh alat-alat yang digunakan, makin rapi dan teratur 
organisasinya, dan makin sesuai sistem penanaman itu dengan kebudayaan 
masyarakat, makin besar hasil yang dapat dicapai oleh usaha penanaman lembaga 
baru itu. Tetapi setiap usaha menanam sesuatu yang baru pasti akan mengalami 
reaksi dari beberapa golongan dari masyarakat yang merasa dirugikan 35 . 
Kekuatan menentang dari masyarakat itu mempunyai pengaruh yang 
negative terhadap kemungkinan berhasilnya proses pelembagaan. Selanjutnya 
agar lebih jelas lagi tentang bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat, 
Robert B Seidman dan Chambliss, menjelaskan dalam bagan sebagai berikut : 
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Lembaga 
pembuat 
peraturan 
Lembaga 
penerapan 
Pemegang 
peranan 
Umpan balik 
Umpan balik 
Norma Norma 
Faktor – faktor  
sosial dan personal 
lainnya 
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Gambar 1 : Bagan teori Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat 
Bagan itu diuraikan di dalam dalil-dalil sebagai berikut : 
1. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang 
peranan ( Role accupan ) itu diharapkan bertindak, bagaimana seseorang itu 
akan bertindak sebagai rispans terhadap peraturan hukum merupakan fungsi-
fungsi peraturan yang ditujukan pada sanksi-sanksinya. Aktifitas dari 
lembaga serta keseluruhan kompleks sosial, politik dan lain mengenai 
dirinya. 
2. Bagaimana lembaga pelaksanaan itu akan bertindak sebagai respon terhadap 
peraturan-peraturan hukum yang ditujukan pada mereka, sanksi-sanksinya 
keseluruhan kebutuhan sosial, politik dan lainya. 
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3. Bagaimana para pembuat Undang-undang itu akan bertindak merupakan 
fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-
sanksinya, keseluruhan komplek kekuatan sosial, politik, idiologis dan lain-
lainya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang pemegang 
peran birokrasi. 
4. Bagaimana para pembuat Undang-undang itu akan bertindak merupakan 
fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-
sanksinya, keseluruhan komplek kekuatan-kekuatan sosial, politik, idiologis 
dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka  serta umpan balim yang datang 
dari pemegang peran serta birokrasi, 36. 
Dengan menggunakan model dari Seidman dan Chambliss tersebut 
dapat dijelaskan pengaruh faktor-faktor atau ketentuan-ketentuan social mulai dari 
tahap pembuatan undang-undang, penerapanya dan sampai kepada peran yang 
diharapkan 
Demikian pula pengaruh kekuatan-kekuatan sosial dirasakan juga 
dalam bidang penerapan hukum. Menurut Radbruch , 37 . Ada tiga hal nilai dasar 
hukum yaitu Keadilan, kegunaan/kemanfaatan dan kepastian hukum. Nilai 
kegunaan ini akan mengarah pada suatu saat tertentu, sehingga hukum itu benar-
benar mempunyai peranan yang nyata bagi masyarakat. Disamping itu ada 3 ( tiga 
) unsur yang harus dipenuhi agar hokum / peraturan itu berlaku efektif, ketiga 
unsur tersebut yaitu :. 
                                                 
36 Satjipto Rahardjo, Op Cit, hlm. 27 
37 Ibid , hlm. 19 
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a. Unsur Filosofis yakni bahwa rumusan atau norma-normanya mendapat 
pembenaran bila dikaji secara filosofis mempunyai alas an yang dapat 
dibenarkan apabila dipikirkan secara mendalam. Alasan yang dimaksud 
sesuai dengan cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan dan cita-cita kesusilaan. 
b. Unsur Yuridis yakni hukum atau peraturan perundang-undangan mempunyai 
dasar yuridis ataupun legalitas yang merupakan dasar yang terdapat dalam 
ketentuan-ketentuan hukum, hokum yang lebih tinggi derajatnya 
c. Unsur Sosiologis yakni ketentuan-ketentuan sesuai dengan keyakinan 
masyarakat umum atau kesadaran hukum masyarakat 
Selanjutnya, peranan apa yang diharapkan dari warga masyarakat. Juga 
sangat ditentukan dan dibatasi oleh kekuatan-kekuatan sosial tersebut, terutama 
sistem budaya. Yang dimaksud “Pemegang Peran” adalah semua warga baik itu 
Hakim, Jaksa, Polisi dan sebagainya. Apapun terminologi yang kita ajukan untuk 
menjelaskan apa itu hukum, pada akhirnya kita harus diingat bahwa pada 
dasarnya hukum itu merupakan budaya masyarakat dan bidang budaya atau 
aktifitas masyarakat tertentu  ternyata sangat berjalinan erat dengan aspek-aspek 
lain dalam masyarakat. 
Suatu peraturan dibuat atau dikeluarkan tentunya berisi harapan-
harapan yang hendaknya dilakukan oleh subyek hukum sebagai pemegang peran. 
Namun bekerjanya harapan itu tidak ditentukan hanya oleh kehaadiran peraturan 
itu sendiri, melainkan juga oleh beberapa faktor lain. Faktor-faktor yang turut 
menentukan bagaimana respon yang akan diberikan oleh pemegang peran, antara 
lain : 
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1. Sanksi-sanksi yang terdapat didalamnya  
2. Aktifitas dari lembaga pelaksana hukum, dan 
3. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang bekerja  
          atas diri pemegang peranan disitu.. 
    Perubahan-perubahan itu juga disebabkan oleh berbagai reaksi yang 
ditim bulkan oleh pemegang peran terhadap pembuat undang-undang dan 
birokrasi. Demikian pula sebaliknya . Komponen birokrasi juga memberikan 
umpan balik terhadap pembuat undang-undang maupun pemegang peran 38 
Dengan demikian, dengan menggunakan model Seidman dan 
Chambliss tersebut dijelaskan bahwa setiap undang-undang sekali dikeluarkan 
akan berubah baik melalui perubahan formal  maupun melalui cara-cara  yang 
ditempuh birokrasi ketika bertindak. Ia berubah disebabkan oleh adanya 
perubahan kekuatan sosial, budaya, ekonomi politik dan lain-lain yang 
melingkupinya. Perubahan itu terutama disebabkan oleh pemegang peran terhadap 
pembuat undang-undang dan terhadap birokrasi penegakan, dan demikian 
sebaliknya. 
Hukum benar-benar dapat mempengaruhi perilaku warga masyarakat, 
maka hukum tadi harus disebarluaskan sehingga melembaga dalam masyarakat. 
Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebar 
serta pelembagaan hukum. 
3.    Hubungan Hukum dan Asuransi Syariah  
                                                 
38 Ibid , hlm.  15-16 
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Tugas hukum itu adalah mencapai keadilan dan ketertiban ( Kepastian 
Hukum ). Keduanya sering terjadi benturan dimana terkadang hukum ( undang-
undang) tidak menjamin terpebuhinya keadilan dan sebaliknya keadilan tidak 
memiliki kepastian hukum. 
                  Hukum yang merupakan peraturan perundang-undangan merupakan 
instrument pengadilan masyarakat. Hukum dan segala aspek formal dan legalnya 
formal sering membelenggu dinamika masyarakat. Sebaliknya masyarakat 
mengalami dinamika yang berlangsung cepat. Pada keadaan seperti inilah sesuai 
dengan perkembanganya teori good government dan reinventing government . 
Menimbulkan pandangan bahwa Negara harus mengikuti, memahami secara 
responsif perkembangan yang muncul di dalam masyarakat. Disinilah Asuransi 
syariah sebagai sebuah konsep pengaturan masyarakat yang lebih menekankan 
proses menjadi populere dari pada hukum. Namun perlu diingat, bagaimanapun 
hukum itu keberadaanya tetap dibutuhkan. Sebuah hasil kesepakatan yang tidak 
memiliki legalitasyang mengikat akan menimbulkan  kerawanan terhadap 
terjadinya pelanggaran-pelanggaran oleh beberapa pihak. 
Hubungan hukum dan asuransi syariah dilihat dari: 
a. Formulasi pembentukan hokum dan asuransi syariah saling memperkuat satu 
dengan yang lain. Sebuah produk hukum tanpa adanya proses pelaksanaan 
asuransi di dalamnya maka produk hukum itu akan kehilangan makna 
substansinya. Sebaliknya sebuah proses pelaksanaan asuransi syariah tanpa 
ada legitimasi hukum, akan lemah pada tatanan operasionalnya. 
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b. Implementasi Hukum Membicarakan keterkaitan antara hokum dan asuransi 
syariah akan semakin relevan pada saat hukum diimplementasikan. Kegiatan 
implementasi tersebut sebenarnya mereupakan bagian dari Policy making. 
Keadaan ini harus sungguh-sungguh disadari mengingat proses implementasi 
selalu melibatkan lingkungan dan kondisi yang berbeda di setiap tempat, 
karena memiliki cirri-ciri struktur sosial yang tidak sama. Demikian pula, 
keterlibatan lembaga di dalam proses implementasi selalu akan bekerja di 
dalam konteks sosial tertentu sehingga terjadi hubungan timbal balik yang 
dapat dan saling mempengaruhi. 
      Proses implementasi biasanya diserahkan kepada lembaga pemerintah dalam 
berbagai jenjang / tingkat, baik propinsi maupun tingkat kabupaten. Setiap 
jenjang pelaksanaa pun masih membutuhkan pembentukan kebijaksanaan 
lebih lanjut dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan untuk 
memberikan penjabaran lebih lanjut. Menurut Esmi Warassih, apabila sarana 
yang dipilih adalah hokum sebagai suatu proses pembentukan asuransi 
syariah, maka faktor-faktor non hukum akan selalu memberikan pengaruhnya 
dalam proses pelaksanaanya. Untuk mengantisipasi hal ini diperlukan 
langkah-langkah kebijaksanaan meliputi :                     
1. Menggabungkan rencana tindakan dari suatu program dengan menetapkan 
tujuan, standard pelaksana, biaya dan waktu yang jelas. 
2. melaksanakan program dengan memobilisasi struktur, staf, biaya, resources, 
prosedur dan metode 
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3. Membuat jadwal perencanaan time sehedule dan monitoring untuk 
menjamin bahwa program tersebut berjalan terus sesuai rencana Dengan 
demikian, jika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan program tersebut akan 
segera diambil tindakan yang sesuai 39 
 
3. Sejarah Perkembangan Asuransi di Indonesia 
Di Indonesia sebelum merdeka sudah ada beberapa perusahaan 
asuransi yaitu sebagai berikut:40 
1. Perusahaan asuransi kebakaran asing, yaitu Bataviasche See dan Asuransi 
Maatschapij 1845. 
2. Perusahaan asuransi nasional, yaitu Asuransi Jiwa Bumiputra 1912 dan 
Lloyd’s Indonesia. 
Setelah Indonesia Merdeka didirikan beberapa perusahaan asuransi, 
baik oleh swasta maupun pemerintah. Perusahaan asuransi yang dimilki oleh 
swasta asing adalah Bataviasche Verzekering Unit ( BVU ) tahun 1946 yang 
merupakan gabungan dari perusahaan-perusahaan asing yang terdapat di 
Indonesia. Pada tahun 1948 Batavische Varzekering Unit dibubarkan dan masing-
masing perusahaan yang semula bergabung sudah mampu berdiri sendiri karena 
kedudukannya sudah kuat.41 
                                                 
39 Esmi Warssih, Op.Cit, hlm. 136-137 
40 H. M. N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 6, Hukum 
Pertanggungan, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 124. 
41  Ibid. 
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Perusahaan asuransi yang didirikan oleh pemerintah yang 
bersifat.komersial adalah sebagai berikut:42 
1. PN Asuransi Jiwasraya, berdasarkan SK Menteri Keuangan No. 214 Tahun 
1961 
2. PT ( Persero ) Asuransi Jasa Indonesia, berdasarkan SK Menteri Keuangan 
No. 764/ MK/ IV/ 12/ 17 Tahun 1972. 
3. PT ( Persero ) Asuransi Kredit Indonesia ( Askrindo ), didirikan pada Tahun 
1971 
4. PT ( Persero ) Reasuransi Umum Indonesia, didirikan pada tahun 1954 
5. PT ( Persero ) Asuransi Ekspor Indonesia, didirikan pada tahun  1985 
6. PT ( Persero ) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, didirikan pada tahun 1964 
7. Perum Taspen, didirikan pada Tahun 1963 
8. Perum Asuransi Tenaga Kerja ( ASTEK ), didirikan pada tahun 1977 
9. Perum Asabri, didirikan pada tahun 1971 
10. Perum Husada Bakti didirikan pada tahun 1984 
 
 
 
4. Dasar Hukum Asuransi 
Asuransi merupakan suatu perbuatan hukum yang dilatar belakangi 
oleh faktor yuridis agar suatu keseimbangan dalam pelaksaan kegiatan pergaulan 
                                                 
42 Supardjono, Perasuransian di Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 
Jakarta 1999, hlm. 4 
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dunia bisnis. Di Indonesia kegiatan asuransi dilatar belakangi oleh aturan hukum 
yang jelas yaitu: 
a. Pasal 1774 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu suatu persetujuan 
undang-undang adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung 
ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung 
pada suatu kejadian yang belum tentu. 
b. Hukum asuransi pada umumnya diatur di dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Dagang ( KUHD ), buku 1 title 9 dan 10 dan buku II title 9 dan 10 
dengan perincian sebagai berikut:43 
1) Buku I title 9 : Mengatur Asuransi kerugian pada umumnya. 
2) Buku I title 10  : Mengatur asuransi terhadap bahaya yang 
mengancam hasil pertanian di sawah dan 
tentang asuransi jiwa  
3) Buku I title 10 : Ini dibagi atas beberapa bagian yaitu: 
a) Bagian pertama       : Mengatur asuransi terhadp bahaya kebakaran 
b) Bagian kedua       : Mengatur asuransi terhadap bahaya-bahaya  
           Yang mengancam hasil-hasil pertanian di  
           Sawah 
c)   Bagian Ketiga       : Mengatur Asuransi Jiwa 
4) Buku II title 9                : Mengatur asuransi terhadap bahaya-bahaya  
                                                       Laut dan bahaya-bahaya perbudakan 
                                                 
43 Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggungan, Pokok-pokok 
Pertanggungan kerugian, Kebakaran dan Jiwa, Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm. 3. 
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5) Buku II title 9                : Ini dibagi atas: 
a. Bagian pertama       : mengatur tentang bentuk dan isi asuransi 
b. Bagian kedua         : Mengatur tentang anggaran dari barang-barang 
yang diasuransikan 
c. Bagian ketiga           :Mengatur tentang awal dan akhir bahaya 
d. Bagian keempat       :mengatur tentang hak dan kewajiban-kewajiban 
                                        penanggung dan tertanggung 
e. Bagian kelima          : mengatur tentang abandonenent 
f. Bagian keenam       :Mengatur tentang kewajiban-kewajiban dan hak-
hak makelar di dalam asuransi laut  
c. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian 
d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan 
Usaha Perasuransian. 
e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan 
Usaha Perasuransian  
f. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 421/ KMK.06/2003 Tentang 
penilaian kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris 
Perusahaan Perasuransian 
g. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 422/KMK.06/ 2003 Tentang 
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. 
h. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 423/KMK.06/ 2003 Tentang 
Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian 
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i. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 424/KMK.06/ 2003 Tentang 
Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. 
j. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 425/KMK.06/ 2003 Tentang 
Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang 
Usaha Asuransi 
k. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 426/KMK.06/ 2003 Tentang 
Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan 
Reasurans 
5. Tujuan dan Peranan Asuransi 
Asuransi bertujuan untuk meratakan beban kerugian dengan cara 
menggunakan dana-dana yang di sumbangkan oleh para anggota kelompok itu 
untuk pembayarannya. Jadi, asuransi adalah alat pemerataan kerugian. Untuk 
mengurangi beban ekonomi kelompok itu, penanggung juga ikut serta dalam 
kegiatan pencegahan kerugian. Akan tetapi, tujuan pokok asuransi bukan hanya 
pemerataan atau pencegahan kerugian saja, melainkan juga mengurangi 
ketidakpastian dan kerugian yang disebabkan oleh kesadaran akan adanya 
kemungkinan kerugian44  
Asuransi memberikan kepastian kepada masing-masing anggota 
dengan meratakan biaya kerugian. Kontribusi perorangan pada kelompok 
ditentukan berdasarkan ramalan tentang bagiannya dalam kerugian yang di derita 
oleh kelompok itu. Imbalan dari kontribusinya adalah mendapat kepastian bahwa 
kelompok itu akan memikul setiap kerugian yang dideritanya. Seorang 
                                                 
44 Supardjono, Op. Cit, hlm. 13 
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memindahkan resikonya kepada kelompok dan dengan kepastian. Dia membayar 
premi tertentu sebagai ganti menghadapi ketidakpastian kemungkinan kerugian 
besar. 
Tujuan asuransi dapat dibedakan dari sudut pandang pihak tertanggung 
dan pihak penanggung ( perusakan asuransi ) sebagai berikut:  
1) Tujuan Pihak Tertanggung 
a) Menghindari kemungkinan kerugian yang lebih luas; 
b) Mendapat ganti rugi dari perusahaan asuransi bila terjadi musibah yang 
merugikan; 
c) Menggeser kemungkinan resiko kepada pihak lain, dan 
d) Memperkecil kemungkinan kerugian yang diderita. 
2) Tujuan Pihak Penanggung ( Perusahaan Asuransi ) 
a) Memberikan perlindungan terhadap kemungkinan kerugian yang diderita 
tertanggung; 
b) Memberikan dorongan kearah perkembangan perekonomian yang lebih 
maju; 
c) Menghilangkan keragu-raguan bagi usahawan dalam menjalankan usaha 
atau pekerjaannya; 
d) Menjamin penanaman modal para investor, dan 
e) Memperoleh hasil berupa premi atas imbalan jasa yang diberikan. 
Asuransi sangat berperan dalam menjamin kepastian penanaman 
modal dan stabilitas kehidupan perekonomian, perusahaan, perdagangan, dan 
masyarakat. Mengingat perkembangan dunia usaha semakin maju, perusahaan 
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asuransi perlu bahkan harus diadakan. Perusahaan asuransi dapat diselenggarakan 
dengan alasan sebagai berikut: 
1) Kepentingan Bersama 
Kepentingan bersama adalah mereka yang mempunyai kepentingan 
dan kemungkinan resiko yang sama. Jadi, mereka dapat mengadakan 
pertanggungan bersama dan secara sadar bersama-sama menanggung 
kemungkinan resiko yang diderita oleh salah satu anggotanya. Pertanggungan 
semacam ini dinamakan asuransi gotong royong.  
2) Kepentingan Khusus 
Perusahaan khusus adalah suatu perusahaan yang mempunyai 
kepentingnan khusus dalam usaha menanggung kemungkinan resiko yang akan 
diderita oleh pihak lain. Perusahaan ini dapat diselenggarakan oleh badan-badan 
usaha swasta yang berbentuk badan hukum, misalnya perseroan terbatas. Dapat 
juga diselenggarakan oleh pemerintah, yaitu suatu perusahaan milik Negara, 
misalnya tabungan asuransi pegawai negeri ( Taspen ). Perusahaan khusus ini 
dapat pula diselenggarakan atas kerja sama antara perusahaan swasta dan 
pemerintah, misalnya Asuransi Kredit Indonesia ( Askrindo ). 
 
6. Terjadinya Perjanjian Asuransi 
Untuk menyatakan kapan perjanjian asuransi yang dibuat oleh 
tertanggung dan penanggung itu terjadi dan mengikat kedua pihak dapat ditelusuri 
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melalui dua perjanjian yang terkenal dalam ilmu hukum. Dua perjanjian tersebut 
adalah sebagai berikut:45 
a. Teori tawar menawar ( bargaining theory ) 
Teori tawar menawar dikenal juga dengan sebutan offer and 
acceptance theory. Menurut teori ini setiap perjanjian hanya akan terjadi 
antara kedua pihak apabila penawaran ( offer ) dari pihak yang satu 
dihadapkan dengan penerimaan ( acceptance ) oleh pihak yang lainnya dan 
sebaliknya. Hasil yang diharapkan adalah kecocokan / kesesuaian 
penawaran dan penrimaan secara timbal balik antara kedua pihak.  
Keunggulan bargaining theory adalah kepastian hokum yang 
diciptakan berdasarkan kesepakatan yang dicapai oleh kedua pihak ( dalam 
asuransi adalah antara penanggung dan tetanggung ). Akan tetapi kelemahan 
teori ini adalah pihak penanggung selalu berposisi lebih kuat daripada 
tertanggung karena penanggung lebih berpengalaman mengenai resiko dan 
kerugian akibat evenemen yang mungkin terjadi. Dalam kesepakatan yang 
dicapai selalu ada kecenderungan pembatasan tanggung jawab penanggung 
terhadap kerugian yang mungkin timbul akibat evenemen.  
b. Teori penerimaan ( acceptance theory )  
Teori ini disebut ontvangst theorie. Mengenai saat kapan perjanjian 
asuransi terjadi dan mengikat tertanggung dan penanggung tidak ada 
ketentuan umum dalam perasuransian. Menurut teori ini, perjanjian asuransi 
terjadi dan mengikat pihak-pihak pada saat penawaran sungguh-sungguh 
                                                 
45 Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 
2006, hlm. 54 
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diterima oleh tertanggung. Sungguh-sungguh diterima artinya penawaran 
tertulis pihak penanggung sungguh-sungguh diterima oleh tertanggung 
walaupun isi tulisan itu belum dibacanya.  
Keunggulan acceptance theory ( ontvangst theory ) adalah saat terjadi 
dan mengikatnya perjanjian antara kedua pihak dapat ditentukan secara 
pasti, sehingga saat mulai dipenuhinya kewajiban dan akibat hukumnya juga 
dapat dipastikan. Akan tetapi kelemahan pihak penerima menerima segala 
konsekuensi yuridis yang tertera dalam kesepakatan walaupun dia sendiri 
tidak memahami isinya pada saat dia menyatakan menerima atau 
menandatangani nota kesepakatan.  
 Semua asuransi berupa suatu persetujuan tertentu ( byzondere 
overeenkomst ), yaitu suatu pemufakatan antara dua pihak atau lebih dengan 
maksud akan mencapai suatu tujuan, dalam mana seseorang atau lebih berjanji 
terhadap seorang lain atau lebih, hal ini dapat dilihat sebagaimana Pasal 1313 
KUHPerdata.46 
Meski demikian suatu persetujuan dikatakan sah apabila memenuhi 
syarat seperti yang disebutkan dalam Pasal !320 Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata diantaranya adalah adanya kata sepakat secara sukarela dari kedua belah 
pihak, kecakapan atau kedewasaan pada diri yang membuat perjanjian, objeknya 
tertentu dan dasar alas an diperbolehkan. Menurut Yahya Harahap keempat syarat 
                                                 
46 Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit, hlm 10 
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sebagaimana disebut diatas merupakan “essensilia” setiap persetujuan. Tanpa 
keempat syarat tersebut, persetujuan dianggap tidak pernah ada. 47  
Dalam persetujuan selalu ada dua subyek yaitu disatu pihak seseorang 
atau suatu badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu, dan 
dilain pihak ada seorang atau badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan 
kewajiban itu. Maka dalam tiap-tiap persetujuan selalu ada pihak yang 
berkewajiban dan pihak yang mempunyai hak yang lahir dari hubungan itu, yaitu 
prestasi dan kontra prestasi, memberi, berbuat dan tidak berbuat sesuatu atau oleh 
Undang-undang disebut dengan istilah “onderwerp object.” 
Dari ungkapan diatas dapat disarikan bahwa prestasi adalah sesuatu 
yang diberikan, dijanjikan atau dilakukan secara timbale balik. Perbuatan sikap 
tidak berbuat atau janji dari masing-masing  pihak adalah harga bagi janji yang 
telah dibeli oleh pihak lainnya.48. 
Persetujuan asuransi atau pertanggungan ini merupakan suatu 
persetujuan timbal balik ( wederkerige overenkomst ), yang berarti bahwa masing-
masing pihak berjanji akan melakukan sesuatu bagi pihak lain, yaitu pihak 
terjamin berjanji akan membayar uang premi, pihak penjamin berjanji akan 
membayar sejumlah uang ( uang asuransi ) kepada pihak terjamin apabila suatu  
peristiwa tertentu terjadi. 
Persetujuan asuransi merupakan suatu persetujuan yang bersifat 
konsensuil, yaitu sudah dianggap terbentuk dengan adanya kata sepakat belaka 
antara kedua belah pihak. Menurut H. J Scheltema dalam bukunya 
                                                 
47 M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 24-25. 
48 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Alumni, bandung, 1980, hlm. 93. 
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“verzekringscrect”, bahwa di zaman dahulu persetujuan asuransi pernah dianggap 
sebagai persetujuan yang bersifaf riil seperti persetujuan penitipan barang. 
Persetujuan ini baru dianggap terbentuk apabila terjadi suatu perbuatan tertentu.49  
Untuk dapat melihat terjadinya dangan cara mengadakan asuransi, kita 
dapat melihat di dalam Pasal 225 KUHD yang berbunyi: 
“Apabila penunjukan cek pembuatan protes, atau pernyataan yang sepadan 
dengan protes itu dalam tenggang waktu yang diharuskan tidak dapat 
dilangsungkan karena suatu halangan yang tak dapat diatasi ( ketentuan undang-
undang dari sesuatu Negara atau keadaan lain yang memaksa ), maka tenggang 
waktu itu harus diperpanjang.” 
 
Dari ketentuan diatas dapat daiambil inti sarinya yaitu semua asuransi 
merupakan persetujuan yang harus dibentuk secara tertulis dengan suatu akta yang 
dinamakan polis, dan ini merupakan syarat mutlak adanya persetujuan asuransi 
apabila tidak ada tulisan dalam persetujuan maka dianggap tidak ada persetujuan 
asuransi. Ketentuan diatas menunjukkan seolah-olah polis merupakan syarat 
mutlak bagi asuransi yang kemudian diubah oleh ketentuan dalam Pasal 257 dan 
258 KUHD.50   
Dalam Pasal 257 Kitab Undang-undang Hukum Dagang disebutkan 
bahwa: 
“Persetujuan asuransi ada, bila sudah dibentuk hak-hak dan kewajiban-
kewajiban dari pihak penjamin dan pihak terjamin berlaku pada saat itu juga 
sebelum polis ditandatangani; 
Persetujuan asuransi menimbulkan kewajiban bagi si penjamin untuk 
menandatangani polis dan menyerahkannya kepada si terjamin pada akta 
tertentu.” 
 
                                                 
49Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit, hlm. 11 
50Djoko Prakoso, Op. Cit, hlm. 49.   
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Sedangkan Pasal 258 Kitab Undang-undang Pasal 258 disebutkan 
bahwa: 
“Untuk membuktikan adanya persetujuan asuransi, harus ada bukti tertulis, 
tetapi alat-alat bukti alin juga diperbolehkan, asal sudah ada permulaan 
pembuktian dengan tulisan.” 
 
Namun janji-janji dan syarat-syarat khusus, bila ada persangkaan 
dalam tenggang waktu antara pembentukan asuransi dan penyerahan polis dapat 
dibuktikan dengan dengan semua alat-alat bukti, dengan pengertian bahwa 
beberapa syarat-syarat tertentu yang menurut undang-undang harus secara mutlak 
dimuat dalam polis, hanya dapat dibuktikan secara tertulis. Dari ketentuan-
ketentuan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa: 
a. Persetujuan asuransi pada hakekatnya bersifat konsensual, yang artinya 
setelah ada kata sepakat antara kedua belah pihak untuk mengadakan 
asuransi, maka terbentuklah persetujuan asuransi. 
b. Tulisan polis mempunyai sifat khusus yang berlainan dengan tulisan-tulisan 
lain sebagai alat bukti karena adanya hal-hal yang secara mutlak harus 
dimuat dalam polis itu. 
Berdasarkan perikatan yang timbul dari perjanjian asuransi adalah 
wajib untuk menandatangani polis yang ditawarkan kepadanya di dalam waktu 
tertentu dan menyerahkan kembali kepada tertanggung. Mengenai waktunya 
adalah telah ditentukan oleh Undang-undang sendiri. Apabila perjanjian asuransi 
itu langsung diikat antara penanggung sendiri dengan tertanggung atau oleh orang 
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yang diberi wewenang untuk itu, maka polis di tandatangani dan diserahkan 
kembali oleh penanggung di dalam waktu 24 jam setelah penawaran.51 
Memperhatikan ketentuan undang-undang dapat disimpulkan bahwa 
yang memuat atau yang mengerjakan polis itu adalah tertanggung. Hal ini dapat 
kita maklumi karena tertanggung sebagai pihak yang berkepentingan, yang ingin 
menggeserkan resiko kepada penanggung perlu menentukan sendiri apa yang 
dikehendakinya kemudian baru di tawarkan kepada penanggung. Apabila 
menyetujui maka penanggung membubuhkan tanda tangannya pada polis tersebut. 
Kemudian polis tersebut diserahkan kembali kepada tertanggung. Jadi menurut 
ketentuan ini, inisiatif untuk mengadakan pertanggungan itu datang dari pihak 
tertanggung tetapi dalam prakteknya bukan tertanggung saja yang berinisiatif 
melainkan juga penanggung dalam kegiatan memasarkan usahanya sebagai 
penanggung resiko dan meperoleh imbalan yang disebut premi yang merupakan 
keuntungannya. 
Polis asuransi merupakan dokumen yang memuat perjanjian kontrak 
pertanggungan antara pihak tertanggung dan perusahaan asuransi. Perjanjian itu 
memuat pertanggungan harta atau jiwa terhadap berbagai bencana. Polis dapat 
berupa secarik kertas kecil yang memuat perjanjian singkat dan sederhana. 
Disamping itu ada juga ada juga yang panjang dan kompleks. Semuanya 
menyatakan hak hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang membuat kontrak 
persetujuan pertanggungan yang berlaku antara tertanggung dengan penanggung / 
perusahaan asuransi. Adapun kewajiban tertanggung membayar premi sebagai 
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imbalan kepada penanggung. Hak tertanggung menuntut ganti rugi apabila yang 
dipertanggungkan betul-betul terjadi dan mengakibatkan kerugian. 
Polis asuransi dikeluarkan oleh perusahaan asuransi setelah semua 
kesepakatan terjadi dan dituangkan kedalam polis. Setelah polis dibuat dan 
ditanda tangani pihak yang bersangkutan lalu diserahkan kepada tertanggung 
dengan tenggang waktu 14 hari, walaupun tertanggung belum membayar premi, 
maka penanggung menjamin semua resiko yang telah disepakati. Apabila setelah 
lewat 14 hari tertanggung belum juga membayar premi, maka pertanggungan 
belum berjalan dan ditangguhkan 60 hari.52  
Untuk polis asuransi jiwa baru dikeluarkan oleh perusahaan asuransi 
setelah tertanggung membayar premi pertama baik itu premi bulanan, triwulan, 
satu semester atau satu tahun sesuai dengan kesepakatan. Fungsi polis merupakan 
bukti tertulis adanya kontrak persetujuan pertanggungan yang berlaku antara 
tertanggung dan penanggung maka polis dapat berfungsi sebagai berikut: 
a. Bagi tertanggung polis sebagai alat bukti yang menjadi dasar untuk 
mengajukan tuntutan ganti rugi kerugian, apabila terjadi peristiwa yang 
dipertanggungkan dan menimbulkan kerugian 
b. Bagi penanggung polis adalah sebagai dasar untuk mengetahui sampai 
dimana si penanggung bertanggung jawab terhadap peristiwa yang 
menimbulkan kerugian tersebut. 
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c. Bagi tertanggung polis dapat dijadikan jaminan apabila polis tersebut 
hamper habis kontraknya, misalnya kontrak 10 tahun tinggal 2 tahun atau 1 
tahun. 
Kalau diperhatikan aturan pembuktian dari Pasal 258 itu maka dapat 
kita lihat bahwa yang dititik beratkan oleh pembentuk undang-undang itu ialah 
alat bukti yang berupa surat. Maksud dari ketentuan Pasal 258 KUHD adalah 
polis. Sebagai akibatnya, pembuktian yang diatur dalam Pasal 258 itu tidak 
berlaku terhadap pembuktian yang harus dipakai oleh penanggung terhadap 
tertanggung. Pihak penanggung dapat membuktikan perjanjian pertanggungan itu 
dengan alat-alat bukti yang diatur oleh hukum pembuktian. Jadi si penanggung 
dapat mengemukakan semua alat-alat bukti berarti dia dapat memakai alat bukti 
selain surat juga persangkaan.53 
Sesuai dengan fungsinya bahwa polis sebagai alat bukti maka polis 
menjadi dasar pertanggungan dari kedua belah pihak. Apabila terjadi peristiwa 
yang menimbulkan kerugian, polis inilah yang menjadi dasar bagi tertanggung 
untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian, dan bagi penanggung sebagai dasar 
untuk mengetahui sampai dimana penanggung bertanggung jawab terhadap 
bahaya yang menimbulkan kerugian itu. Dalam praktek sering terjadi bahwa pihak 
tertanggung tidak atau kurang teliti dalam mempelajari syarat-syarat polis yang 
ditentukan penanggung. Akhirnya setelah terjadi peristiwa yang menimbulkan 
kerugian, barulah tertanggung menyadari setelah mengajukan tuntutan ganti 
kerugian mengalami kesulitan karena adanya syarat-syarat dan klausula dalam 
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polis yang membatasi tanggung jawab penanggung. Adapun tertanggung dalam 
perjalanan pertanggungan sampai peristiwa itu terjadi lalai memenuhi syarat-
syarat dan kalusula tersebut. 
Isi perjanjian asuransi yang dibuat secara tertulis yang disebut dengan 
polis dapat dilihat dalam Pasal 256 KUHD, yang mengatakan bahwa surat polis 
bagi segala macam asuransi harus memuat: 
a. Hari ditutupnya asuransi, 
b. Nama orang yang menutup asuransi atas tanggungan sendiri atau atas 
tanggungan orang lain, 
c. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang diasuransikan, 
d. Jumlah uang yang diadakan asuransi, 
e. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh penanggung, 
f. Pada saat mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan 
saat berakhirnya itu, 
g. Premi pertanggungan tersebut, dan 
h. Pada umumnya semua keadaan yang kiranya penting bagi si penanggung 
untuk diketahuinya dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak. 
Selain syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 256 KUHD, maka 
bagi asuransi kebakaran menurut Pasal 287 KUHD, dalam polis harus 
menyebutkan : 
a. Letaknya barang-barang tidak bergerak yang dijamin serta barang-barang 
menempel atau yang berdekatan ( lingling en belending ) 
b. Pemakaian barang-barang yang dijamin itu untuk siapa 
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c. Sifat dan pemakaian bangunan-bangunan yang menempel atau yang 
berdekatan, sekedar ada berpengaruh pada hal jaminan inj 
d. Nilai harga dari barang-barang yang dijamin 
e. Terletaknya bangunan-bangunan dan tempat-tempat dimana barang-barang 
yang bergerak dijamin berada atau disimpan serta barang-barang yang 
menempel atau berdekatan dengan bangunan-bangunan dan tempat-tempat 
itu. 
Juga terhadap asuransi hasil-hasil pertanian di dalam Pasal 299 
KUHD, dalam surat polisnya harus menyatakan: 
a. Letak dan pembatasan tanah-tanahnya yang penghasilannya telah 
diasuransikan 
b. Pemakainya. 
Selanjutnya untuk asuransi laut atau asuransi terhadap segala bahaya 
laut dan terhadap bahaya pembudakan di dalam Pasal 592 KUHD disebutkan 
bahwa polis harus menyebutkan: 
a. Nama nahkoda dan nama kapal dengan disebutkan macamnya kapal yang 
diapakai untuk menyangkut barang-barang yang dijamin; apabila dijamin itu 
kapalnya sendiri, maka harus disebutkan pula apa kapal itu dibuat dari “kayu 
api” ( vurenhout ) atau keterangan dari pihak terjamin bahwa ia tidak tahu 
hal itu 
b. Tempat dimana barang-barang yang dijamin telah atau akan dimasukkan 
dalam kapal 
c. Pelabuhan dari mana kapalnya harus berangkat 
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d. Pelabuhan dimana kapalnya harus singgah 
e. Tempat dimana bahaya bagi barang-barang yang dijamin mulai ditanggung 
oleh pihak penjamin 
f. Nilai harga kapal yang dijamin 
Ini semua dengan kekecualian yang dimungkinkan dalam title 9 Buku II Kitab 
Undang-undang Hukum Perniagaan.  
Kemudian tentang asuransi terhadap bahaya pengangkutan di daratan, 
sungai, dan di perairan darat atau angkutan, asuransi angkutan darat dan sungai, di 
dalam Pasal 686 KUHD menyatakan bahwa polis dalam asuransi tersebut selain 
syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 256 KUHD harus menyebutkan: 
a. Waktu, dalam mana perjalanan angkutan harus selesai apabila waktu itu 
dalam surat pengangkutan ( vrachtbriet ) di tentukan. 
b. Apakah perjalanan pengangkutan itu harus dilakukan terus menerus atau 
dapat dihentikan sementara di tengah jalan 
c. Nama nahkoda kapal sungai atau nama sopir atau kusir dari kendaraan 
pengangkutan atau nama seorang pengangkut yang menyanggupkan 
pengangkutannya. 
Selanjutnya tentang isi polis pada asuransi jiwa tidak ditentukan secara 
tambahan pada polis untuk asuransi pada umumnya melainkan ditentukan sendiri 
yaitu Pasal 304 W. v. K sebagai berikut: 
a. Hari diadakannya asuransi jiwa. 
b. Nama pihak yang dijamin 
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c. Nama orang yang pembayaran uang asuransinya diperuntukkan pada 
wafafnya 
d. Waktu mulai dan waktu terjadinya resiko bagi penjamin  
e. Jumlah uang yang dijamin ( uang asuransi ) 
f. Uang premi yang harus dibayar oleh pihak yang dijamin 
Dalam perjanjian pertanggungan sering juga ditentukan janji-janji 
khusus yang dicantumkan dalam polis. Janji-jani itu lazim disebut klausula 
pertanggungan. Tujuannya untuk mengetahui sejauhmana batas tanggung jawab 
penanggung dalam pembayaran ganti kerugian apabila terjadi peristiwa yang 
menimbulkan kerugian. Adapun macam banda pertanggungan dan bahaya yang 
mengancam pada tiap-tiap pertanggungan. 
Bila polis sudah diserahkan oleh penanggung kepada tertanggung, 
hanya ada undang-undang yang mengatur hal pembuktian tidak hanya dari 
terbentuknya persetujuan asuransi mealinkan juga dari janji-janji khusus dalam 
asuransi. Menurut undang-undang semua ini hanya dibuktikan dengan tulisan atau 
sudah ada permulaan pembuktian dengan tulisan dapat ditambah dengan bukti 
lain, jadi tulisan merupakan satu-satunya alat bukti. Dengan demikian tidak hanya 
polis yang merupakan alat bukti terbentuknya asuransi serta janji-janji khusus 
tetapi juga tulisan-tulisan lain. Namun apabila polis  merupakan alat bukti yang 
kuat, jika polis hilang, maka pembuktiannya sama dengan keadaan polis yang 
belum diserahkan. 
 
 
 lxvii 
7. Permasalahan Akibat Perjanjian Asuransi  
Suatu persetujuan dipandang sah dan mempunyai akibat hukum bila 
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut yaitu pertama: tujuan kontrak tidak 
merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa 
kontrak yang diadakan, tujuan hendaknya baru ada pada saat akad diadakan, 
kedua: tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan kontrak, 
ketiga : tujuan kontrak harus dibenarkan oleh syara.54  
Permasalahan yang timbul dari perjanjian asuransi adalah adanya suatu 
jaminan terhadap suatu peristiwa yang tidak tentu terjadi dan dari peristiwa yang 
belum tentu terjadi itu akan menimbulkan suatu kerugian yang biasa disebut 
resiko. 
Peristiwa dalam asuransi mempunyai unsur ketidak pastian merupakan 
unsur yang sangat penting dari persetujuan asuransi, yaitu adanya kewajiban pihak 
penanggung untuk membayar sejumlah uang kepada si tertanggung dalam 
hubungannya dengan suatu peristiwa yang belum tentu terjadi. Peristiwa adalah 
kejadian yang mungkin terjadi dan jika terjadi mengakibatkan kerugian bagi 
tertanggung atau orang yang mempertanggungkan. 
 Ketidakpastian dapat diartikan secara luas, misalnya asuransi 
kebakaran atau kecelakaan. Memang terdapat unsur ketidak pastian dari perisiwa 
kebakaran atau kecelakaan. Berbeda halnya dengan asuransi jiwa. Peristiwa yang 
dipertanggungkan adalah meninggalnya seseorang, hal ini sudah dapat ditentukan 
bahwa semua orang akan meninggal dunia. Hal ini sebetulnya yang tidak pasti 
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bukan terjadinya peristiwa meninggalnya orang itu, melainkan kapan orang itu 
akan meninggal, hal inilah yang tidak dapat dipastikan. 
Peristiwa menurut Undang-undang Perasuransian dapat dibedakan 
menjadi dua, yaitu peristiwa itu sendiri dan saat peristiwa itu terjadi adalah seperti 
berikut:55   
a. Peristiwa itu sendiri 
Peristiwa itu sendiri artinya kerugian yang terjdai akibat dari peristiwa 
itu sendiri. Misalnya, peristiwa kebakaran yang memusnahkan suatu 
bangunan berarti peristiwa kebakaran itu sendiri yang menyebabkan 
kerugian musnahnya sebuah bangunan.  
b. Saat peristiwa itu terjadi 
Pada saat peristiwa itu terjadi kerugian harus ditanggung karena 
peristiwa yang dipertanggungkan itu sungguh-sungguh terjadi, misalnya 
sejumlah uang yang dipertanggungkanatas suatu peristiwa meninggalnya 
seseorang. Saaat orang yang dipertanggungkan itu meninggal, perusahaaan 
asuransi harus membayar sejumlah uang tertentu. 
Adapun syarat-syarat peristiwa yang dapat diasuransikan adalah: 
a. Peristiwa yang kejadiannya tidak dapat dipastikan adalah peristiwa yang 
menimbulkan kerugian itu tidak tentu terjadi, tetapi harus mempunyai suatu 
kemungkinan akan terjadi. 
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b. Peristiwa yang mungkin terjadi adalah peristiwa yang menimbulkan 
kerugian haruslah merupakan suatu kemungkinan yang dapat terjadi tetapi 
tidak dapat dipastikan kapan terjadi. 
c. Peristiwa yang tidak disengaja adalah peristiwa yang menimbulkan kerugian 
bukan merupakan perbuatan yang disengaja oleh tertanggung. 
d. Peristiwa yang dapat dinilai dengan uang adalah peristiwa yang 
menimbulkan kerugian dapat ditaksir dengan sejumlah uang. 
Resiko adalah suatu akibat terjadinya penyimpangan yang tidak 
diharapkan dan menimbulkan kerugian. Jika wanprestasi terjadi maasih dalam 
batas kemampuan manusia, berupa tidak berprestasi sama sekali, berprestasi tetapi 
tidak semmpurna, berprestasi tidak tepat waktu, atau melakukan segala sesuatu 
yang dilarang dalam perjanjian, maka adanya resiko lebih disebabkan oleh adanya 
keadaan/situasi dimana memang seorang debitur mustahil untuk memenuhi 
prestasi. Desangan kata lain tidak berprestasinya debitur lebih disebabkan oleh 
factor eksternal. Keadaan ini dikenal dengan force majeur/overmacht, baik yang 
bersifat absolute maupun yang bersifat relative. Adapun yang dimaksud dengan 
resiko menurut Subekti adalah suatu kewajiban memikul kewajiban yang 
disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak 56. 
Penyimpangan yang menimbulkan kerugian dianggap suatu resiko. Resiko dapat 
digolongkan ke dalam resiko spekulatif dan resiko murni. Resiko spekulatif 
adalah kemungkinan penyimpangan yang dapat menguntungkan dan dapat pula 
merugikan. Kalau kedua kemungkinan itu ada, dikatakan resiko itu 
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bersifat”spekulatif”, misalnya judi. Sedangkan resiko murni yang ada 
kemungkinan hanya kerugian saja dan tidak ada kemungkinan untung, misalnya 
kebakaran, ledakan dan banjir.  
Penyebab resiko dibagi empat macam yaitu:57 
1. Fisik merupakan aspek keadaan harta yang terbuka terhadap resiko, seperti 
lokasi konstruksi dan bangunan. Physical Hazard yaitu hazard yang dapat 
menyebabkan bertambah besarnya kemungkinan kerugian karena sifat fisik 
dari benda itu. Contoh: rumah yang terbuat dari kayu lebih mudah terbakar 
daripada beton. 
2. Moral Hazard yaitu hazard yang dapatmenyebabkan besarnya kemungkinan 
kerugian karena sifat pribadi tertanggung yang tidak jujur. Contoh seseorang 
tertanggung memberikan keterangan yang palsu. 
3. Morale merupakan penyebab resiko karena kelalaian atau ketidak hati-hatian 
sehingga menimbulkan kerugian. Contoh kompor lupa tidak dimatikan 
sehingga menimbulkan kebakaran 
4. Legal Liabelity yaitu tanggung gugat yang timbul karenas pelanggaran yang 
dilakukan pihak kapal terhadap hukum setempat. 
Macam resiko ada beberapa macam yaitu sebagai berikut: 
1) Resiko kehilangan, ialah barang yang dipertanggungkan itu hilang 
seluruhnya atau sebagian karena pembajakan, pencurian, perampokan, atau 
faktor lain 
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2) Resiko susut ialah barang yang dipertanggungkan menjadi berkurang atau 
susut, baik fisik maupun kualitasnya. 
3) Resiko rusak cacat ialah barang yang dipertanggungkan berubah dari 
keadaaan semula dan menimbulkan kerugian 
4) Resiko laba imajinier, ialah laba yang diaharapkan tidak dapat direalisir 
5) Resiko hari tua, ialah jaminan hari tua apabila yang tertabggung hidup lebih 
lama sehingga tidak mampu mencari nafkah maka mendapat jaminan 
asuransi 
6) Resiko kematian, ialah jaminan untuk meyediakan dana finansial bagi ahli 
waris dan harta peninggalan tertanggung yang telah meningggal dunia. 
7) Pada umumnya semua resiko itu dapat diasuransikan hanya ada 
pengecualiaan seperti resiko politik 
8) Huru hara yang tidak didalangi golongan tertentu 
9) Resiko sosial yang dikecualikan adalah perbuatan yang disengaja, missal 
bunuh diri 
10) Resiko teknologi ini juga dapat diasuransikan yang dikecualikan adalah 
peledakan nuklir, reaksi nuklir, radiasi uranium radio aktif. 
Resiko dalam perjanjian pertanggungan atau asuransi tidak terlepas 
dengan ganti rugi. Seperti telah dikemukakan bahwa resiko adalah suatu 
penyimpangan peristiwa yang tidak menentu dan menimbulkan kerugian, oleh 
karena itu resiko yang terjadi erat sekali hubungannya dengan masalah ganti 
kerugian. Akan tetapi tidak setiap penyimpangan peristiwa yang menimbulkan 
kerugian itu harus mendapat ganti rugi. Hal ini harus di lihat dahulu, apakah 
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peristiwa yang menimbulkan kerugian itu adalah peristiwa yang ditanggung oleh 
penanggung dan tercantum di dalam polis. 
Apabila sudah ditentukan bahwa peristiwa yang terjadi dan 
menimbulkan kerugian itu disebutkan dalam polis, maka barulah penanggung 
terikat membayar ganti kerugian. Peristiwa yang terjadi itu juga harus dicari sebab 
akibat sehingga penanggung tahu penyebab terdekat terjadinya kerugian. 
Misalnya sebuah kapal nelayan dipertanggungkan terhadap bahaya perampasan di 
laut. Kapal tersebut menangkap ikan di perairan perbatasan Malaysia. Karena 
kapal itu dikejar bajak laut, lalu kapal itu lari dan memasuki perairan Malaysia 
untuk menyelamatkan diri dari pembajakan itu. Kemudian kapal nelayan itu 
ditangkap dan dirampas oleh Malaysia. Kerugian adalah perampasan kapal oleh 
Pengusaha Malaysia bukan bajak laut yang mengejar itu, bukan pula perbuatan 
nahkoda yang mengubah arah keperairan Malaysia sehingga penanggung tidak 
bertanggung jawab membayar ganti kerugian. 
8. Asuransi Ditinjau Dari Hukum Islam 
Sebagai sebuah kontrak tunggal, asuransi melanggar aturan riba dan 
gharar. Satu pihak membayar premi secara tunai sebagai pengganti janji pihak lain 
untuk membayar sejumlah tertentu secara tunai jika terjadi peristiwa tertentu pada 
masa depan. Dipandangan demikian, asuransi mirip dengan taruhan.58 Hal ini juga 
dikemukakan Sayyid Sabiq yang menganggap asuransi sama dengan judi dan 
spekulasi. Hal ini berdasarkan asusmsi bahwa bila peserta asuransi setelah 
memenuhi angsuran, ia akan berhak mendapatkan sekian dan apabila ia meninggal 
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dunia sebelum dapat melunasinya secara keseluruhan dari kewajibannya, maka 
ahli warisnya akan mendapatkan sekian.59  
Ekonomi merupakan kegiatan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat 
meningkatkan pendapatan pribadi, keluarga dan masyarkat serta usaha 
pemanfaatannya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan sesfisien mungkin. 
Dalam ajaran Islam, usaha menghasilkan dan memanfaatkan barang sebagai 
upaya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan diatur al-Quran dan Sunnah Nabi. 
Namun yang menjadi prioritas utama adalah tolong-menolong terhadap 
pemenuhan kebutuhan, tidak mementingkan prinsip keuntungan pribadi semata.60 
Berdasarkan asas diatas merupakan pemacu untuk meningkatkan taraf 
hidup kesejahteraan ekonomi umat, yang tidak hanya mementingkan diri sendiri, 
keluarga ataupun kelompok tertentu. Yang jelas Islam dengan cita-citanya 
menghendaki kesejahteraan bersama. Bertolak dari hal diatas muncul suatu 
keinginan untuk membentuk suatu lembaga perekonomian Islam yang 
kemungkinannya dapat membantu kelancaran perekonomian rakyat dan Negara, 
sehingga dapat membentuj suatu tatanan hidup yang layak khususnya bangsa 
Indonesia.       
Oleh karena itu, untuk membangun umat jangka panjang, masyarakat 
Islam selalu mengaplikasikan prinsip-prinsip perniagaan yang terdapat dalam 
Islam berdasarkan nash-nash yang jelas atau pendapat para pakar ekonomi Islam. 
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Untuk itu asuransi berlandaskan syariah merupakan lembaga yang dapat 
membawa umat Islam kearah kemakmuran patut diwujudkan tanpa pertimbangan. 
Arah landasan bahwa asuransi konvensional hukumnya adalah haram, 
maka kemudian dipikirkan dan dirumuskan bentuk asuransi yang bias terhindar 
dari ketiga unsur yang diharamkan Islam. Berdasarkan hasil analisa terhadap 
hukum atau syariat Islam ternyata di dalam ajaran Islam termuat substansi 
perasuransian. Asuransi yang termuat dalam substansi hukum Islam tersebut 
ternyata dapat menghindarkan prinsip oprasional asuransi dari unsur gharar, 
maisir dan riba.61 
Secara umum, pandangan ulama terhadap asuransi terwakili dalam tiga 
golongan pendapat berikut :62 
1) Golongan yang berpendapat bahwa asuransi hukumnya diperbolehkan 
(halal), karena hukum asal dalam muamalah adalah halal dan tidak ada dalil 
yang mengharamkannya. 
2) Golongan yang berpendapat bahwa asuransi haram dan tidak diperbolehkan, 
karena mengandung gharar, maisir, riba dan dzulm dalam prakteknya. 
3) Golongan yang berpendapat bahwa asuransi diperbolehkan, jika dijalankan 
dengan sistem operasional yang sejalan dan tidak bertentangan dengan nilai-
nilai syariah 
Disamping itu ada pendapat para ulama mengenai asuransi 
konvensional, diantaranya adalah:63 
                                                 
61 Gemala Dewi. Aspek-aspek  Op.Cit, hlm. 138 
62Khoiril Anwar, Asuransi Syariah, Halal dan Maslahat, Tiga Serangkai, Solo, 2007, 
hlm. 26 
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1) Fatwa Syekh Ahmad bin Yahya Al-Murtadha (w.840 H) : 
Penjaminan sesuatu dari kecurian atau dari bahaya tenggelam di lautan 
adalah Bathil. 
2) Fatwa Al-Alamah Ibnu Abidin (Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz 
Abidin Ad-Dimasyqi) (w. 1252 H) : Pengharusan terhadap sesuatu yang 
tidak mengikat. 
a) Fatwa Mahkamah Syar'iyah Kubra Mesir pada th  ةمكحم (1906  (:tuntutan 
klaim asuransi jiwa, merupakan tuntutan yang tidak dibenarkan secara 
syar'i, karena mengandung unsur yang tidak diperbolehkan secara 
syariah. 
b) Fatwa Syekh Muhammad Bakhit Al-Muthi'i, Mufti Mesir, pada tahun 
1906 dalam risalahnya "Ahkam Sukarah" : Bahwa kontrak asuransi 
merupakan kontrak yang fasid. Dan sebab kefasidannya adalah karena 
gharar (ketidak jelasan) dan khatr (risiko) serta mengandung makna 
qimar (perjudian). 
3) Fatwa Majlis A'la Lil Auqaf Mesir : Sesungguhnya perusahaan asuransi 
secara hukum seperti hukum orang-orang yang memakan harta manusia 
dengan cara yang bathil. 
4) Fatwa Syekh Abu Zahrah : Bahwa seluruh madzhab-madzhab Islam yang 
ada, tidak bisa menemukan adanya timbangan akad yang dapat 
membenarkan atau sesuai dengan asuransi, dengan segala jenis dan 
bentuknya. 
                                                                                                                                     
63 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 310. 
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5) Fatwa–Fatwa Ulama lainnya yang tidak memperbolehkan asuransi 
(konvensional) diantaranya adalah : Syekh Ahmad Ibrahim Al-Faqih, Syekh 
Isawi Ahmad Isawi, Syekh Ahmad Al-Syarbashi, Syekh Abdullah Al-
Qalqily (Mufti Jordania), Syekh Abdus Satar Assayid, Syekh Fahruddin Al-
Husni, Syekh Najmuddin Al-Wa'idz (Iraq), Syekh Amjad Azzahawi, Syekh 
Sayid Zuhdi (Libanon), Syekh Azmi Athiya (Libia), Syekh Ahmad Al-
Kharishi ( Maroko ), dsb. 
Untuk mengatasi perbedaan pendapat dikalangan para ulama perlu 
dicari alternatif asuransi yang Islami karena pada hakekatnya manusia merupakan 
keluarga besar kemanusiaan. Untuk dapat meraih kehidupan bersama, manusia 
harus saling tolong menolong dan saling menanggung antara yang satu dengan 
yang lain. Berasuaransi dalam Islam adalah saling bertanggung jawab, 
bekerjasama, bantu membantu dan saling melindungi penderitaaan satu sama lain. 
Oleh karena itu berasuransi diperbolehkan secara syariat. Oleh karena prinsip-
prinsip syariah mengajak kepada sesuatu saling tolong menolong sebagaimana 
dalam firman Allah dalam al Quran  Surat al maidah ayat ( 2 ): 
 
Artinya: tolong menolonglah atas kebaikan dan takwa dan janganlah tolong 
menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.Juga ketentuan Allah dalam al 
Qur’an Surat Al Baqarah ayat 188,  
Ÿwur (#þqè=ä.ù's? Nä3s9ºuqøBr& 
Nä3oY÷•t/ È@ÏÜ»t6ø9$$Î/ 
(#qä9ô‰è?ur !$ygÎ/ ’n<Î) 
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Artinya : Dan janganlah kalian memakan harta diantara kamu sekalian dengan 
jalan yang bathil, dan janganlah kalian bawa urusan harta itu kepada hakim yang 
dengan maksud kalian hendak memakan sebagian harta orang lain dengan jalan 
dosa, padahal kamu mengetahui. 
Sistem At-Takaful, yaitu saling menanggung antara sesama manusia, 
merupakan dasar pijakan bagi kegiatan manusia bagi kegiatan menusia sebagai 
makhluk sosial. Dengan dasar pijakan “takaful” dalam berasuransi, akan terwujud 
hubungan yang Islami diantara para pesertanya yang bersepakat untuk 
menanggung bersama atas risiko yang diakibatkan musibah, seperti kebakaran 
atau lainnya. Semangat bertakaful menekankan pada kepentingan bersama atas 
dasar rasa persaudaraan diantara para peserta. Sifat mengutamakan kepentingan 
pribadi atau dorongan mendapatkan keuntungan semata-mata, dihilangkan 
seminimal mungkin dalam asuransi syariah. 
 
9. Pengertian Asuransi Syariah 
Pengertian asuransi dalam konteks perasuransian asuransi menurut 
syariah atau asuransi Islam secara umum sebenarnya tidak jauh berbeda dengan 
asuransi konvensional. Diantara keduanya, baik asuransi konvensional maupun 
asuransi syariah mempunyai persamaan yaitu perusahaan asuransi hanya 
berfungsi sebagai fasilitator hubungan struktural antara peserta penyetor premi ( 
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penanggung ) dengan peserta penerima pembayaran klaim ( tertanggung ). Secara 
asuransi umum, asuransi Islam atau sering diistilahkan dengan takaful dapat 
digambarkan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada 
syariah Islam dengan mengacu kepada al-Quran dan As Sunnah.64  
Secara etimologi, istilah asuransi dalam bahasa arab berasal dari kata 
“takaful, ta’min dan tadhamun ”65.sedangkan dalam bahasa Inggris di kenal 
dengan istilah “Islamic Insurance”. Istilah tersebut pada dasarnya berbeda satu 
sama lain yang mengandung makna pertanggungan atau saling menanggung. 
Namun dalam prakteknya istilah yang paling popular digunakan sebagai istilah 
lain dari asuransi dan juga paling banyak digunakan di beberapa negara termasuk 
Indonesia adalah istilah takaful. Istilah ini pertama kali digunakan oleh dar mal Al 
Islami, sebuah perusahaan asuransi islam di Geneva yang berdiri pada tahun 1983. 
Istilah takaful dalam bahasa arab berasal dari kata dasar kafala-
yakfulu-yatakafalu-takafulu yang berarti saling menanggung atau menanggung 
bersama. Kata takaful tidak dijumpai dalam al-quran, namun demikian pada 
sejumlah kata yang sekedar dengan kata takaful, seperti misalnya dalam QS. 
Thaha ( 2 0 ): 40 “…hal adullukum ‘ala man yakfuluhu…”. Yang artinya 
“…bolehkah saya menunjukkkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?”66 
Apabila kita masukkan asuransi takaful kedalam lapangan kehidupan 
muamalah, maka takaful dalam pengertian muamalah mengandung arti yaitu 
saling menanggung resiko diantara sesama manusia sehingga di antara satu 
                                                 
64 H. A Dzajuli dan Yadi Junwari, Op. Cit, hlm 120 
65Afrianti, Pengertian Asuransi Syariah, www. Google.com, diakses pada tanggal 1 
Februari 2010. 
66 Gemala Dewi, Aspek Op.Cit, hlm 136 
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dengan lainnya menjadi penanggung atas resiko masing-masing. Dengan 
demikian, gagasan mengenai asuransi takaful berkaitan dengan unsur saling 
menanggung resiko di antara para peserta asuransi, dimana peserta yang satu 
menjadi penanggung peserta lainnya.67 Tanggung menanggung resiko tersebut 
dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-
masing mengeluarkan dana yang ditujukan untuk menanggung resiko tersebut. 
Perusahaan asuransi takaful hanya bertindak sebagai fasilitator saling 
menanggung antara para peserta takaful dengan asuransi konvensional, dimana 
dalam asuransi konvensional terjadi saling menanggung antara perusahaan 
asuransi dengan peserta asuransi. 
Asuransi syaraiah mempunyai beberapa padanan dalam bahasa Arab, 
diantaranya yaitu “takaful”, “ta’min”, dan “tadhamun”. At-Ta’min dalam 
eksiklopedia hukum Islam disebutkan bahwa transaksi perjanjian antara dua 
pihak; pihak yang satu berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada 
pembayar iuran jika terjdi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan 
perjanjian yang dibuat. Menurut Mohd Ma’sum Billah ; Takaful is a contract of 
indemnity or bail with mutual cooperation against the consequences of a specified 
eventor risk.68Oleh karena itu Herman Darmawi memberikan pengertian asuransi 
dari berbagai sudut pandang, yaitu dari sudut pandang ekonomi, hukum, bisnis, 
sosial ataupun berdasarkan pengertian matematika. Hal dimaksud merupakan 
bisnis yang unik, yang didalamnya terdapat kelima aspek tersebut.69 Ketiga kata 
                                                 
67Rahmat Husein, Asuransi Takaful Selayang Pandang dalam Wawasan Islam dan 
Ekonomi, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta, 1997, hlm. 234 
68 Mohd Ma’sum Billah “ Modern Re Discovery of Takaful “ Jornal hokum Internasional 
69 Herman Darmawi, Op. Cit, hlm. 2 
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tersebut diatas merupakan pandanan dari pengertian syariah yang mempunyai 
makna saling menanggung, saling menolong.70 
Takaful secara bahasa berasal dari kata yang berarti menolong, 
mengasuh, memelihara, memberi nafkah, dan mengambil alih perkara seseorang, 
takaful dalam pengertian fikih mu’amalah adalah saling memikul resiko diantara 
sesama muslim sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung 
atas resiko lainnya. Saling pikul resiko dimaksud dilakukan atas dasar saling 
menolong dalam kebaikan dengan cara setiap orang mengeluarkan dana kebajikan 
yang ditujukan untuk menanggung resiko tersebut.71Abdul Ghofur Anshori 
memberikan pengertian asuransi merupakan suatu perjanjian, yang obyeknya 
adalah pertanggungan terhadap resiko yang mungkin akan dialami oleh seseorang 
baik terhadap diri, maupun harta bendanya sebagai akibat dari kejadian yang 
diharapkan tidak akan terjadi. Kejadian yang mungkin terjadi, namun tidak 
diketahui waktu dan tempatnya dalam istilah Belanda dikenal dengan istilah 
evenement. Islam tidak memperbolehkan pengalihan resiko (risk transferring) 
namun memperbolehkan pembagian resiko (risk sharing) . Konsep pembagian 
resiko inilah yang mendasari operasional asuransi berdasarkan prinsip syariah.72 
At-Ta’min berasal dari kata amana yang mempunyai makna memberi, 
perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut. Firman Allah 
dalam Surat Quraisy 106 ayat 4 berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar 
manusia dan kendala-kendala yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan dasar 
dimaksud. Oleh karena itu bila mengikatkan diri dengan nilai-nilai keimanan 
                                                 
70Zainuddin Ali, Op. Cit, hlm. 3  
71 Ibid, hlm. 4 
72 .abdul Ghofur Anshori “ hokum Perjanjian Islam di Indonesia “ Gajah Mada University Prees 
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kepada Allah SWT, rasa aman secara psikologis muncul jika kebutuhan dasar 
manusia terpenuhi untuk saat ini dan akan datang. 
At-Tadhamun berasal dari kata dhamana yang berarti saling menanggu 
ng. Hal dimaksud bertujuan untuk menutupi kerugian atas suatu peristiwa dan 
musibah yang dialami seseorang. Hal ini dilakukan oleh seseorang yang 
menanggung untuk memberikan sesuatu kepada orang yang ditanggung berupa 
pengganti ( sejumlah uang atau barang ) karena adanya musibah yang menimpa 
tertanggung. Oleh karena itu makna dari kata tadhamun adalah saling menolong ( 
ta’awun ), yaitu sesuatu kelompok warga masyarakat harus saling menolong 
saudaranya yang sedang ditimpa oleh musibah.73  
 
10. Asal Mula Asuransi Syariah 
Asal mula asuransi syariah terbagi dalam beberapa bentuk yaitu:74 
a) Al-Aqilah  
yaitu saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya. Jika 
salah seorang dari anggota suatu suku terbunuh oleh anggota satu suku yang 
lain, maka pewaris korban akan dibayar dengan uang darah ( diyat ) sebagai 
konpensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat dari 
pembunuh disebut aqilah. Lalu mereka mengumpulkan dana ( alkanzu ) 
yang diperuntukkan membantu keluarga yang terlibat dalam pembunuhan 
tidak disengaja. 
                                                 
73 Ibid, hlm. 6 
74 Murtadha Muthahari, Diterjemahkan oleh Irwan Kurniawan, Pandangan Islam Tentang 
Asuransi dan Riba, Pustaka HidayahBandung, 1995, hlm. 273-320 
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Ibnu Hajar Al-Asqolani mengemukakan bahwa sistem Aqilah ini 
diterima dan menjadi bagian dari hukum Islam. Hal ini terlihat dari hadits 
yang menceritakan pertengkaran antara dua wanita dari suku Huzail, dimana 
salah seorang dari mereka memukul yang lainnya dengan batu hingga 
mengakibatkan kematian wanita tersebut dan juga bayi yang sedang 
dikandungnya. Pewaris korban membawa permasalahan tersebut ke 
Pengadilan. Rasulullah memberikan keputusan bahwa kompensasi bagi 
pembunuh anak bayi adalah membebaskan budak, baik laki-laki maupun 
wanita. Sedangkan konpensasi atas membunuh wanita adalah uang darah 
(diyat) yang harus dibayar oleh Aqilah ( saudara pihak ayah ) dari yang 
tertuduh. 
b) Al-Muwalat  
yaitu perjanjian jaminan, dimana seorang penjamin menjamin 
seseorang yang tidak memiliki waris dan tidak diketahui ahli warisnya. 
Penjamin setuju untuk menanggung bayaran dia, jika orang yang dijamin 
tersebut melakukan jinayah. Apabila orang yang dijamin meninggal, maka 
penjamin boleh mewarisi hartanya sepanjang tidak ada ahli warisnya. (Az 
Zarqa’ dalam Aqdud Ta’min). 
c) Al-Qasamah 
Yaitu sebuah konsep perjanjian yang berhubungan dengan manusia. 
Sistem ini melibatkan usaha pengumpulan dana dalam sebuah tabungan atau 
pengumpulan uang iuran dari peserta atau majlis. Manfaatnya akan 
dibayarkan kepada ahli waris yang dibunuh jika kasus pembunuhan itu tidak 
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diketahui siapa pembunuhnya atau tidak ada keterangan saksi yang layak 
untuk benar-benar secara pasti mengetahui siapa pembunuhnya. 
d) Attanahud 
Tanahud merupakan ibarat dari makanan yang dikumpulkan dari para 
peserta safar yang dicampur menjadi satu. Kemudian makanan tersebut 
dibagikan pada saatnya kepada mereka, kendati mereka mendapatkan porsi 
yang berbeda-beda. 
Dalam sebuah riwayat disebutkan, “Marga Asy’ari (Asy’ariyin) ketika 
keluarganya mengalami kekurangan makanan, maka mereka mengumpulkan 
apa yang mereka miliki dalam satu kumpulan. Kemudian dibagi diantara 
mereka secara merata. Mereka adalah bagian dari kami dan kami adalah 
bagian dari mereka.” (HR. Bukhari) 
Dalam kasus ini, makanan yang diserahkan bisa jadi sama kadarnya 
atau berbeda-beda. Begitu halnya dengan makanan yang diterima, bisa jadi 
sama porsinya atau berbeda-beda.  
e) Aqd Al-Hirasah 
Yaitu kontrak pengawal keselamatan. Di dunia Islam terjadi berbagai 
kontrak antar individu, misalnya ada individu yang ingin selamat lalu ia 
membuat kontrak dengan seseorang untuk menjaga keselamatannya, dimana 
ia membayar sejumlah uang kepada pengawal, dengan konpensasi 
kemanannya akan dijaga oleh pengawal. 
f) Dhiman Khatr Thariq 
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Kontrak ini merupakan jaminan keselamatan lalu lintas. Para pedagang 
muslim pada masa lampau ingin mendapatkan perlindungan keselamatan, 
lalu ia membuat kontrak dengan orang-orang yang kuat dan berani di daerah 
rawan. Mereka membayar sejumlah uang, dan pihak lain menjaga 
keselamatan perjalanannya. 
Bentuk-bentuk muamalah di atas (Al-Aqilah, Al-Muwalah, At-
Tanahud, dsb) karena memiliki kemiripan dengan prinsip-prinsip asuransi Islam, 
oleh sebagian ulama dianggap sebagai embrio dan acuan operasional asuransi 
Islam yang dikelola secara profesional. Bedanya, sistem muamalah tersebut 
didasari atas amal tathawwu’ dan tabarru’ yang tidak berorientasi pada profit.75 
Kemudian secara syakliyah, bentuk-bentuk akad di atas memang 
memiliki kemiripan dengan asuransi, meskipun beberapa diantaranya 
dipertanyakan ‘pengakuan’ Islam terhadap akad tersebut. Seperti Al-Muwalat, 
yang sebenarnya merupakan satu sistem pewarisan dalam pola kehidupan 
jahiliyah, yang pada masa peralihan zaman permulaan Islam memang diakui. 
Namun kemudian Islam menetapkan sistim mawarisnya sendiri sehingga akad 
tersebut tidak mempunyai wujud lagi.76 
Lalu pada Aqilah, yang justru ‘pembayar premi’ tidak mendapatkan 
‘manfaat’ dari preminya tersebut, karena diperuntukkan bagi orang lain. Hal ini 
menunjukkan terdapat perbedaan syakliyah antara asuransi dengan Aqilah. Hal 
serupa juga terjadi pada akad Dhaman Khatr Tariq, dimana penjamin memberikan 
                                                 
75 Kuat Ismanto, Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam, Pustaka Pelajar, 
Ungaran, 2007. hlm. 50 
76 Ibid 
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jaminannya secara sukarela, dan tidak berdasarkan ‘premi’ yang dibayar oleh 
terjamin. 
 
11. Sejarah Asuransi Syariah Di Indonesia 
Gagasan dan pemikiran didirikannya asuransi berlandaskan syariah 
sebenarnya sudah muncul tiga tahun sebelum berdirinya takaful dan makin kuat 
setelah diresmikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Dengan 
beroperasinya Bank-bank syariah dirasakan kebutuhan akan kehadiran jasa 
asuransi yang berlandaskan syariah pula. Berdasarkan pemikiran tersebut Ikatan 
Cendekiawan Muslim se Indonesia ( ICMI ) pada tanggal 27 Juli 1993 melalui 
yayasan Abdi Bangsanya bersama Bank Muamalat Indonesia ( BMI ) dan 
perusahaan asuransi Tugu Mandiri sepakat memprakarsai pendirian asuransi 
takaful dengan menyusun Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia ( 
TEPATI ).77 
Pada tanggal 25 Agustus 1994 Asuransi Takaful Indonesia berdiri 
secara resmi. Pendirian ini dilakukan secara resmi di Puri Agung Room Hotel 
Syahid Jakarta. Izin oprasional ini diperoleh dari Departemen Keuangan melalui 
surat Keputusan Nomor : Kep-385 / KMK. 017/ 1994.78   
Pendirian asuransi yang menggunakan prinsip syariah di Indonesia 
merupakan suatu ketegasan bahwa Islam mempunyai sistem asuransi yang 
tentunya secara operasional berbeda dengan asuransi lainnya. Salah satu kiat yang  
                                                 
77 Yadi, Janwari, Asuransi Syariah, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005, hlm. 48 
78 Gemala Dewi, Aspek-aspek Op. Cit, hlm. 143 
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dikembangkan takaful adalah prinsip tolong-menolong, yaitu setiap pemegang 
polis wajib memberikan derma untuk keperluan dana tolong-menolong serta untuk 
dana pengembangan kegiatan pembinaan umat dan semua peserta disamping 
mendapatkan keuntungan pribadi, juga mendapatkan keuntungan bersama. Oleh 
karena itu, perlu diingat bahwa asuransi syariah takaful ini diawasi oleh satu 
badan atau dewan pengawas syariah seperti ada pada bank yang menggunakan 
prinsip syariah. Keberadaan dewan pengawas dimaksud dipandang mutlak untuk 
mengawasi penggunaan dan pendistribusian dana yang diperoleh serta 
mengsahkan produksi yang akan dipasarkan serta tata cara pemasaran atau 
operasional di lapangan.79    
 
12. Landasan Hukum Asuransi Syariah 
Landasan hukum asuransi syariah sebagaimana telah dikemukakan 
diatas bahwa hukum-hukum muamalah adalah bersifat terbuka, artinya Allah 
SWT dalam al-Quran hanya memberikan aturan yang bersifat garis besarnya saja 
selebihnya adalah terbuka bagi mujtahid untuk mengembangkan melalui 
pemikirannya selama tidak bertentangan dengan al-Quran dan hadist. al-Quran 
dan hadist tidak menyebutkan secara nyata apa dan bagaimana berasuransi. 
Namun bukan berarti bahwa asuransi hukumnya adalah haram karena ternyata 
dalam hukum Islam memuat substansi perasuransian secara islami. 
Hakekat asuransi secara Islami adalah saling bertanggung jawab, 
saling berkerja sama atau Bantu-membantu dan saling melindungi penderitaan 
                                                 
79 Ibid, hlm. 7 
 lxxxvii 
satu sama lain. Oleh karena itu berasuransi diperbolehkan secara syariat karena 
prinsip-prinsip dasar syariat mengajak kepada setiap sesuatu yang berangkat 
keeratan jalinan sesama manusia dan kepada sesuatu yang meringankan bencana 
mereka sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Quran Surat al-Maidah ayat ( 2 
) yang artinya ”Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebijakan dan 
takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-nya.” 
Selain itu allah SWT dalam Al Qur’an memerintahkan kepada 
hambanya untuk selalu senantiasa mempersiapkan hari esok oleh karena itu jika 
kita kaitkan dengan asuransi yang mana asuransi adalah menabung untuk 
mempersiapkan kepentingan yang mendesak ataupun kepentingan yang lebih 
besar dihari kelak. Berasuransi untuk berjaga-jaga jika suatu saat musibah itu 
datang menimpa kita (misalnya kebakaran atau kecelakaan dan sebagainya) atau 
menyiapkan diri jika tulang punggung keluarga yang mencari nafkah tidak 
produktif lagi bahkan mungkin telah meninggal dunia, maka disini diperlukan 
persiapan untuk hari esok. Allah berfirman dalam surat al Hasyer ayat 18. 
ž$pkš‰r'¯»tƒ šúïÏ%©!$# 
(#qãZtB#uä (#qà)®?$# ©!$# 
ö•ÝàZtFø9ur Ó§øÿtR $¨B ôMtB£‰s% 
7‰tóÏ9 ( (#qà)¨?$#ur ©!$# 
4 ¨bÎ) ©!$# 7Ž•Î7yz $yJÎ/ 
tbqè=yJ÷ès? ÇÊÑÈ  
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 
dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok 
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(masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui yang kamu kerjakan. 
Dari segi hukum positif saat ini asuransi syariah masih mendasarkan 
legalitasnya pada Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransi 
yang sebenarnya kurang mengakomodasi asuransi syariah di Indonesia karena 
tidak mengatur keberadaan asuransi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 
Dalam menjalankan usahanya, perusahaan asuransi dan reasuransi 
syariah masih menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah 
Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor. 21/ DSN-MUI/X/2001 tentang 
Pedoman Umum Asuransi Syariah. Fatwa tersebut dikeluarkan karena regulasi 
yang ada tidak dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan asuransi syariah. 
Fatwa dari Dewan Asuransi Syariah MUI tidak mempunyai kekuatan hukum 
dalam hokum nasional karena tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-
undangan di Indonesia. Agar ketetntuan dalam DSN MUI tersebut memiliki 
kekuatan hokum maka perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan pedoman asuransi syariah.   
Adapun peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan 
pemerintah berkaitan dengan asuransi syariah:80 
a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/ KMK. 06/ 
2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan 
Perusahaan Reasuransi. Peraturan inilah yang dapat dijadikan dasar untuk 
mendirikan asuransi syariah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 yang 
                                                 
80 Ibid, hlm. 142 
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menyebutkan bahwa “Setiap pihak dapat melakukan usaha asuransi atau 
usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariah…”. Ketentuan yang berkaitan 
dengan asuransi syariah tercantum dalam Pasal 3-4 mengenai persyaratan 
dan tata cara memperoleh izin usaha perusahaan asuransi dan perusahaan 
reasuransi dengan prinsip syariah, Pasal 32 mengenai pembukaan kantor 
cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan 
reasuransi konvensional, dan Pasal 33 mengenai pembukaan kantor cabang 
dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi 
dengan prinsip syariah. 
b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor  424/ KMK. 06/ 
2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan 
Reasuransi. Ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah tercantum 
dalam Pasal 15-18 mengenai kekayaan yang diperkenankan harus dimiliki 
dan dikuasai oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan 
prinsip syariah. 
c. Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 4499/ IK/ 
2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi 
dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah. Berdasarkan peraturan 
ini jenis investasi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi 
dengan prinsip syariah terdiri dari: 
1) Deposito dan Sertifikat deposito syariah; 
2) Sertifikat wadiah Bank Indonesia 
3) Saham syariah yang tercatat di bursa efek; 
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4) Obligasi syariah yang tercatat di bursa efek; 
5) Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah; 
6) Penyertaan langsung syariah; 
7) Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi 
8) Pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bangunan kendaraaan bermotor dan 
barang modal dengan skema murabahah ( jual beli dengan pembayaran 
ditangguhkan ); 
9) Pembayaran modal kerja dengan skema mudhorobah ( bagi hasil ) 
10) Pinjaman polis 
 
13. Jenis, Mekanisme Pengelolaan Dana dan Manfaat Asuransi Syariah 
a. Jenis Asuransi Syariah 
Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang 
Usaha Perasuransian, maka asuransi syariah atau takaful terdiri dari dua jenis 
yaitu:81  
1) Takaful Keluarga ( Asuransi jiwa ), adalah bentuk asuransi syariah yang 
memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan 
kecelakaan atas diri peserta asuransi takaful. Produk takaful keluarga 
meliputi: 
a) Takaful berencana 
b) Takaful Pembiayaan 
c) Takaful Pendidikan 
                                                 
81 Ibid, hlm. 152 
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d) Takaful berjangka 
e) Takaful dana haji 
f) Takaful kecelakaan siswa 
g) Takaful kecelakaan diri 
h) Takaful khairat keluarga 
2) Takaful Umum ( Asuransi Kerugian ), adalah bentuk asuransi syariah yang 
memberikan perlindungan financial dalam menghadpi bencana atau 
kecelakaan atas harta benda milik peserta takaful, seperti rumah bangunan 
dan sebagainya. Produk takaful umum meliputi: 
a) Takaful kendaraan bermotor 
b) Takaful kebakaran 
c) Takaful kecelakaan diri 
d) Takaful pengangkutan laut 
e) Takaful rekayasa / Enginering 
f) Dll 
b. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah 
1) Takaful Keluarga 
Pengelolaan dana asuransi syariah pada takaful keluarga terdapat dua 
macam sistem yang dipakai, yaitu sistem pengelolaan dana dengan unsur 
tabungan dan sistem pengelolaan dana tanpa unsur tabungan. Untuk aktivitas 
asuransi syariah takaful Keluarga yang tanpa unsur tabungan,mekanisme 
operasional takaful umum sebagaimana akan diterangkan kemudian. Sedangkan 
mekanisme operasional pengelolaan dana pada asuransi takaful keluarga dengan 
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unsure tabungan adalah setiap premi takaful yang telah diterima akan dimasukkan 
kedalam rekening tabungan peserta dan rekening khusus / tabarru. Rekening 
tabarru yaitu rekening yang diniatkan derma dan digunakan untuk membayar 
klaim ( manfaat takaful ) kepada ahli waris apabila ada diantara peserta yang 
ditakdirkan meninggal dunia atau mengalami musibah lainnya.82 
Premi takaful akan disatukan kedalam ‘kumpulan dana peserta yang 
selanjutnya diinvestasikan dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang 
dibenarkan secara syariah. Keuntungan yang diperoleh dari investasi itu akan 
dibagikan sesuai dengan perjanjian mudhorobah yang disepakati bersama. 
Perjanjian mudharabah adalah melekat dalam takaful oleh karena itu semua 
peserta harus setuju untuk berbagi keuntungan dari usaha dan harus yakin bahwa 
keuntungan tidak ada uang haram (The concept of the contract of al-Mudharabah, 
also inherent in takaful, prescribes that, all participants must agree to share the 
profits the undertaking and must be certain that profits, if any, are not ill-gotten 
money)83 misalnya 70% dati keuntungan untuk peserta dan 30 % untuk 
perusahaan takaful. 
Atas bagian keuntungan milik peseta 70 % akan ditambahkan ke dalam 
rekening tabungan dan rekening khusus secara proporsional. Rekening tabungan 
akan dibayarkan apabila pertanggungan berakhir atau mengundurkan diri dalam 
dalam masa pertanggungan. Sedangkan rekening khusus akan dibayarkan apabila 
peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan atau pertanggungan berakhir 
                                                 
82 Antonio Muhammad syafi’I, Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan, tazkia 
institute, Jakarta, hlm. 152. 
83 Mohd. Ma’sum Billah “ Modern Re- Discovery of Takaful (Islamic-insurance) Jornal Hukum 
Internasional 
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( jika ada ). Sedangkan bagian keuntungan milik perusahaan ( 30 % ) akan 
digunakan untuk membiayai oprasional perusahaan. Walaupun dalil yang 
langsung merujuk kepada Al Qur’an dan sunah tentang mudharabah tidak ada 
namun dalam hal ini ulama dari mazab Hanafi mengatakan bahwa Mudharabah 
diperbolehkan karena memang banyak yang membutuhkan kontrak ini. 
Sedangkan dari mazab Maliki dan syafi’I menegaskan bahwa mudharabah aslinya 
merupakan pendukung utama dalam memperluas jaringan perdagangan.84 
2) Takaful Umum 
Setiap premi takaful yang diterima akan dimasukkan ke dalam 
rekening khusus yaitu rekening yang diniatkan derma/ tabarru dan digunakan 
untuk membayar klaim kepada peserta apabila terjadi musibah atas harta benda 
atau peserta itu sendiri. 
Premi takaful akan dikelompokkan ke dalam “kumpulan dana peserta” 
untuk kemudian diinvestasikan ke dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang 
dibenarkan secara syariah. Keuntungan investasi yang diperoleh akan dimasukkan 
ke dalam kumpulan dana peserta untuk kemudian dikurangi “bebas asuransi’ ( 
klaim, premi asuransi ). Bila terdapat kelebihan sisa akan dibagikan menurut 
prinsip mudhorobah. Bagian keuntungan milik peserta akan dikembalikan kepada 
peserta yang tidak mengalami musibah sesuai dengan penyertaannya. Sedangkan 
bagian keuntungan yang diterima perusahaan akan digunakan untuk membiayai 
operasional perusahaan 
c. Manfaat Asuransi syariah 
                                                 
84 Muhammad Syakir Sula,AAIJ, FIIS “ Asuransi syariah “ Konsep dan system operasional. Gema 
Insani. Jakarta 2004 . hlm 331 
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1) Takaful Keluarga 
Pada takaful keluarga ada tiga scenario manfaat yang diterima peserta 
yaitu klaim takful akan dibayarkan kepada peserta takaful apabila:85 
a) Peserta meninggal dunia dalam masa pertangungan ( sebelum jatuh tempo ), 
dalam hal ini maka ahli warisnya akan menerima: 
1. Pembayaran klaim sebesar jumlah angsuran premi yang telah disetorkan 
dalam rekening peserta di tambah dengan bagian keuntungan dari hasil 
investasi. 
2. Sisa saldo angsuran premi yang seharusnya dilunasi dihitung dari 
tanggal meninggalnya sampai dengan saat selesai masa 
pertanggungannya. Dana untuk maksud ini diambil dari rekening 
khusus/ tabarru para peserta yang memang disediakan untuk itu.    
b) Peserta masih hidup sampai selesainya masa pertanggungan. Dalam hal ini 
peserta yang bersangkutan akan menerima: 
1. seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke dalam rekening peserta 
ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi 
2. kelebihan dari rekening khusus / tabarru’ peserta apabila setelah 
dikurangi biaya operasional perusahaan dan pembayaran klaim masih 
ada kelebihan. 
c) Peserta mengundurkan diri sebelum masa pertanggungan selesai. Dalam hal 
ini peserta yang bersangkutan tetap akan menerima seluruh angsuran premi 
                                                 
85 Gemala Dewi, Aspek-aspek Op. Cit, hlm. 156 
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yang telah disetorkan ke dalam rekening peserta ditambah bagian dari hasil 
keuntungan investasi. 
2) Takaful Umum 
Klaim takaful akan dibayarkan kepada peserta yang mengalami 
musibah yang menimbulkan kerugian harta bendanya sesuai dengan perhitungan 
kerugian yang wajar. Dana pembayaran klaim takaful diambil dari kumpulan 
pembayaran premi peserta. 
Baik takaful keluarga maupun takaful umum keuntungan yang 
diperoleh dari hasil investasi dana rekening peserta pada takaful keluarga dan 
dana kumpulan premi setelah dikurangi biaya operasional perusahaan pada takaful 
umum dibagikan kepada perusahaan dan peserta takaful yang telah disepakati 
sebelumnya. 
 
14. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional 
Dibandingkan asuransi konvensional asuransi syariah memiliki 
perbedaan mendasar dalam beberapa hal yaitu:86 
a. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi syariah 
merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam mengawasi 
manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan 
dengan syariat islam. 
b. Prinsip akad asuransi syariah adalah takaful ( tolong menolong ), yaitu 
nasabah yang satu menolong nasabah yang tengah mengalami kesulitan. 
                                                 
86 Heri sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah deskripsi dan ilustrasi, Ctk. 
Pertama, ekonisia, Yogyakarta, hlm. 104 
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Sedangkan akad asuransi konvensional bersifat tabaduli ( jual beli antara 
nasabah dengan perusahaan ). 
c. Dana terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah ( premi ) 
diinvestasikan berdasarkan syariah dengan system bagi hasil ( mudhorobah 
). Sedangkan pada asuransi konvensional, investasi dana dilakukan pada 
sembarang sector dengan system bunga. 
d. Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. 
Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. 
Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan 
perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan 
pengelolaan dana tersebut. 
e. Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah, dana diambil dari rekening 
tabarru ( dana sosial ) seluruh peserta yang sudah diikhlaskan untuk 
keperluan tolong menolong bila ada peserta yang terkena musibah. 
Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim dari 
rekening milik perusahaan. 
f. Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan 
perusahaan selaku pengelola dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam 
asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. 
Jika ada klaim nasabah tak memperoleh apa-apa. 
Perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah dapat 
ditunjukkan dalam table dibawah ini: 
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Keterangan Asuransi Syariah Asuransi Konvensional 
Pengawas Dewan  
Syariah 
Adanya DewaPengawas 
Syariah fungsinya untuk 
mengawasi produk yang 
di pasarkan dan investasi 
dana 
 
Tidak ada 
Akad Tolong-menolong  
( takaful ) 
Jual beli 
Investasi Dana Dana terkumpul dari 
 Nasabah perusahaan 
asuransi syariah (premi) 
diinvestasikan 
berdasarkan syariah 
dengan system bagi hasil 
( mudhorobah ) 
Investasi dana 
berdasarkan bunga 
Kepemilikan Dana Dana yang terkumpul 
dari nasabah ( premi ) 
merupakan milik peserta. 
Perusahaan hanya 
sebagai pemegang 
amanah untuk mengelola 
Dana yang terkumpul 
dari nasabah ( premi ) 
menjadi milik perusahaan 
sehingga perusahaan 
bebas menentukan 
investasinya. 
Pembayaran Klaim Dari rekening tabarru ( 
dana kebijakan ) seluruh 
peserta yang sejak awal 
sudah diikhlaskan oleh 
peserta untuk 
kepentingan tolong 
menolong bila terjadi 
musibah 
Dari rekening dana 
perusahaan 
Keuntungan ( Profit ) Dibagi anatara 
perusahaan dengan 
peserta sesuai dengan 
prinsip bagi hasil 
Seluruhnya menjadi milik 
perusahaan 
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B     Kerangka Berpikir 
Berangkat dari kandungan  Al Qur’an surat Al Maidah ayat (2), 
peneliti menguraikan dalam tesis ini tentang implementasi asuransi syariah pada 
kantor cabang Surakarta. 
Asuransi syariah sebagaimana asuransi yang lain adalah sebagai 
lembaga keuangan non bank, namun asuransi syariah dalam leteratur keislaman 
lebih banyak berenuansa social dari pada berenuansa ekonomi atau profit oriented 
(keuntungan bisnis) . Hal ini dikarenakan oleh aspek tolong-menolong yang 
menjadi dasar utama dalam menegakkan praktik asuransi dalam islam. Dengan 
Undang-undang nomor : 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian di Indonesia 
yang pelaksanaanya atau implementasinya berpedoman pada Fatwa DSN Nomor : 
21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, maka asuransi 
syariah Takaful Surakarta dalam menjalankan kegiatan berasuransi guna 
menunjang dan meningkatkan tarap ekonominya dengan berdasarkan prinsip-
prinsip syaraiah yakni dengan menghapuskan unsure-unsur maysir 
(perjudian,untung-untungan), ghoror (ketidak jelasan, kepastian) dan riba (bunga). 
Menurut peneliti , Asuransi Syariah Takaful Surakarta telah melaksanakan 
kegiatanya berpedoman dengan fatwa DSN Nomor : 21/DSN-MUI/X/2001, 
Namun masih ada dua hal yang belum sesuai, karena ternyata masih banyak 
kendala-kendala yang ditemui sehingga untuk kedepanya perlu adanya solusi agar 
supaya pelaksanaan asuransi syariah cabang Surakarta bisa berjalan lebih efektif . 
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Untuk lebih jelasnya kerangka berfikir dapat dilukiskan dalam bagan sebagai 
berikut:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HAMBATAN –HAMBATAN 
 
 
 
 
USAHA KEDEPAN ASURANSI 
SYARIAH CABANG SURAKARTA 
 
 
 
LEMBAGANYA 
 
SUBSTANSINYA 
 
BUDAYANYA 
 
LEMBAGANYA 
 
SUBSTANSINYA 
 
BUDAYANYA 
UNDANG- UNDANG NO. 2 TAHUN 1992 
TENTANG USAHA PERASURANSIAN INDONESIA 
 
DSN. NO. 21/DSN-MUI/X/2001 
ANSURANSI SYARIAH CABANG SURAKARTA 
AL QURAN 
AL MAIDAH AYAT 2 
1. KOODINATOR 
2. ADMINISTRASI 
3. OPERASIONAL CABANG 
4. KOLEKTOR 
5. AGEN 
PELAKSANA 
 c 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis Penelitian 
Penelitian ( research ) sesuai dengan tujuannya dapat didefinisikan 
sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu 
pengetahuan. Usaha dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. 
Pelajaran yang memperbincangkan metode-metode ilmiah untuk penelitian 
disebut metodelogi penelitian. 
Untuk mengkaji hukum tentunya harus memperhatikan 5 ( lima ) 
konsep hukum yang menurut Soetandyo Wignyosoebroto seperti dikutip Setiono. 
Konsep hukum adalah sebagai berikut;87 
1. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku 
universal; 
2. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan 
hukum nasional; 
3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim inconcreto dan 
tersistematisasi sebagai jugde made law;  
4. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai 
variable sosial yang empirik 
5. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial 
sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. 
                                                 
87 Setiono, Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum, Program Studi Ilmu Hukum 
Pasca Sarjana UNS, Surakarta, 2005, hlm. 20. 
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Dalam Penulisan tesis ini, peneliti menggunakan konsep hukum yang 
ke 5 ( lima ), dimana hukum disini dikonsepkan bukan sebagai rules tetapi sebagai 
regularities yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam alam 
pengalaman. Di sini hukum adalah tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi 
manusia secara actual dan potensial akan terpola. Karena setiap perilaku atau aksi 
itu merupakan suatu realita sosial yang terjadi dalam alam pengalaman indrawi 
dan empirisme. 
 Penelitian ini termasuk penelitian sosiologi atau Non Doktrinal  atau 
penelitian Hukum Sosiologis. Sifat penelitian ini adalah diskriptif kualitatif yaitu 
suatu penelitian yang bertujuan mendiskripsikan kegiatan asuransi syariah cabang 
surakarta. Pendekatan yang dipakai pendekatan interksional mikro dengan 
pendekatan analisis kualitatif sehingga penelitian ini adalah kajian keilmuan 
dengan maksud hanya hendak mempelajari saja  dan bukan hendak mengajarkan 
sesuatu doktrin.88 
 
B. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Cabang Asuransi 
Syariah Surakarta. 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Jenis data dalam penelitian ini meliputi: 
                                                 
88 Burhan Arshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1996,  hlm. 33-34. 
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a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan 
melalui wawancara dengan informan kunci 
b. Data sekunder, yaitu informasi atau keterangan-keterangan yang 
diperoleh melalui kepustakaan, buku jurnal bahan-bahan dokumenter, 
tulisan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya.  
2. Sumber Data 
a. Sumber Primer 
Sumber data ini didapatkan langsung  melalui wawancara dengan 
pelaksana asuransi syariah cabang Surakarta yaitu : Fitroh sebagai 
coordinator administrasi, Bambang Andri Wibowo,S Com sebagai 
Operasional cabang, Wahyu Purnomo,SH sebagai kolektor dan Tri Sarno 
sebagai urusan umum. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder mencakup:  
1) Bahan hukum primer, yaitu Peraturan / Perundang-undangan dalam 
penelitian ini terutama Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang 
Asuransi dan reasuransi, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21 / 
DSN-MUI / 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi syariah  
2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya 
dengan bahan hukum primer dan dapat membantu analisis data dan 
membantu pemahaman terhadap bahan hukum primer, berupa journal, 
referensi, dan hasil penelitian yang relevan 
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3) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan informasi 
tentang badan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum 
tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Umum Bahasa Indonesia dan 
Kamus Bahasa Inggris. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
a. Interview / wawancara 
Menurut Gorys Keraf, wawancara adalah suatu cara untuk 
mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada 
seorang informan atau seorang autoritas ( seorang ahli atau yang 
berwenang dalam suatu masalah ).89  
Dalam hal ini peneliti bertanya langsung kepada coordinator pelaksana 
asuransi syariah cabang surakarta yang bernama Bapak Fitroh sebagai 
berikut : 
Bapak Fitroh ; Bagaimanakah pelaksanaan asuransi syariah pada kantor 
cabang surakarta ? 
Jawab : Untuk menjalankan asuransi syariah pada kantor cabang 
Surakarta kami berpedoman fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 
Berapakah jumlah pegawai pada kantor cabang Asuransi syariah 
surakarta ? 
Jawab : Jumlah pegawainya ada 4 dan dibantu oleh 77 agen 
Berapakah peserta asuransi syariah cabang surakarta ? 
                                                 
89 Gorys Keraf, Komposisi, Ctk. Keenam, Nusa Indah, Jakarta, 1979, hlm. 161. 
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Jawab : Peserta yang dari perorangan sebanyak 330 peserta, dari 
lembaga ada 34 lembaga dan dari perbankan terdiri BMT dan Koperasi 
ada 110 buah yang masing-masing lembaga dan perbankan mempunyai 
pesert sebanyak 25 peserta. 
Bagian penting apa yangharus ada dalam kegiatan asuransi syariah 
Surakarta ? 
Bagian yang dan harus ada dalam kegiatan asuransi syariah dan yang 
menntukan asuransi yang diambil adalah akad, karena akad  disini akan 
membedakan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Akad 
dalam asuransi syariah adalah akad yang sesuai dengan syariah artinya 
yang terhindar dari : ghoror, maysir,riba dan rizwah 
Ada berpa macam akad yang dijalankan ? 
Ada dua macam akad yaitu akad tijaroh yang bertujuan komersial dan 
akad tabaru’ yang bertujuan kebaikan.90 
b. Study Kepustakaan 
Study kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara 
melakukan studi terhadap data sekunder, dengan pendekatan masalah 
yang hanya bersifat yuridis atau normatif. Metode yang digunakan 
misalnya hanya melakukan pengamatan terhadap buku-buku 
kepustakaan, surat-surat penting, surat-surat resmi, keputusan ( legislatif, 
                                                 
90 Wawancara dengan coordinator adiministrasi asurasnsi syariah cabang surakarta bapak Fitroh 
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yudikatif dan eksekutif), uraian-uraian dalam majalah, surat-surat kabar, 
buletin dan sebagainya.91  
 
E. Teknik Analisis Data 
Pemilihan rancangan analisis dan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan analisis kualitatif dengan pola berpikir deduktif dan induktif. 
Induktif secara kombinasi yang didasarkan pada tiga komponen utama. 
Menurut Miles, mattew B&A Michael Huberman, bahwa ketiga 
komponen pokok tersebut meliputi: reduksi data ( data reduction ), penyajian data 
( data display ) dan penarikan kesimpulan ( verifikasi ). Data reduksi merupakan 
proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data ( kasar ) yang ada 
dalam Filed Note. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan riset, 
bahkan dimulai sebelum prose pengumpulan data data dilakukan. Penyajian data 
adalah satu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset 
dapat dilakukan. 
Proses analisis data  penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan 
model analisis mengalir dan interkatif. Model analisis mengalir berarti melakukan 
analisis dengan menjalin secara pararel ketiga komponenanalisis itu secara 
terpadu baik sebelum mengumpulkan data, pada waktu mengumpulkan data. 
Sedangkan aktivitas ketiga komponen itu interaksi dengan proses pengumpulan 
data sebagai proses siklus.  
                                                 
91 Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan kertas kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Ctk. 
Pertana, CV. Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 65   
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Menurut Miles dan Huberman, ketiga komponen tersebut adalah 
Reduksi Data, Sajian data dan penarikan atau kesimpulan atau verifikasi. 
Analisis Data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :   
a.     Reduksi Data 
reduksi adalah bagian-bagian analisis, berbentuk mempertegas , 
memperpendek, membuat focus, membuang hal-hal yang tidak penting dan 
mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. Menurut 
HB Sutopo, reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan 
dan abstraksi data dari field not. Proses ini berlangsung sejak awal penelitian, dan 
pada saat pengumpulan data. Reduksi dapat dilakukan dengan membuat 
singkatan, coding, memusatkan tema, menulis memo dan menentukan batas-batas 
permasalahan, Menurut Mathew B Miles dan Micahel Huberman, reduksi data 
dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi dan kasar yang muncul dari 
catatan-catatan  tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis 
yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu 
dan  mengorganisasikan data .dengan cara demikian ini sehingga kesimpulan-
kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diferifikasi.92 
b. Penyajian Data 
          Penyajian data sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan 
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.  
                                                 
92 Tjejep Rohendi Rohidi, Hukum dan Penelitian Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, 
Bandung,1992.hlm. 16 
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Penyajian-penyajian yang lebih merupakan suatu cara yang utama bagi analisis 
kualitatif yang valid.93 
           Sajian data sebaik-baiknya berbentuk tabel, gambar, matrik, jaringan kerja 
dan kaitan kegiatan, sehingga memudahkan peneliti untuk mengambil 
kesimpulan. Peneliti diharapkan dari awal dapat memahami arti berbagai hal yang 
ditemukan sejak awal penelitian, dengan demikian dapat menarik kesimpulan 
yang terus dikaji dan dsiperiksa seiring dengan perkembangan penelitian yang 
dilakukan secara bersamaan merupakan model analisis mengalir 9flow model 
analysis) . Metode analisis inilah yang digunakan dalam penelitian ini. Reduksi 
data dilakukan sejak proses sebelum pengumpulan data yang belum dilakukan , 
diteruskan pada waktu pengumpulan data dan bersamaan dengan duia komponen 
yang lain. Tiga komponen tersebut masih mengalir dan tetap saling menjalin pada 
waktukeguiatan pengumpulan data sudah berakhir sampai dengan proses 
penulisan penelitian selesai.94 
c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 
                Kesimpulan merupakan sebagian dari suatu konfigurasi yang utuh. 
Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian langsung. Berkaitan 
dengan penarikan kesimpulan tersebut, penerapan metode pada penelitian ini 
adalah untuk mengungkap lebenaran dan memahaminya.  
 
 
 
                                                 
93 Ibid, hlm 17 
94 HB Soetopo, Metode Penelitian Kualitatif, UNS Press, Surakarta, 2002, hlm 14 
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Gambar 3 : Bagan Model Analisis Interaktif 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
1. Implementasi Asuransi Syariah menurut fatwa DSN Nomor : 21/DSN – 
MUI/X/2001     
Dalam rangka menyongsong masa depan dan upaya mengantisipasi 
kemungkinan terjadinya resiko dalam kehidupan ekonomi  yang akan dihadapi, 
perlu dipersiapkan sejumlah dana yang salah satunya adalah dengan jalan 
berasuransi, maka DSN dengan fatwanya Nomor : 21/DSN –MUI/X/2001 
memberikan pedoman berasuransi sebagai berikut :   
Pertama : Ketentuan umum 
i. Asuransi syariah ( Ta’min, Takaful atau Tadhamun ) adalah usaha saling 
melindungi  dan tolong-menolong diantara sejumlah orang / pihak melalui 
investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru’ yang memberikan pola 
pengembalian untuk menghadapi nresiko tertentu melalui akad ( perikatan )  
yang sesuai dengan syariah. 
ii. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point 1  adalah yang tidak 
mengandung ghoror ( ketidakjelasan ), maisir ( perjudian ), riba, zhulm ( 
penganiayaan ), risywah ( suap ), barang haram dan maksiat. 
iii.Akad tijaroh   adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. 
iv.Akad tabarru’  adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan 
kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. 
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v.Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada 
perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. 
vi.Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi 
sesuai dengan kesepakatan dalam akad. 
Kedua : Akad dalam asuransi  
1. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad 
tijaroh dan atau akad tabarru’  . 
2. Akad tijaroh  yang dimaksud  dalam ayat (1) adalah mudharobah . 
sedangkan akad tabarru’   adalah hibah. 
3. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan : 
a. hak dan kewajiban peserta dan perusahaan. 
b.Cara dan waktu pembayaran premi. 
c. Jenis akad tijaroh dan atau akad tabarru’ serta syarat-syarat yang 
disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan. 
Ketiga  : Kedudukan para pihak dalam akad Tijaroh dan Tabarru’ 
1. Dalam akad tijaroh (mudharogah) perusahaan bertindak sebagai mudharib  
(pengelola) dan peserta bertindak sebagai shohibul mal (pemegang polis).  
2.  Dalam akad tabarru’ (hibah) ,peserta memberikan hibah yang akan 
digunakanuntuk menolong peserta lain yang terekena musibah, sedangkan 
perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah’  
Keempat : Ketentuan dalam Akad Tijaroh & Tabarru’. 
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1. Jenis akad tijaroh dapat diubah menjadi jenis akad tanbarru’ bila yang 
btertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan 
kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibanya. 
2. Jenis akad tabarru’ tidak dapat diubah menjadi jenis akad tijaroh dan 
Tabarru 
Kelima: Jenis Asurransi dan Akadnya 
1. Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan 
asuransi jiwa 
2. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah mudharabah dan 
hibah. 
Keenam: Premi 
1. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad tijarah dan jenis tabarru’ 
2. untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat 
menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan 
tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan 
unsur riba dalam perhitungannya 
3. premi yang berasal dari jenis akad mudhorobah dapat diinvestasikan dan 
hasil investasinya dibagi-bagikan kepada peserta 
4. premi yang berasal dari jenis akad tabarru’ dapat diinvestasikan. 
Ketujuh: Klaim 
1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian 
2. klaim dapat berbeda dalam jumlah sesuai dengan premi yang dibayarkan 
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3. klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta dan merupakan 
kewajiban perusahaan untuk memenuhinya 
4. klaim atas akad tabarru’ merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban 
perusahaan sebatas yang disepakati dalam akad. 
Kedelapan: Investasi 
1. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana 
yang terkumpul 
2. investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah 
Kesembilan: Reasuransi 
Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasurani 
yang berlandaskan prinsip syariah 
Kesepuluh: Pengelolaan  
1. Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga 
yang berfungsi sebagai pemegang amanah 
2. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana 
yang terkumpul atas dasar akad tijarah ( mudharabah ) 
3. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh ujrah ( fee ) dari pengelolaan 
dana akad tabarru’ ( hibah ) 
Kesebelas: Ketentuan Tambahan 
1. Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh 
DPS 
2. Jika salah satu pihak tidak menuaikan kewajibannya atau jika terjadi 
perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui 
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Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 
musyawarah 
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggai ditetapkan, dengan ketentuan jika 
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 
disempurnakan sebagaimana mestinya. 
Sebelum penulis menguraikan tentang hasil penelitian pada Asuransi 
Syariah Takaful Surakarta, disini penulis terlebih dahulu menyampaikan tentang 
profil kantor cabang Asuransi Syariah Takaful Surakarta, Lembaga ini sebuah PT 
Asuransi Syariah Takaful yang berkantor di jantung kota Surakarta yang tepatnya 
di jalan Slamet Riyadi Nomor 231 Surakarta, lembaga ini berdiri pada tanggal 1 
Juni 1995 dan diresmikan pada tanggal 2 Juni 1995 oleh Prof DR. Ing BJ Habibi 
yang menteri riset dan tehnologi pada masa itu dengan persetujuan berdirinya oleh 
Menteri Kehakima Republik Indonesia Nomor : 02-9583.HT,01.01.Th.94 Tanggal 
22 Juni 1994 Izin Menteri Keuangan republik Indonesia Nomor : 
385/KMK.017/1994 tertanggal 4 Agustus 1994. Pada Kantor Asuransi Syariah 
Takaful Surakarta dengan susunan organisasi Fitroh sebagai coordinator 
administrasi, Bambang andri Wibowo, SCom, sebagai Oprasional cabang , 
Wahyu Purnomo,SH sebagai Kolektor dan Tri Sarno sebagai urusan umum 
disamping itu ada agen yang terdiri dari 77 pegawai. 
Kantor Asuransi Syariah Takaful Surakarta mempunyai peserta 
asuransi terdiri dari perorangan dan lembaga adapun yang dari perorangan ada 
330 peserta dan yang dari lembaga terdiri dari 34 lembaga dan dari perbankan, 
BMT dan Koperasi terdiri 110 buah yang masing-masing lembaga, perbanklan 
 cxiv 
mempunyai peserta paling sedikit 25 peserta. Selanjutnya penulis uraikan tentang 
kegiatan Asuransi Syariah Takaful di Kantor Surakarta.  
Dari segi ekonomi asuransi adalah sarana untuk mendapatkan 
kepastian untuk menjamin atas harta benda dan atau jiwa sebagai upaya 
menghindari atau membebaskan suatu resiko,kerugian atau ketidak untungan yang 
diharapkan dengan cara mengalihkan atau membagikan resiko kepada pihak lain 
atas suatu kerugian yang tidak pasti atau kerugian yang mungkin akan diderita  
Tujuan asuransi pada dasarnya adalah mengalihkan resiko yang 
ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan kepada orang lain 
yang bersedia mengambil resiko itu dengan mengganti kerugian yang didritanya 
.pihak yang bersedia menerima resiko itu disebut Penanggung  ( insurer ), ia 
melakukan itu tentu saja bukan karena kemanusiaan saja akan tetapi karena 
memang ada celah-celah untuk mendapatkan keuntungan dengan jalan 
tertanggung membayar premi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam awal 
perjanjian, dalam permasalahan ini akan timbul untung-untungan untuk yang 
untung adalah penanggung dalam hal ini adalah perusahaan asuransi atau 
tertanggung sebagai peserta asuransi tinggal melihat apa yang terjadi .setelah 
adanya perjanjian yang dibuat, dalam perjanjian asuransi yang dalam hal ini 
adalah asuransi konvensional. 
Kalau dilihat dari jalannya asuransi tersebut ternyata terdapat beberapa 
hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama islam, maka dengan fatwanya MUI 
memberikan pedoman berasuransi yang tidak mengandung unsur-unsur yang 
dilarang agama islam dengan fatwa DSN No 21/MUI/2001 dalam fatwa tersebut 
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dijelaskan bagaimana berasuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam 
atau dikenal dengan prinsip-prinsip syariah. 
Adapun pengertian asuransi syariah sebagaimana yang tercantum 
dalam fatwa DSN No 21/MUi/2001 adalah sebagai berikut : 
“ asuransi syariah ( ta’min,Takaful atau Tadhamun ) adalah usaha-usaha saling 
melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui 
investasi dalam bentuk asetdan atau Tabar’ yang memberikan pola 
pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad ( perikatan ) yang 
sesuai dengan syariah “ 
Dalam melaksanakan kegiatan usahanya Asuransi Syariah Takaful 
Surakarta menerapkan suatu akad  atau suatu perjanjian yang isinya menyangkut 
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, dengan dibuatnya akad tersebut, maka 
terjadilah kegiatan atau usaha bersama antara peserta asuransi dengan perusahaan 
asuransi. Akad merupakan bagian yang paling penting dalam berasuransi karena 
dalam akad inilah letak yang membedakan antara kegiatan asuransi syariah 
dengan asuransi konvensional. Selanjutnya disini akan peneliti sajikan hasil 
penelitian terhadap Cabang Asuransi Syariah Takaful Surakarta berupa 
wawancara dengan petugas yang ditunjuk oleh Kepala Asuransi Syariah Surakarta 
dengan haasil sebagai berikut : 
1) Pengertian asuransi syariah adalah Ta’min, Takaful atau Tadhamun adalah 
usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang / 
pihak melalui investasi  dalam bentuk aset dan atau tabaru’ yang 
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memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui 
akad ( perikatan )   yang sesuai dengan syariah . 
2) Akad yang sesuai dengan syariah adalah akad yang sesuai   dengan ajaran 
agama islam   yaitu akad tersebut terhindar dari: Ghoror, Maysir, Riba dan 
Riswah atau suap. akad ada dua yaitu akad tijaroh adalah akad yang 
bertujuan komersial dan kedua adalah akad tabaru’ yaitu akad yang tujuanya 
untuk kebaikan . Disini akad dibuat oleh lembaga asuransi dengan ketentuan  
yang telah ditetapkan oleh lembaga, jadi peserta tinggal pilih kalau setuju 
dengan isi akad yang telah dibuat oleh lembaga bisa masuk menjadi peserta 
namun kalu tidak setuju dengan isi akadnya , akad tersebut tidak bisa 
dirubah. 
Adapun akad yang sesuai dengan operasional kantor cabang Asuransi 
Syariah Takaful di surakarta adalah sebagai berikut: 
1. Akad Antara Sesama Peserta Risk-Sharing Based ( Ta’awuni ) 
Yaitu akad dimana antara sesama peserta bertabarru’ untuk saling 
memikul resiko bila salah satu atau lebih tertimpa musibah Catatan : Bahwa 
peserta bertabarru’ kepada sesama peserta, dan bukan bertabarru’ kepada 
perusahaan asuransi syariah. Model dari akad ini adalah Ta’awuni : 
Tabarru’, Hibah,  
2. Akad Antara Peserta Dengan Perusahaan 
Yaitu akad antara (kumpulan) peserta dengan Takaful adalah dengan 
akad tijari. Dan oleh karenanya Takaful diperkenankan mengambil 
keuntungan dari akad tersebut. Dalam hubungan seperti ini dapat juga 
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digunakan akad wakalah bil ujrah, ijarah, mudharabah musytarakah dsb. 
Dalam akad ini Takaful bertindak sebagai operator/ wakil untuk mengelola 
resiko nasabah. 
3. Akad dalam menginvestasikan dana peserta ( Takaful dengan 
Nasabah/Perwakilan Nasabah ) 
Dana peserta diinvestasikan oleh Takaful dalam investasi yang sesuai 
dengan syariah dengan skim mudharabah / mudharabah musytarakah. Hasil 
dari investasi tersebut dibagi berdasarkan akad yang digunakan. Model yang 
digunakan adalah mudharabah dengan bagi hasil, wakalah dengan fee / ujrah 
dan mudharabah musytarakah. 
Hubungan akad dalam asuransi syariah adalah sebagai berikut: 
1. Akad Tabarru’ 
Akad tabarru’ merupakan akad dalam memindahkan kepemilikan harta/ dana 
seseorang kepada orang lain, melalui cara hibah/ derma/ shadaqah. 
Dalam akad tabarru’ ini tidak disyaratkan adanya qabul dari penerima 
hibah. Namun cukup hanya dengan ijab saja dari si pemberi, maka 
harta / dana yang ditabarru’kan telah berpindah kepemilikannya 
kepada penerima/ yang diakadkan. Tabarru’ secara bahasa berarti 
bersedekah atau berderma. Tabarru secara hukum fiqhiyah masuk ke 
dalam kategori akad hibah.  
2. Akad Mudharabah 
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Mudharabah berasal dari kata “dharb” yang berarti memukul atau 
berjalan. Yang dimaksud adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam 
menjalankan usaha. 
Kerjasama dilakukan antara pihak pertama, yaitu shahibul maal (pemilik modal) 
dengan menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak kedua yaitu 
mudharib (penguasaha) bertindak sebagai pengelola yang melakukan suatu usaha 
yang disepakati bersama, missal proyek pembuatan rumah, jembatan, jalan dsb. 
Ketika proyek ini mendatangkan hasil atau keuntungan, maka dibagi antara 
shahibul maal (pemilik modal) dengan mudharib ( pengusaha ) sesuai dengan 
nisbah yang disepakati bersama dalam akad. 
3. Akad Mudharabah Musytarakah 
Perbedaan antara mudharabah dengan mudharabah muystarakah 
hanyalah terletak pada “kesertaan modal” mudharib pada proyek yang dikerjakan. 
Dalam akad ini mudharib ( penguasaha ) selain berfungsi sebagai pengusaha, ia 
juga berfungsi sebagai shahibul maal ke 2, karena turut berkontribusi dalam 
kepesertaan dana. Sehingga dalam akad ini terdapat 1. Shahibul Maal pertama, 2 
Mudharib, sekaligus sebagai shahibul maal ke 2. 
Misalnya terdapat proyek pembangunan rumah dengan modal Rp. 80 
juta. Kemudian mudharib menyertakan dananya sebesar Rp. 20 juta. Setelah 
proyek selesai dan terjuallah rumah tersebut dengan harga 120 juta. Maka 
sebelum hasilnya dinisbahkan antara shahibul maal dengan mudharib, terlebih 
dahulu dibagi keuntungan tersebut atas dasar kepesertaan dana masing-masing 
20% milik shahibul maal 2 (Rp. 4.juta) dan 80%nya ( Rp16 juta ) milik bersama, 
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yang kemudian dinisbahkan sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. (Misal 60 
; 40) 
4. Akad Wakalah Bil Ujrah 
Seorang ingin melakukan sebuah pekerjaan, yaitu proyek A. Namun 
dikarenakan keterbatasannya, ia tidak mampu melaukannya sendiri, sehingga ia 
mewakilkan kepada pihak lain untuk melakukan proyeknya tersebut. Pihak lain 
yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut menerima pekerjaan itu, dan 
berfungsi sebagai wakil dari pihak pertama. Dan oleh karenanya ia berhak 
mendapatkan ujrah/ fee. 
 Dalam hal ini, orang yang mewakilkan disebut muwakil, sedangkan 
orang yang menerima pekerjaan tersebut adalah wakil, sedang pekerjaannya 
adalah taukil. 
Secara bahasa, wakalah berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat 
kepada seseorang. Sedangkan menurut istilah, wakalah adalah : 
a) Penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu.  
b) Pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal 
yang diwakilkan. 
Perjanjian pemberian kepercayaan dan hak dari lembaga/ seseorang kepada pihak 
lain sebagai Wakil dalam melaksanakan urusan tertentu 
3) Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana 
kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. 
4) Kedudukan dalam akad tijaroh ( mudharobah ) perusahaan bertindak 
sebagai mudharib ( pengelola ) dan pesert bertindak sebagai shohibul mal 
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atau pemegag polis dalam akad tabaru’ ( hibah ) peserta memberikan hibah 
yang digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, 
sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah. 
5) Ketentuan dalam akad tijaroh dapat berubah menjadi akad tabaru’ dan dari 
akad tabaru’ tidak dapat dirubah   menjadi akad tijaroh. 
6) Pada asuransi syariah Surakarta terdapat atau menjalankan dua jenis asuransi 
yaitu asuransi jiwa dan asuransi kerugian Adapun cara pengelolaan premi 
yang dibayar kan oleh peserta yang dengan akad tijaroh.diinvestasikan dan 
hasil investasi dibagikan kepada peserta dan premi yang berasal dari dana 
tabaru’ dapat juga diinvestasikan ,namun hasilnya tidak dibagikan kepada 
peserta akan tetapi dikembalikan kepada tabaru’ untuk kebajikan. 
7) Klaim adalah kewajiban perusaan untuk membayar dana kepada peswerta 
yang telah dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal 
perjanjian yang besarnya sesuai dengan premi yang dibayarkan, dikurangi 
biaya-biaya serta ditambah keuntungan apabila ada Klaim atas akad tijaroh 
sepenuhnya merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya. Klaim 
atas akad tabaru’merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban 
perusahaan sebatasyang disepakati. 
8) Ketika dana sudah terkumpul, perusahaan asuransi berkewajiban untuk 
menginvestasikan dana yang sudah terkumpul dengan secara syariah. Dari 
hasil investasi mudharobah, perusahaan mendapatkan hak yang besar 
kecilnya disesuaikan dengan akad sedangkan dalam dana tabaru’   
perusahaan hanya mendapatkan fee saja. Namun dalam menginvestasikan 
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dana yang telah terkumpul tersebut, peserta tidak mengetahui bagaimana 
dana atau premi tersebut diinvestasikan . 
9) Dalam melaksanakan asuransi syariah ini perusahaan asuransi Surakarta 
diawasi oleh DPS ( Dewan Pengawas syariah ). 
10) Apabila terjadi suatu masalah perusahaan asuransi akan menyelesaikan 
secara musyawarah dan jika tidak terjadi mufakat akan duiselesaikan 
melalui lembaga Badan Arbitrasi Syariah Nasional ( BASYARNAS )  
2. Kendala-kendala yang ditemuui dalam Implementasi Asuransi Syariah 
Takaful di Kantor Cabang Surakarta  
Indonesia sebagai negara hukum menganut aliran positivisme yuridis 
yang menyatakan bahwa yang dapat diterima sebagai hukum yang sebenar-
benarnya hanyalah yang telah ditentukan secara positif oleh negara. Hukum hanya 
berlaku karena hukum itu mendapatkan bentuk positifnya dari suatu instansi yang 
berwenang ( negara ). Norma-norma kritis yang ada hubungannya dengan rasa 
keadilan dalam hati nurani manusia sering kali tidak mempunyai tempat dalam 
sistem sosiologi ini. Keberadaan hokum ditengah-tengah kehidupan masyarakat, 
dengan demikian tidak bebas nilai, tidak bebas kepentingan, dan tidak bebas 
kekuasaan. Hukum senantiasa dipenuhi dan diliputi dengan nilai-nilai tertentu 
sesuai dengan kehendak pembuatnya ( negara ). 
Hukum Islam, meskipun mengandung unsur normatif yang mengikat 
dan memaksa setiap orang yang mengaku”Muslim” untuk menjalankannya sesuai 
dengan perintah syari’, kenyataannya dalam konteks hukum negara masih bersifat 
ius constintuendum ( hukum yang dicita-citakan ) sehingga belum berlaku dan 
 cxxii 
mengikat seluruh warga negara, yang pelaksanaannya dapat melibatkan negara. 
Karena itu legilasi hukum Islam yang masih sebagai ius constituendum menjadi 
ius contitutum ( hukum positif ) sehingga berlaku dan mengikat setiap indivindu 
maupun masyarakat Islam Indonesia juga tidak terlepas dari kehendak political 
will penguasa negara ini. 
Sejak masa Orde Baru hingga masa reformasi sekarang ini dapat 
dikatakan bahwa secara politis yuridis, hukum Islam telah mengalami kemajuan 
dengan adanya keberpihakan pemerintah terhadap umat Islam dengan melegislasi 
hukum Islam menjadi hukum positif yang merupakan bagaian hukum nasional. 
Akan tetapi, legislasi hukum Islam masih sebagian dari muamalah. Asuransi 
syariah contohnya belum mempunyai hukum positif untuk dijadikan rujukan 
dalam pengelolaan operasional asuransi syariah di Indonesia. Selama ini yag 
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan operasional asuransi syariah baru berupa 
fatwa Dewan Syariah Nasional. 
Fatwa adalah “pendapat dalam bidang hukum” atau “official legal 
opinion”. Hukum di sini tidak hanya berarti sebagai hukum negara, tetapi juga 
hukum dengan kata jamak ahkam menyangkut hukum taklifi tentang wajib, 
sunnat, haram, makruh dan mubah. Untuk Indonesia tidak mengenal lembaga 
fatwa negara. Ketiadaan lembaga fatwa resmi memberikan berbagai implikasi 
anatara lain ketidakpastian suatu masalah dilihat dari sudut hukum Islam sehingga 
sering membuat bingung masyarakat dan negara. Fatwa Dewan Syariah Nasional 
MUI merupakan sumber hukum satu-satunya untuk masalah ekonomi syariah di 
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Indonesia. Mengingat luasnya bidang ekonomi syariah, maka fatwa DSN masih 
akan diandalkan untuk masa yang cukup lama.95 
Probelmatika dan tantangan selain belum tersedianya hukum positif 
yang mengatur asuransi syariah adalah proses sosialisasi asuransi syariah 
dimasyarakat yang masih minim. Sebagian masyarakat masih belum paham 
tentang asuransi syariah.. Sampai sekarang masyarakat masih beranggapan 
asuransi syariah sama dengan asuransi konvensional yang akan merugikan 
tertanggung. Pola pikir yang rendah dan kurangnya kepercayaan dari masyarakat 
membuat asuransi syariah belum bisa mengalami kemajuan di masyarakat. 
Seharusnya aktivitas sosialisasi dapat dilakukan melalui seminar, pelatihan dan 
sebagainya.  
Sebagaimana diterangkan oleh Lawrence M  Friedman dalam bukunya  
The Legal System:A SocialScience Perspektive yang telah diterjemahkan M 
Khozin sehingga berjudul  system Hukum Perspektif Ilmu Sosial bahwa 
berlakunya  hokum dalam masyarkat tidak lepas dari tiga faktor yaitu : 
Faktor struktur hukumnya, substansi hokum dan kultur hukumnya. Demikian juga 
tentang berlakunya hokum atau peraturan yang dalam hal ini adalah Asuransi 
Syariah Takaful Surakarta tidak lepas dari tiga hal tersebut, maka meskipun 
asureansi syariah cabang surakarta telah melaksanakan peraturan tersebut (fatwa 
DSN MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, masih banyak 
ditemui kendala-kendala diantaranya : 
                                                 
95 Rifyal Ka’bah, Lembaga Fatwa Di Indonesia Dalam Kajian Politik Hukum, Mimbar 
Hukum No. 68 Bln Februari, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani ( 
PPHIMM ), Jakarta 2009, hlm. 59 
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1. Secara struktur atau yang dikehendaki peneliti adalah lembaga yang 
menjalankan peraturan pada Asuransi Syariah Takaful Surakarta yang hanya 
dilaksanakan oleh lima personil dan meskipun telah dibantu oleh agen-agen 
yang banyak jika dibandingkan dengan luasnya daerah Surakarta , meskipun 
mayoritas penduduknya muslim masih banyak yang belum menjadi peserta 
asuransi syariah. Disamping itu juga para pelaksana kurang dibekali ilmu 
pengetahuan yang memadai sehingga dalam melaksanakan tugasnya banyak 
mengandalkan ketekunan, kesabaran dan kepercayaan masyarakat. Jika 
dilihat dari peralatan yang ada pada Cabang Asuransi Syariah Takaful 
Surakarta belum juga ditunjang oleh dana atau keuangan yang memadai. 
2. Dilihat dari substansi hukumnya fatwa DSN No: 21 adalah suatu hukum 
yang tidak dihasilkan oleh pembuat yang berwenang, sehingga walaupun 
kandungan atau isinya sangat baik namun kurang bisa menarik masyarakat 
untuk bisa ikut berperan aktif dalam  pelaksanaan hokum tersebut 
3. Dari kultur atau budayanya: 
Seperti halnya komponen yang lain,struktur hukum, substansi hukum, 
masyarakat yang terkena hukumpun banyak faktor yang mempengaruhi 
pelaksanaan asuransi syariah,pengaruh-pengaruh trersebut sangat berperan 
dalam membentuk tingkah laku masyarakat terhadap berlakunya hukum 
yang diterapkan kepadanya , sikap, respond an tingkah laku masyarakat 
terhadap berlakunya hokum ada yang bernilai positif dalam arti masyarakat 
mampu untuk menekspresikan dalam tingkah laku  yang diinginkan hokum , 
atau sebaliknya tidak mampu mengekspresikan dalam tingkah laku 
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sebagaimana yang diinginkan oleh hokum bahkan ada yang melawan 
terhadap berlakunya hokum. Demikian juga pelaksanaan Asuransi Syariah 
Takaful Surakarta menemui kendala-kendala dalam pelaksanaanya bisa 
terdiri dari : 
a. Faktor ekonomi yakni kebanyakan masyarakat masih menginginkan 
suatu keuntungan yang besar dalam menjalankan ekonomi sehingga 
kadang kala kurang memperhatikan tentang halal dan haramnya yang 
dalam asuransi, masyarakat masih banyak yang memilih asuransi 
konvensional dari pada asuransi syariah. Hal ini dikarenakan mungkin 
kurangnya prengetahuan akibat dari kurangnya penyuluhan tentang 
asuransi . 
b.  Faktor ketaatan beragama yakni Dalam hal menjalankan beragama, 
kebanyakan masyarakat masih banyak yang menjalankan  agamanya 
dengan memilih mana yang lebih mampu untuk dijalankan sedangkan 
asuransi adalah trermasuk hal yang kurang mendapat perhatian dari 
masyarakat. 
c. Faktor budayanya 
Dengan kemajuan tehnologi informasi dan komunikasi berakibat 
kemajuan berbagai sector, banyak sekali kemajuan-kemajuan sehingga 
menimbulkan perubahan dalam masyarakat, namun perubahan tersebut banyak 
yang menggeser nilai – nilai tradisional yang berlaku dalam masyarakat, yang 
tadinya masyarakat mengedepankan gotong royong yang menjadi cirri has bangsa 
Indonesia makin lama makin luntur dan diganti oleh kebudayaan lain yang 
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bersifat individualistis, acuh tak acuh angkuh dan lain sebagainya sehingga 
kehadiran asuransi syariah dalam masyarakat kurang mendapatkan operhatian 
meskipun asuransi syariah bersifat saling tolong-menolong. 
 
3. Upaya apakah yang seharusnya dilakukan agar asuransi syariah bisa 
dilaksanakan dengan idial dan sesuai dengan fatwa DSN : Nomor 
21/DSN-MUI/X/2001 
Berikut ini adalah beberapa prospek bagi asuransi syariah, diantaranya: 
a. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hokum di Indonesia dan UUD 
1945 sebagai konstitusi negara memberi keduddukan penting bagi agama. 
Hal ini membuka peluang dikembangkannya asuransi syariah 
b. Pengembangan hukum, sebagaimana digariskan dalam GBHN diarahkan 
untuk tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum 
masyarakat yang mayoritas Islam tidak bisa dilepaskan dari hukum Islam. 
Ini berarti hukum nasional yang dikehendaki negara RI adalah hukum yang 
menampung dan memasukkan hukum yang bersendikan agama dan tidak 
memuat norma yang bertentangan dengan hukum agama. Asuransi syariah 
tidaklah bertentangan dengan hukum agama karena berdasarkan ajaran 
tauhid dalam prakteknya. 
c. Adanya political will dari pemerinatah bagi dikembangkannya asuransi 
syariah meskipun masih terbatas. 
d. Berdasarkan penelitian masyarakat Indonesia memiliki keingian kuat untuk 
melakukan praktek ekonomi sesuai dengan syariah.  
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Berdasarkan pemetaan terhadap kondisi objektif asuransi syariah 
tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa prospek asuransi syariah akan sangat 
menggembirakan sepanjang pihak-pihak yang terkait dalam mengembangkan 
asuransi syariah untuk mengoptimalkan kekuatan dan peluang yang dimiliki  
asuransi syariah serta mampu mengeliminir kekurangan dan hambatan yang ada 
dan mencarikan solusinya. 
Untuk tujuan ini, maka dapat diajukan dua usulan strategis, Pertama 
optimalisasi fungsi ijetihad dalam pengertian mentransformasikan nilai-nilai Islam 
yang berkaitan dengan asuransi syariah sehingga menjadi rumusan-rumusan 
hukum yang aplikatif, mampu mengakomodir kebutuhan hukum dan kesadaran 
hukum masyarakat Indonesia, serta melakukan terobosan-terobosan untuk 
integrasi hukum Islam yang berkaitan asuransi syairah dalam hukum nasional. 
Kedua optimalisasi fungsi komunikasi sehingga missperception dan 
disorientacion tentang asuransi syariah baik yang muncul dari kalangan Islam 
sendiri maupun kalangan non Islam, terlebih penentu kebijakan dibidang hukum 
negeri ini bisa dieliminir. 
Mengingat asuransi syariah adalah kegiatan usaha ekonomi dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu sekali diperhatikan langkah 
kedepanya kalau mungkin bisa disejajarkan dengan kegiatan usaha ekonomi 
syariah yang lain yaitu perbankan syariah yang sampai saat inii telah, menjamur di 
kota-kota seluruh Indopnesia. Dalam hal ini perlu diperhatikan tiga macam usaha 
yang mesti diambil dalam hal menjalankan pelaksanaan asuransi syariah 
diantaranya : 
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1. Tentang peraturan pelaksanaan atau dasar hukumnya, dalam asuransi syariah 
oleh karena pedoman umum tentang pelaksanaa asuransi syariah berupa 
fatwa MUI  dengan fatwanya  Nomor 21 /DSN- MUI/2001 yang dinegara 
kita fatwa tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat serta tidak termasuk 
dalam herarki perundang-undangan, maka untuk masa kedepanya sebaiknya 
pedoman tentang asuransi syariah ini dibuat oleh lembaga legeslatif 
sehingga berbentuk undang-undang, sehingga dalam aturan tersebut akan 
menjadi kokoh pelaksanaan dari pada asuransi syariah dinegara kita 
Indonesia. 
2. Disamping aturanya sendiri harus kokoh dan kuat, maka akan lebih 
menunjang lagi pelaksanaan asuransi syariah apabila dilaksanakan oleh  
suatu lembaga yang kuat yang didalamnya terdapat para petugas atau para 
SDM yang sangat handal, disamping itu harus ditambah personilnya. SDM 
ini harus dibekali dengan ilmu-ilmu yang sangat memadai tentang asuransi 
syariah  juga sering diadakan pelatihan-pelatihan tentang pelaksanaan 
asuransi syariah. Dalam hal ini oleh L.M. friedman lembaga ini disebut 
mesin sehingga apabila mesinya baik maka berfungsilah mesin tersebut 
dengan baik pula 
3. Tentang kedepan dalam pelaksanaan asuransi syariah, oleh karena 
kebanyakan masyarakat Indonesia belum atau tidak mengatahui tentang 
asuransi syariah, maka perlu diadakan sosialisasi-sosialisasi tentang hal-hal 
yang berkaitan dengan asuransi syariah yang dalam hal ini akan lebih efektif 
apabila dalam pelaksanaanya banyak melibatkan pejabat yang berhububgan 
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langsung dengan masyarakat dari Bupati /Wali Kota sampai pemerintahan 
yang paling bawah yakni npemerintah Desa atau kelurahan . 
Insya Allah dengan tulisan-tulisan yang penyusun uraikan tersebut, 
perkembangan asuransi syariah akan berkembang dengan baik yang otomatis akan 
menunjang kegiatan ekonomi dalam menyejahterakanmasyarakat. 
 
B. Pembahasan 
Sebagaimana penulis uraikan dalam BAB I pada perumusan masalah, 
penelitian ini dilakukan terbatas pada apakah pelaksanaan / Implementasi 
Asuransi Syariah Takaful Surakarta dan disini penulis menemukan dua hal yang 
belum sesuai dengan aturan yang dalam hal ini fatwa DSN No 21/MUI/2001 
Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah Diantaranya : 
1. Akad : Akad yang dibuat oleh lembaga Asuransi Syariah Takaful Surakarta 
kurang menunjukan reasa keadilan antara peserta dengan lembaga karena dibuat 
secara sepihak dimana akad sudah jadi sehingga  para peserta  tinggal menyetujui 
dan menanda tangani akad tersebut yang ada diantara peserta ada yang tidsak 
mengetahui isi akad tersebut, sehingga ada peserta yang komplen terhadap akad 
yang telah dibuat seandainya akad dibuat bersama saling mengetahui isi akad akan 
lebih memenuhi rasa keadilan. 
2. Investasi Dana : Premi yang disetor oleh peserta selanjutnya dikumpulkan oleh 
lembaga untuk diinvestasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, namun 
penginvestisian dana tersebut tidak dilakukan oleh Asuransi Syariah Takaful 
Surakarta sendiri melainkan disetor ke Asuransi Pusat di Jakarta sehingga baik 
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Asuransi Syariah Takaful Surakarta maupun para peserta tidak bisa mengetahui 
bagaimana penginvestasian dari dana tersebut. 
Apabila dilihat dari filosofi dan tujuannya ( maqashidnya ) asuransi 
tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena bertujuan memberikan 
perlindungan terhadap jiwa manusia, akal, harta benda dan keturunan. 
Dan salah satu tujuan dasar dari Syariah Islam ( maqashidus syariah ) 
adalah memelihara dan menjaga harta, keluarga, keturunan dan akal dari 
kehancuran, kemusnahan dan kehilangan. Dan secara konsep, asuransi sangat 
tepat dalam konsep pemeliharaan terhadap jiwa, harta dan keluarga tersebut. Oleh 
karenanya perlu dibuat sebuah konsep asuransi alternatif, yang secara maqashid 
memiliki tujuan yang sejalan dengan maqashidus syariah, sekaligus secara sistem 
operasional tidak bertentangan dengan syariah Islam dengan mencari solusi 
terhadap masalah gharar dan maisyir sehingga dapat di hindarkan. 
Gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui hasil ( akhirnya ), apakah akan 
diperoleh atau tidak. Atau dengan bahasa lain, Gharar adalah keraguan atas 
keberadaan objek suatu akad ( antara ada dan tidak ada ). Gharar Dalam Asuransi 
dibagi menjadi empat yaitu: 
1. Gharar Fil Wujud 
Yaitu ketidak jelasan ada atau tidaknya “klaim / pertanggungan” yang 
akan diperoleh nasabah dari perusahaan asuransi. Karena keberadaan 
klaim/pertanggungan tersebut terkait dengan ada atau tidaknya resiko. Jika resiko 
terjadi, klaim didapatkan, dan jika resiko tidak terjadi maka klaim tidak akan 
didapatkan. Hal ini seperti ada pada jual beli hewan dalam kandungan sebelum 
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induknya mengandung. Meskipun si induk memiliki kemungkinan mengandung. 
Karena hewan tersebut ada kemungkinan mengandung dan ada kemungkinan juga 
tidak mengandung. Dalam hal ini syariah melarang terjadinya investasi, ekploitasi 
dan resiko, karena para ahli hukum Islam berpandangan hal tersebut gharar ( In 
contracst, the Shariah prohibist exploitation and riskyinvestments because 
Muslim jurists generally view that these activities are ghoro ) 96 
2. Gharar dalam husul ( merealisasikan ) 
Yaitu ketidak jelasan dalam memperoleh klaim/ pertanggungan, 
kendatipun wujudnya atau keberadaan klaim tersebut bisa diperkirakan, namun 
dalam mendapatkannnya terdapat ketidak jelasan. Misalnya seorang peserta, ia 
tidak mengetahui apakah akan mendapatkan klaim atau tidak. Karena bisa 
tidaknya mendapatkan klaim tergantung dari resiko yang menimpanya. 
Sementara pembayaran preminya adalah mutlak dan pasti, sedangkan 
mendapatkan klaimnya tidak pasti. Hal ini seperti yang terdapat dalam jual beli 
ikan di dalam laut, atau burung di udara. Wujudnya ada, namun memperolehnya 
belum tentu bisa. 
3. Gharar dalam miqdar ( Jumlah Pembayaran ) 
 Yaitu ketidak jelasan dalam jumlah, baik jumlah premi yang dibayar 
oleh nasabah, maupun jumlah klaim yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi 
kepada nasabah. Misalnya dalam asuransi jiwa, bisa jadi seorang nasabah 
membayar premi sebanyak 17 kali selama 17 tahun, namun ia tidak mendapatkan 
klaim sama sekali dikarenakan tidak adanya risiko yang menimpanya. Dan bisa 
                                                 
96Ismail, Azman, “Insurance and Shari’ah: Part I,” The Call of Islam, 19 (July-August), 
1997, hlm.  22-23  
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juga seseorang baru bayar premi satu kali namun mendapatkan klaim (misalnya) 
Rp 50 juta, dikarenakan adanya resiko yang menimpa dirinya. Demikian juga 
perusahaan bagi asuransi, dimana ia tidak tahu seberapa besar seroang nasabah 
membayar premi dan seberapa lama ia akan menerima klaim. 
4. Gharar dalam ajal (waktu) 
Yaitu ketidak jelasan seberapa lama nasabah membayar premi. Karena 
bisa jadi seorang nasabah baru membayar satu kali kemudian mendapatkan klaim, 
bisa juga terjadi seorang nasabah belasan kali membayar premi namun tidak 
memperoleh apapun dari pembayarannya tersebut. Bahkan dalam asuransi jiwa 
(kematian), klaim sangat tergantung dengan ajal. Sementara ajal hanya Allah 
SWT saja yang mengetahuinya. Ketidakjelasan seperti ini adalah gharar, karena 
dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya, serta 
menyandarkan sesuatu yang tidak jelas wujudnya (yaitu resiko). Karena resiko 
ada kemungkinan terjadi dan tidak terjadi. 
Sedangkan maisir Dalam bahasa Arab, maisir memiliki beberapa 
padanan kata yang memiliki kemiripan makna, yaitu muqamarah/ qimar dan 
rihan/ murahana. Qimar lebih pada permainan ( taruhan ) antara sesama pemain. 
Misalkan pada balapan sepeda motor, dua orang saling bertaruhan masing-masing 
Rp. 1 juta. Yang menang akan mendapatkan satu juta dari lawannya, sementara 
yang kalah mengeluarkan satu juta untuk lawannya yang menang.  
Sedangkan rihan merupakan taruhan yang dilakukan oleh para 
penontonnya yang saling menjagokan “jagonya” masing-masing, tanpa harus 
mereka ikut bermain. Jika ta ruhannya menang, ia mendapatkan uang. Namun jika 
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“jago”nya kalah ia harus mengeluarkan uang. Namun ada juga yang menyebutkan 
bahwa qimar lebih luas dibandingkan dengan maisir. Karena maisir lebih pada 
permainan judi yang dilakukan oleh ahli jahiliyah. Sedangkan qimar/ muqamarah 
mencakup segala bentuk dan jenis perjudian atau aktivitas untung-untungan.  
Dalam asuransi, dari sisi nasabah, nasabah "wajib" membayar premi 
kepada pihak asuransi. Sementara pihak asuransi belum tentu memberikan klaim 
kepada nasabah tersebut. Karena klaim sangat tergantung dengan resiko. 
Sedangkan resiko ada kemungkinan terjadi dan kemungkinan tidak terjadi. 
Sehingga dalam asuransi terjadi adanya keharusan/ kepastian membayar premi 
untuk klaim yang belum tentu terjadi. Jika terjadi resiko maka klaim dibayarkan, 
namun jika tidak ada resiko maka klaim tidak dibayarkan.  
Demikian juga dari sisi perusahaan, dimana perusahaan memiliki 
keharusan melakukan pembayaran ( baca; klaim ) sebagai konpensasi dari 
terjadinya sesuatu ( resiko ) pada nasabahnya. Sementara resiko tersebut tidak 
pasti; bisa terjadi dan bisa juga tidak. Sehingga perusahaan bisa untung besar jika 
nasabah yang klaim jumlahnya sedikit. Namun perusahaan bisa rugi besar jika 
banyak nasabahnya yang klaim. Dan penyebab adanya klaim adalah sesuatu yang 
tidak pasti; yaitu resiko. 
Selanjutnya masalah ketiga dalam asuransi adalah riba. Secara bahasa, 
riba berarti ziyadah yaitu ‘tambahan’ Dan dilihat dari sudut pandang tehnis, riba 
adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Dari segi 
istilah, menurut Dr. Yusuf Al-Qardhawi riba adalah ‘Setiap pinjaman yang di 
dalamnya disyaratkan adanya tambahan tertentu. Sedangkan menurut ulama 
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Hambali, riba adalah ‘kelebihan suatu harta tanpa penggantian di dalam suatu 
kontrak pertukaran harta dengan harta. Sebagai tambahan, Syekh Muhammad 
Abduh mendefiniskan riba dengan; ‘penambahan-penambahan yang diisyaratkan 
oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya karena 
pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu telah ditentukan. Yang 
demikian tidak sesuai dengan prinsip islam yang semestinya bebas dari bunga ( As 
result ,Islamic financial transactions are,at least in principle,interest free )97 
Secara garis besar riba terbagi dua yaitu : 
1. Riba Nasi’ah 
Nasi’ah berasal dari kata nasa’a yang berarti menunda, menangguhkan 
atau menunggu dan merujuk pada waktu yang diberikan kepada peminjam untuk 
membayar kembali pinjamannya dengan imbalan ‘tambahan’ atau premium. Jadi 
Riba Nasi’ah sama dengan bunga yang dikenakan atas pinjaman  
2. Riba Fadhl 
Dari segi bahasa, fadhl adalah ‘lebihan’. Sedangkan dari istilah riba 
fadhl adalah, lebihan atau penambahan kuantitas dalam transaksi pertukaran atau 
jual beli barang yang jenisnya sama, seperti emas dengan emas, perak dengan 
perak, gandum dengan gandum dsb, yang jumlahnya tidak sama. 
Kemudian masalah yang perlu diperhatikan juga dalam asuransi adalah dzulmun ( 
Mengambil Harta Dengan Cara Yang Batil ). Mengambil (memakan) harta 
manusia dengan cara yang bathil biasanya terjadi karena : 
                                                 
97Ahmad, Mahmud, “Semantics of Theory of Interest,” Islamic Studies 
Rawalpindi, 6  June1967, hlm.  171-196. 
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a) Tidak sahnya akad, karena mengandung unsur yang diharamkan, seperti 
maisir, riba dan gharar. 
b) Adanya pengambilan harta orang yang lain dengan cara yang tidak sesuai 
dengan syariah Islam. Seperti pada asuransi konvensional terdapat istilah 
"dana hangus", yang disebabkan karena pengunduran diri dari kepesertaan 
asuransi, atau karena sebab lainnya ( saving product ). Padahal dana tersebut 
pada hakekatnya adalah milik nasabah, dan sepatutnya dikembalikan kepada 
nasabah. Namun yang terjadi, dana tersebut diambil secara sepihak oleh 
pihak asuransi. 
Tabbaru’ secara bahasa berarti bersedekah atau berderma, atau dalam 
arti yang lebih luas, tabarru adalah melakukan suatu kebaikan tanpa persyaratan. 
sedangkan secara istilah, tabarru adalah mengerahkan segala upaya untuk 
memberikan harta atau manfaat kepada orang lain, baik secara langsung maupun 
masa yang akan datang tanpa adanya konpensasi, dengan tujuan kebaikan dan 
perbuatan ihsan. Tabarru secara hukum fiqhiyah masuk ke dalam kategori akad 
hibah. Dalam salah satu definisi bahwa hibah dikatakan “Hibah dengan pengertian 
umum adalah berderma/ bertabarru’ dengan harta untuk kemaslahatan orang lain. 
dalam kondisi hidup”. 
  ةقدصلاو ةیدھلا لمشت ةبھاو1 اب اللها يلا برقتلا بلط اھنم دصق  ناف 
يھف جاتحم ءاطع  ةقد 2 ھل اماضعا ھیلا يدھملتا ناكم تلمح ناو 
  ةیدھ يھف  ادداوتو3ةبھ يھف لااو   
 
Hibah mencakup hadiah dan shadaqah. 1.Jika memberikan sesuatu 
dengan maksud taqarrub kepada Allan dengan memberikan harta kepada orang 
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yang membutuhkan, maka itu adalah shadaqah. 2. Sedangkan jika ia memberikan 
hartanya ( barang miliknya ) kepada orang lain dengan maksud memuliakan orang 
tersebut maka itu adalah hadiah. 3. Dan jika tanpa maksud memuliakan orang 
tersebut (hanya sekedar memberikan) maka itu adalah hibah.  (Fiqh Al- 
Mu’amalat –Al-Shakr ) 
Konsep asuransi syariah, adalah menggunakan sistem ta'awuni ( 
sharing of risk ), dimana antara sesama nasabah berkontribusi ( infak/ tabarru' ) 
dengan sejumlah dana tertentu yang ditujukan untuk 'menolong' nasabah yang 
lainnya yang tertimpa musibah. Kontribusi dana nasabah dimasukkan dalam akun 
khusus ( tabarru' fund ), dan perusahaan asuransi syariah tidak berhak sedikitpun 
mengambil atau memanfaatkan dana tersebut. Sehingga dalam konsep seperti ini 
tidak terjadi gharar, riba dan maisir, bahkan mengimplementasikan konsep 
wata'awanu alal birri wattaqwa.. 
Sistem ta'awuni ( sharing of risk ) adalah antara sesama peserta 
bertabarru’ untuk saling memikul resiko bila salah satu atau lebih tertimpa 
musibah. Catatan : Bahwa peserta bertabarru’ kepada sesama peserta, dan bukan 
bertabarru’ kepada perusahaan asuransi syariah. Akad antara ( kumpulan ) peserta 
dengan Takaful untuk mengelola kumpulan dana tabarru' tersebut adalah dengan 
akad tijari. Dan oleh karenanya Takaful diperkenankan mengambil ujrah atas 
pengelolaan tersebut.  
Dana tabarru' yang merupakan dana untuk saling tolong menolong 
antara sesama nasabah, tidak boleh dirubah menjadi dana tijari ( Seperti untuk 
biaya operasional perusahaan, dsb ) . Dana tabarru' hanya boleh digunakan untuk 
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segala hal yang langsung terkait dengan nasabah, seperti klaim, cadangan tabarru’ 
dsb. Sebaliknya, dana tijari ( dana perusahaan ) boleh dialokasikan untuk dana 
tabarru', jika perusahaan mengikhlaskannya untuk tabarru' nasabah. Premi 
peserta terdiri dari dana tabarru dan dana tijari. Pemilahan jumlah dana tabarru', 
saving dan dana tijari ( ujrah dan loading ), harus jelas pada saat pembayaran 
premi. Ketidak jelasan berapa jumlah tabarru' dan ujrah/ loading ( serta saving ), 
akan menimbulkan gharar dalam akad, yang dampaknya menjadikan akad tersebut 
fasid atau rusak. Dana tabarru' peserta, selamanya menjadi milik peserta. Baik di 
awal ketika pembayaran premi, di tengah (dalam pengelolaan) maupun di akhir 
(ketika terjadi surplus tabarru' ). 
Dalam hubungan seperti ini, akad yang digunakan adalah  wakalah bil 
ujrah, ijarah, mudharabah musytarakah dsb. Dalam akad ini Takaful bertindak 
hanya sebagai operator/ wakil untuk mengelola resiko nasabah. Dan oleh 
karenanya Takaful tidak berhak sedikitpun mengambil dana tabarru' tersebut, 
selain ujrah yang disepakati bersama antara nasabah dengan Takaful.  
Adapun perlakuan terhadap Surplus adalah sebagai berikut : 
1) Dikembalikan seluruhnya kepada peserta 
2) Dikembalikan sebagian ke peserta dan sebagaian lagi untuk Cad Tabarru'. 
3) Dikembalikan sebagian ke peserta, sebagian untuk cad tabarru dan sebagian 
lagi untuk perusahaan. (Fatwa DSN No 53/DSN-MUI/III/2006) 
Dasar akad pada perlakuan terhadap surplus adalah dikembalikan 
sebagian ke peserta, sebagian untuk cad tabarru dan sebagian lagi untuk 
perusahaan. (Fatwa DSN No 53/DSN-MUI/III/2006). Apapun akad yang 
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digunakan untuk mengalokasikan S/U, maka harus disepakati terlebih dahulu 
dengan peserta pada awal terjadinya kontrak Tidak adanya kesepakatan dengan 
peserta akan menjadikannya fasid. 
Akad tabarru’ merupakan akad dalam memindahkan kepemilikan 
harta/ dana seseorang kepada orang lain, melalui cara hibah/ derma/ shadaqah. 
Dalam akad tabarru’ ini tidak disyaratkan adanya qabul dari penerima hibah. 
Namun cukup hanya dengan ijab saja dari si pemberi, maka harta/ dana yang 
ditabarru’kan telah berpindah kepemilikannya kepada penerima/ yang diakadkan. 
( Menurut sebagian Madzhab Hanafi ). Tabbaru berbeda dengan hibah,wasiat, 
sedekah, hadiah, umra, ruqba, Athiyah dsb.  
Tabarru' adalah Mengerahkan segala upaya untuk memberikan harta 
atau manfaat kepada orang lain, baik secara langsung maupun masa yang akan 
datang tanpa adanya konpensasi, dengan tujuan kebaikan dan perbuatan ihsan.  
Hibah adalah Berderma/ bertabarru’ dengan harta untuk kemaslahatan orang lain 
dalam kondisi hidup. Sedangkan Wasiat adalah pemberian seseorang kepada 
orang lain yang diakadkan ketika hidup dan diberikan setelah yang mewasiatkan 
meninggal dunia. Selanjutnya shadaqah adalah pemberian seseorang kepada orang 
lain dengan tanpa penggantian yang dilakukan karena ingin memperolah pahala 
dari Allah SWT.  
Kemudian hadiah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain 
dengan tanpa penggantian yang dilakukan untuk memuliakan orang yang 
menerima hadiah tersebut. Umra adalah pemberian sesuatu dari seseorang kepada 
orang lain, sepanjang umur penerimanya saja. ( Seperti seseorang berkata kepada 
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orang lain, aku berikan barang ini kepadamu, selama engkau hidup ). Dan apabila 
si penerima meninggal dunia, maka barang tersebut harus dikembalikan kepada 
pemberi atau ahli warisnya. Terakhir Ruqba adalah kesepakatan antara dua orang, 
bahwa siapa yang meninggal terlebih dahulu, maka “hartanya" untuk yang masih 
hidup. Dan Athiyah adalah pemberian dari seseorang dalam kondisi sakit 
menjelang meninggal dunia, atau dapat juga bermakna segala bentuk pemberian. 
Adapun dalil hibah / tabarru' adalah sebagai berikut: 
a. Firman Allah SWT (QS. Al-Baqarah : 177) : 
* }§øŠ©9 §ŽÉ9ø9$# br& (#q—9uqè? 
öNä3ydqã_ãr Ÿ@t6Ï% É-ÎŽô³yJø9$# 
É>Ì•øóyJø9$#ur £`Å3»s9ur 
§ŽÉ9ø9$# ô`tB z`tB#uä «!$$Î/ 
ÏQöqu‹ø9$#ur Ì•ÅzFy$# 
Ïpx6Í´¯»n=yJø9$#ur 
É=»tGÅ3ø9$#ur z`¿Íh‹Î;¨Z9$#ur 
’tA#uäur tA$yJø9$# 4’n?tã 
¾ÏmÎm6ãm “ÍrsŒ 4†n1ö•à)ø9$# 
4’yJ»tGuŠø9$#ur 
tûüÅ3»|¡yJø9$#ur tûøó$#ur 
È@‹Î6¡¡9$# tû,Î#Í¬!$¡¡9$#ur 
’Îûur ÅU$s%Ìh•9$# uQ$s%r&ur 
no4qn=¢Á9$# ’tA#uäur no4qŸ2¨“9$# 
šcqèùqßJø9$#ur öNÏdÏ‰ôgyèÎ/ 
#sŒÎ) (#rß‰yg»tã ( 
tûïÎŽÉ9»¢Á9$#ur ’Îû 
Ïä!$y™ù't7ø9$# Ïä!#§ŽœØ9$#ur 
tûüÏnur Ä¨ù't7ø9$# 3 y7Í´¯»s9'ré& 
tûïÏ%©!$# (#qè%y‰|¹ ( 
y7Í´¯»s9'ré&ur ãNèd 
tbqà)-GßJø9$# ÇÊÐÐÈ   
 
“Bukanlah kebaikan itu engkau mengarahkan wajahmu menghadap timur dan 
barat. Akan tetapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari 
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akhir, para malaikat, para nabi, memberikan harta yang disukainya kepada kerabat 
dekatnya, anak-anak yatim orang-orang miskin, orang yang meminta-minta dan 
untuk membebaskan budak”. 
b. Firman Allah SWT QS Al-Baqarah : 261  
ã@sW¨B tûïÏ%©!$# tbqà)ÏÿZãƒ 
óOßgs9ºuqøBr& ’Îû È@‹Î6y™ «!$# 
È@sVyJx. >p¬6ym ôMtFu;/Rr& 
yìö7y™ Ÿ@Î/$uZy™ ’Îû Èe@ä. 
7's#ç7/Yß™ èps•($ÏiB 7p¬6ym 3 
ª!$#ur ß#Ïè»ŸÒãƒ `yJÏ9 âä!$t±o„ 
3 ª!$#ur ììÅ™ºur íOŠÎ=tæ ÇËÏÊÈ  
“Perumpamaan nafkah dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya 
di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, 
pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan ( ganjaran ) bagi siapa 
yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas ( karunia-Nya ) lagi Maha 
Mengetahui” 
Adapun rukun dari hibah/ tabbaru’ adalah sebagai berikut: 
1) Wahib ( Pemberi Hibah/ Tabarru' ) 
Yaitu pemilik barang atau harta yang akan dihibahkan/ ditabarru'kan kepada 
orang lain. 
2) Al-Mauhub Lahu ( Penerima Hibah/Tabarru' ) 
Penerima hibah adalah siapa saja, laki-laki perempuan, tua muda, bahkan 
muslim dan non muslim. 
3) Al-Mauhub ( Barang/ harta yang akan diberikan ) 
Yaitu barang, harta atau sesuatu yang dimiliki oleh pemilik. Disyaratkan 
tidak boleh memberikan sesuatu yang diharamkan. 
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4) As-Shigah ( Ijab & Qabul ) 
Yaitu segala ungkapan yang menuntut adanya ijab dan qabul, baik melalui 
lisan ataupun perbuatan. 
 Disamping itu tabarru’ harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut  
1) Syarat Wahib ( Pemberi Tabarru'/ Hibah ) 
Pemberi hibah/ tabarru' disyaratkan memiliki ahliyah (kecakapan) untuk 
bertabarru'. Tidak sah hibah dari anak kecil, orang tidak waras, dsb. Non 
muslim boleh memberikan hibah kepada muslim, demikian juga sebaliknya. 
2) Syarat Penerima Tabarru'/ HIbah 
Penerima hibah diperbolehkan siapa saja yang “sah" untuk menerima 
pemberian, baik tua muda, besar kecil, laki-laki perempuan, bahkan muslim 
dan non muslim. 
3) Syarat Dalam Shigat 
Disyaratkan dalam shigat adanya ijab & qabul, dengan lafaz atau kalimat 
apa saja yang menunjukkan adanya pemberian harta/ sesuatu. Sebagian 
pengikut madzhab Hanafi mengatakan cukup dengan ijab saja (tanpa qabul) 
untuk “mengadakan" akad hibah. Qabul hanya diperlukan untuk tartib 
konsekwensi dari hibah, dan tidak diperlukan untuk keberadaan akad hibah 
itu sendiri. 
4) Syarat Dalam Mauhub ( Sesuatu Yang Dihibahkan ) meliputi : 
a. Sesuatu yang dihibahkan harus ada pada saat terjadinya akad hibah. 
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b. Sesuatu yang dihibahkan/ ditabarru'kan harus merupakan sesuatu yang 
bernilai secara syariah. Tidak diperkenankan menghibahkan sesuatu yang 
tidak bernilai secara syariah, seperti khamer, berhala, bangkai, dsb. 
c. Sesuatu yang dihibahkan harus merupakan milik si pemberi hibah. Tidak 
diperbolehkan menghibahkan sesuatu yang bukan miliknya. 
d. Sesuatu yang dihibahkan haruslah sesuatu yang diketahui ( ma'lum ). Seperti 
jumlah uang, luas tanah, lokasi atau daerah, dsb. Kecuali Madzhab Maliki 
yang memperbolehkan hibah sesuatu yang majhul, berbeda dalam akad 
pertukaran. 
e. Sesuatu yang dihibahkan harus "bebas" dari gharar Seperti tidak boleh 
menghibahkan jeruk yang masih kecil-kecil di pohon, sebelum jeruk tersebut 
besar dan matang. Atau tidak boleh menghibahkan ikan di lautan, ternak 
dalam kandungan ibunya, dsb. 
f. Sesuatu yang dihibahkan bukan merupakan barang/ harta milik bersama 
yang belum terbagi. Namun harus jelas terlebih dahulu pembagiannya, 
kemudian setelah itu boleh dihibahkan ( Pendapat Hanafi ). Karena sesuatu 
yang bersifat kepemilikan bersama, sulit dilakukan serah terimanya (al-
qabdt). Sementara dalam hibah disyaratkan adanya serah terima tersebut. 
g. Sesuatu yang dihibahkan harus merupakan sesuatu yang dapat 
diserahterimakan. 
Fungsi tabarru' fund adalah mengelola dana tabarru' nasabah dalam 
investasi syariah hasil investasi dana tabarru' dimasukkan kembali ke tabarru' 
fund, karena merupakan haknya nasbah/ peserta. Membantu para nasabah / peserta 
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yang tertimpa musibah nasabah yang terkena musibah, akan mendapatkan 
"manfaat" takaful yang bersumber dari tabarru' peserta. 
Dampak tabarru' pada akad asuransi 
a. Jika menggunakan akad tijari (tujuan keuntungan), untuk transaksi yang 
bersifat mu'awadhah/ tabaduli maka ; 
1) Jumlah pembayaran harus jelas. 
2) Waktu pembayaran harus jelas (seberapa lama). 
3) Objek yang diakadkan harus jelas. ( Dalam jual beli, barang yang diperjual 
belikan harus jelas ). 
b. Menyalahi salah satu dari unsur tersebut akan mengakibatkan akad 
mengandung gharar, maisir dan riba, dan oleh karenanya akad menjadi batal 
demi hukum. 
c. Karena akad mu'awadhah/ tabaduli, mensyaratkan adanya "kepastian" 
dalam segala hal. Agar tidak ada satu pihak yang dirugikan sementara pihak 
lain diuntungkan. Hal ini berbeda dengan akad tabarru'. 
d. Pada akad tabarru', tidak disyaratkan adanya "kepastian" dalam waktu 
pembayaran, jumlah pembayaran, dan objek yang ditransaksikan. 
e. Tabarru' satu kali, dua kali, tiga kali dst tanpa adanya kepastian tidak 
menjadikan akad tabarru' menjadi fasid sebagaimana dalam akad tabaduli. 
f. Demikian juga dengan jumlah, satu juta, dua juta, tiga juta dsb, tidak 
menjadikan akad tabarru' fasid sebagaimana terjadi dalam akad tabaduli. 
g. Kepastian mendapatkan manfaatpun tidak menjadi syarat, apakah seseorang 
ada kepastian terkena musibah atau tidak adanya kepastian, tidak 
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menjadikan akad tabarru' mengandung gharar, sebagaiamana bila terjadi di 
akad tabaduli. 
Karakteristik kontrak tabarru' adalah sebagai berikut : 
1. Antar peserta saling menanggung setiap resiko yang ada atau kerugian. 
2. Ada saat membayar dan menerima bantuan untuk membagi resiko yang ada 
3. Bukan bertujuan untuk mendapatkan return. 
4. Implementasi dari saling menanggung adalah risk sharing diantara sesama 
peserta. 
Sedangkan karakteristik kontrak tabaduli : 
2. Peserta tidak saling menanggung, perusahaan yang menanggung segala 
kerugian. 
3. Peserta wajib membayar premi kepada perusahaan, dan perusahaan wajib 
membayar kerugian peserta 
4. Bertujuan untuk mendapatkan return. 
5. Bersifat transfer of risk perusahaan dengan peserta 
Membicarakan tentang keterkaitan antara hukum dan asuransi syariah 
akan semakin relevan pada saat hukum tersebut di implementasikan, kegiatan 
implementasi tersebut sebenarnya merupakan bagian yang harus diperhatikan 
mengingat proses implementasi selalau melibatkan lingkungan dan kondisi yang 
berbeda disetiap tempat, karena memiliki cirri-ciri kultur yang berbeda. Demikian 
pula keterlibatan lembaga didalam proses imoplementasi selalu akan bekerja 
didalam konteks sosial tertentu sehingga terjadi hubungan timbal balik yang dapat 
saling mempengaruhi  
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Proses implementasi biasanya diserahkan kepada lembaga pemerintah 
dalam berbagai jenjang, baik propinsi maupun kabupaten, setiap jenjang 
peleksanaan pun masih membutuhkan pembentukan kebijaksanaan  lebih lanjut 
dalam berbagai pereturan perundang-undangan guna memberikan penjabaran 
lebih lanjut. 98 
         Dengan uraian pelaksanaan asuransi Syariah baik sebagaimana yang termuat 
dalam fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 dan pelaksanaan asuransi syariah 
yang telah dilaksanakan oleh Asuransi Syariah Cabang surakarta, maka peneliti 
Implementasi Asuransi Syariah Takaful Surakarta terdapat dua aitem yang belum 
sesuai dengan pedoman umum asuransi syariah yang termuat dalam fatwa DSN 
Nomor : 21/DSN-MUI/X/2001                                   
 Ketentuan ini juga dimaksudkan terciptanya suatu perubahan social 
yang dalam hal ini hokum bukan lagi mengukuhkan pola-pola tingkah laku tetapi 
juga berorientasi kepada tujuan – tujuan yang diharpkan, yaitu menciptakan 
operilaku-perilaku yang baru. Didalam menjalankan fungsinya fatwa DSN Nomor 
21 diatas senantiasa berhadapan dengan nilai-nilai maupun pola-pola perilaku 
yang sudah ada didalam masyarakat mengacu pada teori bekerjanya hokum dalam 
masyarakat 0leh L.M. Friedman, apabila dilihat sebagai proses social ,penegakan 
peraturan asuransi syariah diatas dapat diartikan sebagai suatu proses untuk 
mewujudkan tujuan hokum menjadi suatu kenyataan. 
Proses ini melibatkan banyak pihak antara lain : Pembuat peratutran 
asuransi syariah, aparat penegek hokum, peraturanya sendiri serta masyarakat 
                                                 
98 Esmi Warassih, Op. Cit, hlm. 137 
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yang wajib mentaati peraturan tersebut. Sebagai suatu system antara komponen 
yang satu dengan komponen yangnya saling berkaitan erat bahkan saling 
mempengaruhi dalam mencapai penegakan hokum , apabila salah satu tidak ada , 
maka berdampak pada pencapaian penegakan hokum . 
Dalam pembahasan ini peneliti akan membahas dan menguraikan 
asuransi syariah ini sebelumnya secara umum akan penulis kemukakan tentang 
pengertian asuransi pada umumnya. Kata asuransi berasal dari bahasa inggris 
insurance. Insurance ini mempunyai pengertian : a. Asuransi dan b Jaminan 
dalam bahasa Indonesia kata ini telah diadopsi kedalam kamus bahasa Indonesia 
dengan padanan kata pertanggungan 99   Sedangkan pengertian asuransi menurut 
Wiryono Projo Dikoro adalah : Suatu persetujuan pihak yang menjamin berjanji 
kepada pihak yang dijamin untuk meneruma sejumlah uang premi sebagai 
pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat 
suatu peristiwa yang belum jelas.100    
Pengertian tersebut akan lebih jelas lagi apabila kita hubuingkan 
dengan pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang ( KUHD ) yang 
dijelaskan bahwa Asuransi adalah “ suatu perjanjian dengan mana seorang 
penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi 
untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu peristiwa yang tidak 
tertentu “. Sedangkan menurut Undang-undang No 2 tahun 1992 pasal 1 : 
Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih,dengan 
mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima 
                                                 
99 Departemen pendidikan dan Kebudayaan RI,Kamus Besar bahasa Indonesia,  
Jakarta,Balai Pustaka 1996,h lm 63 
100 Wiryono projo Dikoro, Op. Cit,.hlm 1 
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premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena 
kerugian,kerusakan,kehilangan keuntungan yang diharpkan ,atau tanggung jawab 
hokum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung,yang timbul 
dari suatu peristiwa yang tidak pasti,atau untuk memberikan suatu pembayaran 
yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan . 
Berbeda yang yang diuraikan diatas adalah asuransi syariah yang 
mempunyai persamaan diantaranya : 
a. Takaful yang berarti menolong,memelihara,mengasuh,memberi 
nafkahdan    mengambil alih perekara seseorang    
b. At Ta’min yang mempunyai artimemberi perlindungan ,ketenangan,rasa 
aman dan bebas dari rasa takut       
c. Tadhamun yang berarti saling menanggung 
 Sehingga asuransi syariah adalah Usaha saling melindungi dan tolong 
menolong diantara sejumlah orang ( pihak ) melalui investasi dalam bentuk asset 
dan atau tabaru’yang memberikan pola pengembalian untuk menghadap 
resikotertentu melalui akad ( perjanjian ) yang sesuai dengan syariah.   
Setelah memperhatikan definisi asuransi yang termaktub dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Dagang ( KUHD ) pasal 246 ,tampak bahwa asuransi itu 
hanya terdiri dari satu jenis asuransi yaitu asuransi kerugian, namun apabila 
dibandingkan dengan asuransi yang termaktub dalam pasal 1 Undang-undang No 
2 Tahun 1992, disana asuransi terdiri dari dua jenis. Definisi  asuransi dalam 
undang-undang tersebut berbunyi “ Perjanjian antara dua belah pihak atau lebih 
dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri dengan tertanggung dengan 
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menerimanpremi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung 
karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, 
tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita 
tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk 
memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hudupnya 
seseorang yang dipertanggungkan. “  
Memperhatikan dari kata-kata yang tercantum didalamnya  
menunjukkan asuransi adalah terdiri dari dua jenis yaitu asuransi kerugian dan 
asuransi jiwa.dari pasal 1 Undang-Undang No 2 tahun 1992 ini dapat diketahui 
asurnsi jiwa adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak 
penanggung mengikatkan diri dengan Tertanggung dengan menerima premi 
asuransi untuk memberi pembayaran kepada tertanggung yang didasarkan atas 
meninggal atau hidupnyas seseorang yang dipertanggungklan, asuransi jiwa ini 
dapat diperistilahkan dengan pertanggungan jiwa. 
Sedangkan yang dimaksud asuransi kerugian menurut Undang-undang 
no 2 tahun 1992 adalah sama dengan yang ternmaktub dalam Kitab Undang-
undang Hukum Dagang yaitu “suatu perjanjian, dengan mana seorang 
penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima suatu preni 
untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian atau kehilangan 
keuntungan yang diharapkan ,yang mungkinakan dideeritanya karena suatu 
peristiwa yang tak tentu.asuransi kerugian ini sering diperistilahkan dengan 
pertanggungan kerugian” 
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Dari definisi dua jenis asuransi tersebut, dapat diketahui perbedaan 
yang utama dari dua jenis asuransi tersebut, yakni terletak dalam hal yang 
dipertanggungkan, yang dipertanggungkan dalan asuransi jiwa adalah orang yang 
jiwanya dipertanggungkan ( pesrta asuransi atau orang lain yang ditunjuk oleh 
peserta asuransi ), sedangkan yang dipertangkan dalam asuransi kerugian adalah 
barang ( harta ) milikm peserta asuransi yang mungkin dapat diserang bahaya dan 
merugikan tertanggung ( pereserta suransi ). 
Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No 2 tahun 
1992,,maka asuransi syariah pun mempunyai dua jienis asuransi yaitu asuransi 
kerugian atau asuransi syariah umum dan asuransi jiwa atau yang sering disebut 
dengan asuransi keluarga. Asuransi syariah umum adalah bentuk asuransi syariah 
yang memberikan perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan harta 
milik peserta asuransi syariah.sedangkan yang dimaksud dengan asuransi syariah 
kerluarga adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan dalam 
menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi 
syariah.dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah umum 
yang diasuransikan adalah harta milik peserta suransi syariah dan asuransi syariah 
keluarga yang diasuransikan adalah jiwa atau diri peserta asuransi syariah itu 
sendiri. 
Asuransi syariah umum adalah bentuk perlindungan untuk perorangan, 
perusahaan, yayasan, lembaga atau badan hukum yang lainya. Dalam asuransi ini 
yang ditawarkan adalah upaya untuk menghadapi kemungkinan terjadinya 
bencana seperti kebakaran, kerusakan dan kemalangan lainya mengenai harta 
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peserta asuransi syariah, namun dalam asuransi syariah keluarga yang ditawarkan 
adalah bentuk perlindungan kepada keluarga untuk menyediakan sejumlah uang 
untuk ahli warisnya seandainya yang bersangkutan meninggal dunia dan kepada 
peserta itu sendiri untuk bekal dihari tua seandainya selama menjadi peserta tidak 
meninggal dunia. 
Untuk di Indonesia asuransi syariah ini mengikuti apa yang pada 
undang-Undang No 2 tahun 1992 yakni dipisahkan menjadi dua jenis asuransi 
yaitu asuransi ( Takaful Keluarga ) dan Asuransi Tafakul umum atau asuransi 
kerugian. 
Mengenai cara-cara kerja asuransi syariah perlu disampaikan karena 
hal ini merupakan esensi yang membedakan antara asuransi konvensional dan 
asuransi syariah mulai dari pembuatan akad penyetoran premi, investasi dana dan 
sampai pada pembayaran klaim kepada peserta asuransi yang tertimpa musibah 
atau bencana. Dalam cara kerjanya kedua asuransi syariah ini akan dibagi menjadi 
dua yang sesuai dengan pembagian asuransi itu sendiri yang terdiri dari asuransi 
syariah keluarga dan asuransi syariah umum.pembagian ini sangat penting karena 
dari kedua asuransi syariah ini memiliki perbedaan dalam pengeloaan premi yang 
disetor kepada perusahaan. Disamping itu akan dibahas pula tentang pembayaran 
klaim oleh perusahaan asuransi kepada peserta asuransi juga tentang bagaimana 
apabila peserta mengundurkan diri saat kontrak belum selesai. 
Dalam asuransi syariah keluarga hal ini diawali dengan pembuatan 
akad atau kontrak antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi, akad 
tersebut disesuaikan dengan produk asuransi yang akan diambil peserta asuransi  
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sehingga pada suatu akad berlangsung peserta harus sudah memilih produk yang 
dimanfaatkan misalnya asuransi berjangka ( 10,15 atau 20 tahun ) dan asuransi 
apa yang akan diambil sepertri asuransi dana haji, asuransi dana siswa dan lain-
lain.pada waktu akada berlangsung,dalam asuransi keluarga dapat diatur menurut 
aturan sebagai berikut :: 
a. Peserta suransi dapat memilih salah satu jenis asuransi keluarga yang ada 
dengan ketentuan umur peswerta antara 18 sampai dengan 50 tahun dengan 
masa pembayaran klaim sebelum umur 60 tahun; 
b. Perusahaan asuransi syariah dan npeserta asuransi sayariah mengadakan 
perjanjian mudharobah ( bagui hasil ) sekaligus dinyatakan hak-hak dan 
kewajibanya diantara kedua belah pihak; 
c. Setiap peserta menyerahkan premi secara kwartalan, setengah tahunan atau 
tahunan sesuai dengan kemampuan pesert asuransi itu sendiri akan tetapi 
tidak boleh kurang dari ketentuan yang ditetapkan oleh pihak perusahaan 
asuransi  setiap premi yang disetorkan akan dibagi menjadi dua yaitu 
rekening peserta dan rekening derema atau tabaru’, premi yang telah disetor 
akan dikumpulan selanjutnya akan diinvestasikan yang sesuai dengan 
syariah dan keuntungan dari investasi tersebut akan dibagikan kepada 
peserta sesuai dengan akad yang disepakati sebelumnya.          
Sebagaimana cara bekerja asuransi syariah keluarga, asuransi syariah 
umum juga diawali dengan pembuatan akad atau transaksi antara perusahaan 
asuransi dan peserta asuransi yang sesuai dengan produk asuransi syariah umum 
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yang dimanfaatkan seperti asuransi syariah kebekaran, asuransi kendaraan 
bermotor dan lain sebagainya.         
Apabila peserta tertimpa musibah selama masa kontrak atau habis 
masa kontrak atau mengundurkan diri, maka peserta yang bersangkutan akan 
mendapatkan pembayaran klaim yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Peserta 
yang tertimpa musibah, sumber pembayaran klaimnya ada perbedaan di antara 
keduanya terletak dalam pembayaran klaim yang bersumber dari tabungan 
tabarru. Dalam asuransi syariah keluarga, peserta selain mendapatkan tabungan 
peserta dan porsi bagi hasil, ia juga akan mendaptkan bagian dari tabungan 
tabarru, yakni tabungan yang berasal dari peserta yang secara ikhlas diinfakkan 
untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah. Sedangkan dalam asuransi 
syariah umum, peserta hanya mendapatkan pembayaran klaim yang bersumber 
dari tabungan peserta dan porsi bagi hasil, dan tidak mendaptkan pembayaran 
klaim yang bersumber dari tabungan tabarru. 
Sedangkan peserta yang habis masa kontraknya akan memperoleh 
pembayaran klaim yang bersumber dari tabungan peserta dan porsi bagi hasil. 
Selain itu, khusus dalam dalam asuransi syariah keluarga, peserta juga akan 
memperoleh bagian dari tabungan tabarru apabila terdapat kelebihan setelah 
dikurangi pembayaran klaim dan biaya operasional. 
Adapun peserta yang mengundurkan diri smentara saat masa kontrak 
masih berlangsung, tetap akan mendapatkan pembayaran klaim berupa tabungan 
peserta dan porsi bagi hasil. Tabungan peserta yang diberikan kepada peserta 
adalah tabungan sejak menjadi peserta asuransi sampai pada saat pengunduran 
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diri. Jumlah tabungan ini pun ikut menentukan pula pada bagian keuntungan yang 
diperolehnya dari prinsip mudhorobah.         
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN  
 
1. Kantor Asuransi Syariah Takaful Surakarta yang telah beroperasi sejak 
tahun 1995 dalam melaksanakan kegiatanya sudah berpedoman kepada 
Fatwa Mui DSN Nomor 21/DSM-MUI/X/2001, namun ada dua hal 
yang kurang sesuai dengan fatwa tersebut yaitu pembuatan akad dan 
dalam menginvestasikan dana. Akad sudah dibuat secara baku dan 
peserta tidak mengetahui tentang penginvestasian dana 
2. Didalam implementasinya Asuransi Syariah Takaful Surakarta masih 
ditemui kendala sehingga kurang maksimal dikarenakan masyarakat 
Surakarta yang sangat heterogen. Kebanyakan mereka kurang 
memahami tentang asuransi syariah. Masih banyak yang menganggap 
asuransi syariah adalah hal yang haram karena terdapat unsur untung-
untungan. Tentang pembayaran premi yang masih disamakan dengan 
asuransi konvensional. Disamping itu memang peraturan sendiri belum 
berlandaskan peraturan yang kokoh sehingga tidak mengikat 
pelaksanaan daripada asuransi syariah. Sehingga substansi daripada 
asuarnsi syariah meskipun telah dibuat dengan baik namun belum 
memenuhi unsur yang termasuk dalam pelaksanaan hukum dalam 
masyarakat. 
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3. Agar supaya implementasi asuransi syariah berjalan dengan efektif 
harus dijalankan oleh tenaga yang handal, dengan peraturan yang 
kokoh dan didukung oleh masyarakat. 
 
B. SARAN  
 
1. Mengingat penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam dan 
kebanyakan belum paham tentang asuransi apalagi tentang asuransi 
syariah, maka guna untuk mencapai hasil yang maksimal dalam 
perkembangan asuransi di Indonesia perlu diadakan sosialisasi tentang 
asuransi syariah  disegala lapisan masyarakat. 
2. Kepada pemerintah dikarenakan asuransi syariah belum mempunyai 
landasan yang kuat yang dalam hal ini adalah perturan perundang-
undangan, maka dimasa yang akan datang  mohon untuk bisa segera 
dibuat  peraturan tentang asuransi syariah yang berupa Undang-Undang. 
3. Agar supaya asuransi dilaksanakan dengan baik dalam masyarakat maka 
aturannya harus dibuat dengan memenuhi unsur-unsur baik, strukur, substansi 
maupun kultur hokum dalam masyarat 
 
 
C      IMPLIKASI 
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1.  Kantor Cabang Asuransi Syariah Takaful Surakarta dalam menjalankan 
tugasnya telah sesuai dan berpedoman dengan fatwa DSN. Nomor 21/ 
DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asureansi syariah 
2.  Dalam meleksanakan kegiatanya Asuransi Syariah Cabang surakarta 
masih menemui beberpa kendala baik dalam struktur, substansi maupun 
kulturnya sehingga dalam melaksanakan tugasnya belum berhasil 
dengan maksimal; 
3.  Untuk kedepanya agar supaya asuransi syariah dapat dilakukan dengan 
baik harus diupayakan sutruktu yang baik, subtansi yang kokoh dan 
didukung oleh masyarakat yang banyak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 clvii 
DAFTAR PUSTAKA 
 
 
Abbas Salim, Asuransi dan Manajemen Risiko, PT. Raja Grafindo 
Persada,Jakarta, 1998 
Abustani Ilyas, Lembaga Ekonomi dalam Hukum Islam dan Perundang-
undangan di Indonesia, Mimbar Hukum, No. 50 Thn. XII Januari-
Februari, Al Hikmah dan DITBINBAPERA, Jakarta,2001. 
Abdul Ghani Abdullah, Hukum Islam Dalam Sistem Masyarakat Indonesia, 
Mimbar Hukum No. 30 Thn. VIII Al Hikmah dan DITBINBAPERA, 
Jakarta, 1997. 
Abdullah Gofar, Perundang-undangan Bidang Hukum Islam, Sosialisasi dan 
Pelembagaannya, artikel pada Mimbar Hukum No. 51 Thn. XII Maret-
April, Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, Jakarta, 2001. 
Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia Konsep, Regulasi 
dan Implementasi, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2010.  
Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Alumni, bandung, 1980. 
____________________, Hukum Asuransi Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 2006. 
Abdurrahman, Hukum Asuransi Syariah, Diktat Program Studi Ilmu Hukum 
Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Solo, 2009. 
Afrianti, Pengertian Asuransi Syariah, www. Google.com, diakses pada tanggal 
1 Februari 2010. 
Ahmad, Mahmud, “Semantics of Theory of Interest,” Islamic Studies 
Rawalpindi, 6 June, 1967. 
 
Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat, UII Press, Yogyakarta, 
2004. 
Antonio Muhammad syafi’I, Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan, 
tazkia institute, Jakarta. 
Bagus Irawan, Aspek-aspek Hukum Kepailitan Perusahaan dan Asuransi, 
Alumni, Bandung, 2007. 
 clviii 
Burhan Arshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.  
Departemen pendidikan dan Kebudayaan RI ,Kamus Besar bahasa Indonesia, 
Balai Pustaka, Jakarta, 1996. 
Djoko Prakoso, Hukum Asuransi Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta 2004. 
Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggungan, Pokok-pokok 
Pertanggungan kerugian, Kebakaran dan Jiwa, Liberty, Yogyakarta, 
1980. 
Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, PT Suryandaru 
Utama, Semarang,2005. 
Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes III, Hukum Keuangan Islam, Konsep, 
Teori dan Praktik, Nusamedia, Bandung, 2007. 
Fuad Mohammad Fachruddin, Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan 
Asuransi, PT. Al-Ma’arif, Bandung, 1982. 
Gemala Dewi et al, Hukum Perikatan Islam Indonesia, Ctk. Pertama, Kencana, 
Jakarta, 2005. 
______________, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian 
Syariah di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2005. 
Gorys Keraf, Komposisi, Ctk. Keenam, Nusa Indah, Jakarta, 1979. 
H. A Dzajuli dan Yadi Janwari, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat  ( 
sebuah Pengenalan ), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. 
HB Soetopo, Metode Penelitian Kualitatif, UNS Press, Surakarta, 2002. 
H. M. N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 6 
Hukum Pertanggungan, Djambatan, Jakarta, 2003. 
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002. 
Heri sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah deskripsi dan il ustrasi, 
Ctk. Pertama, ekonisia, Yogyakarta 
Herman Darmawi, Manajemen Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta, 2001. 
Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan kertas kerja atau Skripsi Ilmu 
Hukum, Ctk. Pertana, CV. Mandar Maju, Bandung, 1995. 
Ismail, Azman, “Insurance and Shari’ah: Part I,” The Call of Islam, 19 (July-
August), 1997. 
 clix 
John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Gramedia, Jakarta, 
1990. 
Khoiril Anwar, Asuransi Syariah, Halal dan Maslahat, Tiga Serangkai, Solo, 
2007. 
Kuat Ismanto, Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam, Pustaka 
Pelajar, Ungaran, 2007. 
Lawrence M Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Nusamedia, 
Bandung,  2009. 
M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986. 
Mohd. Ma’sum Billah, Modern Re-Discovery Of Takaful Islamic Insurance 
Principles and Practices, Jurnal Hukum International, www.yahoo.com, 
diakses pada tanggal 21 Juli 2010.  
Muhammad syakir Sula, Asuransi Syariah life and general, Gema Insani Jakarta 
2004 
Munir Fuady, Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Ctk. 
Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.  
Murtadha Muthahari, Diterjemahkan oleh Irwan Kurniawan, Pandangan Islam 
Tentang Asuransi dan Riba, Pustaka HidayahBandung, 1995 
Rahmat Husein, Asuransi Takaful Selayang Pandang dalam Wawasan Islam 
dan Ekonomi, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta, 1997.  
Rifyal Ka’bah, Lembaga Fatwa Di Indonesia Dalam Kajian Politik Hukum, 
Mimbar Hukum No. 68 Bln Februari, Pusat Pengembangan Hukum 
Islam dan Masyarakat Madani ( PPHIMM ), Jakarta 2009. 
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1980. 
______________, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1986. 
Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 13, PT. Alma’arif, Bandung, 1987. 
Setiono, Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum, Program Studi Ilmu  
Hukum Pasca Sarjana UNS, Surakarta, 2005. 
Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008. 
Supardjono, Perasuransian di Indonesia, Departemen Pendidikan, 1999. 
Suryono Sukanto, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Rajawali, Jakarta, 1980. 
 clx 
______________, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Rajawali, Jakarta, 1980. 
Syamsul Anwar dalam Abdurrahman, Hukum Perjanjian Syariah Di Indonesia 
studi Komparatif Tentang KHES, Fikih Muamalat dan KUHPerdata,  
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2008. 
Tjejep Rohendi Rohidi, Hukum dan Penelitian Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, 
Bandung,1992. 
Utrecht E, Pengantar dalam Hukum Indonesia, ichtiar, Jakarta, 1966. 
Van Apeldoorn LJ, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983. 
Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia, PT. Intermasa, Jakarta, 
1979 
Yadi, Janwari, Asuransi Syariah, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005. 
Zainuddin Ali ,Hukum Asuransi Syariah, Sinar Grafika, Jakarta, 2000. 
 
 
 
      
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 clxi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 clxii 
 
 
 
